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ABSTRAK

Dengan melihal perkembangan dunia ilmu kedokteran dewasa ini yang
sering dengan perkembangan dan Iajunya disiplin ilmu lainnya, maka tak dapat
dipungkiri pula bahwa pengetahuan masyarakat semakin relatif tinggi tentang
beberapa segi dan aspek kehidupan termasuk aspek kehidupan dunia kedokteran. J adil
masyarakat mulai mengerti dan memahami tentang kewenangan dari tindakan seo-
rang dokter sesuai dengan tanggung jawab yang diembangnya. Namun tidak tertutup
kemungkinan seorang dokler dalam menjalankan tanggung jawab propesinya bisa
terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dalam hal ini pasien.

Seorang dokter mempunyai tanggung jawab terhadap pasiennya dalam
memberikan pelayana pengobatan. Ia harus berusaha sebanyak mungkin dan meng-
gunakan segala ilmu yvang dimiliki, kepandaian serta keterampilannya untuk
menyembuhkan si pasien. Walaupun segala sesuatu telah dilakukan secara optimal
kadang kala hasilnya tidak memuaskan bahkan kadang bisa menjadi negatif,

Sorang dokter dalam memberikan pelayanan pengobatan sebenarnya tidak
memberikan jaminan bahwa pasien itu pasti akan sembuh akan tetapi ia hanya beru-
saha sebaik mungkin untuk menyembuhkan pasien.

Suatu tidakan medis secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan dan secara
materil tidak bertentangan dengan hukum, jika dipenuhi tiga syarat yaitu :

1. Tindakan yang dilakukan itu harus berdasarkan indikasi medis dan yang ditujukan
terhadap suatu sasaran tertentu.
2, r.I‘indsll:::-m dilakukan menurut peraturan ilmunya,

3. Harus ada persetujuan dari pasien.
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Jadi seorang dokler tidak dapat dipersalahkan, asalkan tindakannya sesuai
dengan standar profesional medis, dan dalam melakukan tindakan medis seorang
dokler sudah berunding dan mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga pasien
dan dalam melakukan suatu tindakan medis akan selalu akan ada faktor resiko bahwa
lujuannya tidak tercapai dan untuk resiko ini tidak dapat dilimpahkan kepada dokter-
nya karena resiko tersebut telah disampaikan sebelumnya.

Dokter dalam menjalankan profesinya (idak terlepas dari bantuan paramedis
dan peralatan medis yang disediakan oleh rumas sakit. Paramedis dalam membantu
seorang dokter dapat saja melakukan suatu kelalaian atau kesalahan yang dapat
merugikan si pasien, maka dalam hal ini paramedis bertanggung jawab atas tugas
yang dikerjakannya, kecuali apabila paramedis melakukan pengobatan atau perawa-
tan sesuai dengan petunjuk dokter atau dengan kata lain dokter yang salah memberi-
kan perintah, maka dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah dokter yang
memberi perintah karena paramedis hanya menjalankan tugas yang diperintahkan,
Namun apabila paramedis dalam mejalankan perintah dokter dia lalai maka parame-
dislah yang bertanggung jawab, contohnya paramedis memberikan suntikan kepada
pasien tidak sesuai dengan yang diperintahkan seorang dokter,

Oleh karena itu para tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya harus-
lah bertindak hati-hati agar kesalahan dapat dihindari sehingga malapraktek lak terja-
di.
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BAB 1
PENDAITULUAN

1.1. Alasan Memilih Judul

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini hampir tidak ada.
bidang kehidupan yang tidak teramati oleh hukum, baik sebagai kaidah maupun
sikap tindak manusia yang leratur dan yang unik. Hal ini terutama disebabkan karena
pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur. Akan tetapi, peratu-
ran belum tentu dapat menjamin keteraturan bagi seorang. Oleh karena itu, diperlu-
kan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia agar kepentingan-
kepentingannya tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan sesama warga
masyarakat. Salah satu kaidah yang diperlukan manusia adalah kaidah hukum yang
mengalur hubungan antara manusia untuk mencapai kedamaian melalui keserasian
antara ketertiban dengan ketentraman,

Dengan melihat hal tersebut sebagai gejala masyarakat, maka hukum
mempunyai sifat dinamis serta berkembang sesuai perkembangan masyarakat dan
teknologi. Salah satu segi positif perkembangan tersebut adalah munculnya Hukum
Kesehatan yang menurut H.J.J.Leenen (Soerjono Soekanto, Herkutanto,
1987:28):

...hukum kesehatan mencakup semua aturan hukum yang secara langsung

berkailan dengan pemeliharaan kesehatan yang terganggu atau tercemar,

dan penerapan aturan-aturan hukum perdala serta %ukum pidana selama
il;';;ﬁ::l—ls;lt::fan itu mengatur hubungan-hubungan hukum dalam pemeliharaan

Sehingga lingkup hukum kesehatan atau (hukum kedokteran) mencakup penerapan

hukum Pidana dan hukum Perdala yang berkorelasi pada hubungan hukum dalam



pelayanan kesehatan.

Kalau ditelaah lebih detail, m:ﬂca sebenarnya hukum kesehatan tersebut
merupakan cabang ilmu hukum yang bersifat Interdisipliner dengan penekanan pada
aspek tanggung jawab seorang dokter dalam melaksanakan profesinya, maka medical
law itu lentunya saja bisa menyinggung sudut hukum pidana, hukum perdata.
Dengan melihat perkembangan dunia ilmu kedokieran sekarang ini yang seiring
dengan perkembangan dan lajunya disiplin ilmu lainnya, maka tak dapat disangkali
pula bahwa pengetahuan masyarakat semakin relatif tinggi tentang beberapa segi
dan aspek kehidupan termasuk aspek kehidupan dunia kedokteran. Yang Penulis
maksudkan disini, bahwa masyarakat sudah mulai mengerti dan memahami tentang
kewenangan dari tindakan seorang dokter sesuai dengan tanggung jawab profesi
yang diembannya.

Alasan Penulis memilih judul:

"KEDOKTERAN DAN PERMASALAIIANNYA:SUATU" TINJAUAN

YURIDIS", adalah sebagai berikut :

L. Instink manusia untuk tetap hidup sehat membuat mereka tidak mau jatuh sakit,
Pada jaman sekarang, perkembangan dunia kedokteran terlihat dengan pesatnya
yang hal tersebut tidak tertutup kemungkinan seorang dokter dalam menjalankan
tanggung jawab profesinya bisa terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat
dalam hal ini pasien, sebagai contoh misalnya banyaknya kasus yang diajukan ke
Pengadilan tentang seorang dokier yang dianggap lalai atau setidak-tidaknya
merugikan pasien dalam menjalankan profesinya. Disinilah dapat dilihat sampai
sejauh manakah tindakan seorang dokter dapat dianggap lalai dan merugikan
pasien dilihat dari sudut hukum.

2. Hal lain yang membuat Penulis mengangkat karya ilmiah ini jalah bahwa sudah



selayaknya karya tulis yang berbau dunia kedokteran dengan segala akibat yang
ditimbulkan sudah dianggap sebagai bahan masukan dalam rangka memproduk
aturan-aturan formal tentang Tindak Pidana kedokieran (malaprakiek) yang tentu-
nya tidak berlentangan dengan falsafah bangsa Indonesia, yang mana masih terlalu
banyak penemuan-penemuan ilmu kedokleran yang menimbulkan akibat negatif.
yang belum diatur dalam perundang-undangan. |
3. Ditinjau dari sudut manapun, dokler dan pasien sama-sama mempunyai tanggung
jawab. Tanggung jawab dokter terulama berkisar pada segala tindakan dan kepu-
tusan yang diambil terhadap tubuh/diri pasien. Hal inilah yang sulit diketahui
apakah tindakan seorang dokler tersebut sesuai dengan kode etik profesi ke-

dokteran dan hukum yang berlaku,

1.2. Pernyalaan Masalah
Dengan melihat alasan penulis memilih judul ini, maka masalah yang akan
penulis coba bahas dalam kajian ini antara lain sebagai berikut :

1. Dengan melihat hubungan keempat komponen yaitu: 1. Pasien, 2. Dokter, 3
Paramedis, 4 Pemerintah, maka sampai sejauh manakah tindakan-tindakan tiap-
tiap komponen dapat dianggap sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya.
Sampai sﬂjauh manakah tanggung jawab hukum keempat komponen tersebut
apabila melakukan kesalahan atau kelalaian.

2. Sampai sejauh manakah tindakan seorang dokter dapat dianggap melakukan
kesalahan dalam melaksanakan profesi kedokleran.

3. Dokter dalam menjalankan profesinya tidak terlepas dari bantuan paramedis,
di sini penulis mencoba sampai sejauh manakah tindakan seorang paramedis di-
benarkan terhadap si pasien dan sampai sejauh manakah tindakannya dianggap

bertentangan dengan hukum.



4. Seorang pasien setelah mendapat perawatan yang intensif dari seorang dokter
tidak tertutup kemungkinan si pasien merasa dirugikan atau tidak puas atas pela-
yanan seorang dokter dan pammedis..hal inilah yang penulis coba lihat sampai
sejauh manakah tindakan seorang pasien terhadap hal tersebut dan sampai sejauh

manakah dokter dituntut dengan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW).

1.3 Tujunn dan Kegunaan Penulisan

Tujuan Penulisan :

Skripsi ini dibuat dengan tujuan :

|, Untuk melihat aspek-aspek hukum yang bisa timbul akibat perkembangan
dunia kedokteran selama ini, baik dari aspek hukum pidana, hukum perdata.

2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas
Hukum, jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi.

Kegunaan Penulisan :

1. Untuk mengetahui apakah tindakan seorang dokter/paramedis tersebul sesuai
dengan kode etik profesi kedokteran dan hukum yang berlaku.

2. Sudah selayaknya karya tulis yang berbau dunia kedokteran dengan segala
akibat yang timbul sudah diangap sebagai bahan masukan dalam rangka

memproduksi aturan-aturan formal tentang tindak pidana kedokteran.

1.4. Metode Penelitian

Adapun metode dipergunakan dalam rangkaian perampungan dan pen-
velesaian seluruh materi Skripsi ini, kedua-metode-tersebut-adalah
Library research alau penelitian kepustakaan, dimaksudkan dengan metode ini
yakni dimana penulis akan lebih banyak membaca dan mempelajari buku-buku litera-

tur, karya-karya ilmiah, baik yang lelah dipublikasikan maupun yang belum sepan-



jang dapat memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini dan gunanya agar
sepanjang dapal memberikan masukan dalam bahan/data yang diperoleh melalui

metode ini dijadikan sebagai landasan teoritis dalam pembahasan selanjutnya,

1.5, Sistimatika Pembahasan

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini disusun dalam suatu sistimatika
pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab tidak berdiri sendiri, melain-
kan setiap bab merupakan pelengkap dari bab-bab lainnya.

Bab pertama adalah bahagian pendahuluan sebagai mana vang diuraikan
sekarang ini.

Sedangkan pada bab dua penulis akan gambarkan tentang perkembangan
dunia kedokleran yang semakin jauh, sedangkan di lain pihak masyarakat semakin
peka terhadap tindakan seorang dokter terhadap diri/tubuhnya yang mana tentunya
membutuhkan ketentuan formil dalam pengaturan antara hubungan seorang dokter
dengan pasiennya.

Dengan melihat kemungkinan hal tersebut tantangan kemajuan ini setidak-
nya akan berpengaruh terhadap perkembangan di segala bidang termasuk dalam hal
ini bidang ilmu hukum, yang mana dalam negara hukum seperti negara kita ini
tentunya setiap perkembangan sub sistem kemasyarakatan sedapat mungkin hukuﬁ
tidak terlepas di dalamnya. Disinilah penulis mencoba melihat hal tersebut yaitu

perkembangan dunia kedokteran dalam penegakan dan pembangunan hukum na-

sional.
Dalam bab ketiga ini penulis mencoba melihat tentang hubungan hak dan

kewajiban anlara seorang dokter dengan pasien serta letak hak dan kewajiban para-



medis dengan pasien serta dokter dilain pihak. Di samping itu dalam hal seorang
pasien dirawat dalam sebuah rumah sakit apakah swasta atau yang bernaung di
bawah pemerintah, maka dalam hal ini akan dilihat letak hubungan antara pasien
dengan rumah sakit itu sendiri.

Dengan melihat hal tersebut, baik dari sudut pasien, dokier, paramedis dan -
rumah sakit itu sendiri maka disinilah akan nampak kemungkinan-kemungkinan
timbulnya aspek hukum baik dari hukum pidana, hukum perdata. Sebab tentunya hal
ini sangat penting demi kepastian hukum bagi masyarakat dan untuk menghilangkan
kesan dalam masyarakat tentang tindakan seorang dokter yang dianggap kebal
hukum dalam menjalankan profesinya.

Di pembahasan bab empat ini akan nampak beberapa pasal-pasal dalam
KUHP dan UU No. 23 Tahun 1992 yang berhubungan dengan malaprakiek yang
mana tentunya penulis akan memperbandingkan dari rumusan yang terdapat dalam
pasal-pasal tersebut dengan rangkaian perbuatan seorang dokter, apakah mencocoki
rumusan lersebut untuk dianggap telah melakukan malapraktek, sebab hal ini tentu-
nya sangal perlu dilihat tentang adanya kesalahan dan sifat melawan hukum seorang
dokter dalam melaksanakan tupas profesinya.

Dalam Bab lima penulis mengajukan kesimpulan pembahasan yang telah

diuraikan dan sekaligus dikemukakan beberapa buah pikiran sebagai saran.



BADB 2
PERKEMBANGAN DUNIA KEDOKTERAN DALAM
PENEGAKAN DAN PEMBANGUNAN
HUKUM NASIONAL

2.1. Perkembangan Dunia Kedokleran

Pada zaman dahulu, ketika ilmu dan teknologi masih sangat sederhana
perkembangannya, maka penyakit pada waktu itu hanya dianggap sebagai hukuman
alau kutukan dari dewa atau Tuhan. Maka, jika mereka jaluh sakit, mereka akan
datang meminta bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang dianggapnya
dekat denpan Tuhan seperti pendeta dan pastor. Berobat dan bertobat adalah meru-
pakan dua tindakan yang seolah-olah berjalan seiring.

Ketertautan hubungan antara ilmu pengobatan dan agama atau kepercayaan
berlangsung sampai berabab-abab lamanya, sampai kepada datang masanya agama-
agama modern di dunia,

Hippocrates yang hidup sekitar tahun 460 S.M. seorang tokoh yang diang-
gap sebagai bapak ilmu kedokteran modern ini telah mencoba mendekati penyakit
dari sudut yang lebih rasional dari pada sekedar sudut kepercayaan belaka. Ia juga
mencoba membagi penyakit-penyakit menurut penyebabnya dan mengobatinya sesuai
dengan penyebabnya.

Dari hal tersebut Hippocrates tidak memandang penderita penyakit sebagai
orang yang dikutuk Tuhan terbukti dari sumpahnya yang terkenal yang sekarang
dijadikan pedoman bagi kode etik kedokteran modern di dunia. Sumpah Hippocrates
itu berbunyi sebagai berikut :



(Soerjono Soekanto dan Kartono Mehamad, 1983:14 ):

"Saya bersumpah demi Apollo dewa penyembuh, dan Aesculapius dan
Hygera, dan Panacea, dan semua dewa dan dewi, bahwa sesuai dengan
kemampuan dan pikiran saya, saya akan mematuhi janji-janji berikut ini:
Saya akan memperlakukan guru yvang telah mengajarkan ilmu ini dengan
penuh kasih sayang sebagaimana terhadap orang tuan saya sendiri jika
perlu akan saya bagikan hartaku untuk dinikmati bersamanya, anaknya:
akan saya perlakukan sebagai saudara kandung saya dan akan saya ajar-
kan ilmu yang telah saya peroleh dari ayahnya, kalau mereka memang
mau mempelajarinya, tanpa imbalan apapun. Saya juga akan meneruskan
ilmu pengetahuan ini kepada anak- anak saya sendiri, dan kepada anak-
anak puru saya, dan kepada mereka yang telah mengikatkan diri dengan
janji dan sumpah untuk mengabdi kepada ilmu pengobatan, dan tidak
epada hal-hal yang lainnya.
Saya akan mengikuti cara pengobatan, yang menurut pikiran dan
kemampuan saya, akan membawa kebaikan bagi penderita tanpa tujuan-
tujuan buruk.
Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapapun
meskipun diminta, atau menganjurkan kepada mereka untuk tujuan itu.
Atas dasar yang sama, saya tidak akan memberikan obat untuk menggu-
gurkan kandungan. Saya ingin melewati hidup yang saya baktikan kepada
ilmu saya ini dengan tetap suci dan bersih. Saya tidak akan melakukan
mbedahan sendiri, tetapi akan menyerahkannya kepada mereka yang
erpengalaman dalam pekerjaan ini,
Rumah siapapun yang saya masuki, kedatangan saya itu saya tujukan
untuk kesembuhan yang sakit, dan tanpa niat-niat buruk alaupun membo-
hongi, dan lebih jauh lagi tanpa niat memperkosa wanita ataupun pria,
orang bebas atau budak. Apa pun yang saya dengar atau lihat, tentang
kehidupan seseorang yang tidak patut disebarluaskan, tidak akan saya
ungkapkan karena saya harus merahasiakannya.
Selama saya tetap mematuhi sumpah saya ini, izinkanlah saya menikmati
hidup dalam mempraktekkan ilmu saya ini, dihormati oleh semua orang
di sepanjang waktu ! Tetapi jika sampai saya menghianati sumpah ini,
baikkanlah nasib saya".

Dengan melihat sumpah dari Hippocrates tersebut di atas, ternyata sumpah
dokter inilah yang dikembangkan dan seragam di berbagai negara di dunia dari hasil
sidang umum persatuan Dokter sedunia (World Medical Association) di Jenewa tahun
1948, yang mana telah dituangkan dalam suatu deklarasi yang pada intinya sama
dengan sumpah Hippocrates Namun deklarasi ini pada tahun 1968 telah diperbaiki
dalam sidang ke-22 perkumpulan tersebut di Sydney. Deklarasi tersebut berbunyi

sebagai berikut: Terjemahannya (Scerjomoe Soekanto dan Karlono Mohamad,



1983:15):

"Pada saat saya diterima menjadi anggota profesi kedokteran” saya bersum-
pah akan membaktikan hidup saya untuk tugas kemanusiaan,
Saya hormati guru saya dengan penuh terima kasih yang sewajarnya;
akan saya praktekkan profesi saya dengan penuh kesadaran dan kehor-
malan;
Kesehatan penderita akan saya jadikan pertimbangan pertama;
Rahasia yang dipercayakan kepada saya, akan saya jaga bahkan sampai
pun sesudah pasien meninggal dunia;
Kehormatan dan taradisi luhur profesi kedokteran akan saya pertahankan
sepenuh tenaga;
Teman sejawat saya akan saya anggap sebapai saudara saya,
Pertimbangan agama, kebangsaan, kesukuan, aliran politik, atau kedu-
dukan sosial tidak boleh mempengaruhi tugas saya terhadap pasien;
Kehidupan manusia akan saya hormati sejak saat pembuahan, dan meski-
pun diancam tidak akan saya bersedia mempergunakan ilmu kedokleran
saya untuk tujuan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan;
Saya mengucapkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan tulus, serta
demi kehormatan saya;

Dengan lafal tersebut di atas ternyata telah mempunyai kekuatan hukum
yang jelas di negara kita ini, terbukti dengan diterimanya terjemahan lafal tersebut
sebagai lafal sumpah dokter sesuai dengan peraturan pemerintah No. 26 tahun 1960,
namun dalam urutan kalimat yang ada perbedaan.

Dengan melihat perkembangan tersebut, bukan saja mengucapkan sumpah
yang dilakukan oleh Hippocrates, tetapi juga merumuskan dalil tentang profesi
kedokleran pada zamannya. Rumusan dalil itu (Maleolm T.MacEachern:1969)
(Soerjono Soekanto dan Kartono Mohamad : 1983:16) Pada pokoknya berbunyi
sebagai berikut :

1. I'mu kedokteran adalah ilmu yang paling mulia diantara ilmu-ilmu lain
nya, tetapi karena ketidak tahuan mereka yang mempraktekannya,
menjadi nampak kurang mulia. Banyak orang yang memiliki gelar
"dokter” tetapi dalam kenyataan hanya sedikit yang benar-benar berhak.

2. Siapa pun yang ingin menguasai ilmu kedokteran perlu memiliki syarat-
syarat berikut: berbakat (be possessed of natural disposition), belajar

engan baik, belajar sejak usia muda, senang bekerja, dan mempunyai
cukup waktu.

3. Mengajarkan ilmu kedokteran adalah semacam menanam benih ketanah.

Bakal yang dimiliki murid diumpamakan tanah, sedangkan ilmu yang
diberikan puru diumpamakan benih. Mengajarkan ilmu kedokteran
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seperli juga menanam padi di tanah harus melihat tanah yang baik serta
yang tepat. Juga diperlukan pemupakan yang rajin agar didapat buah
yang benar-benar malang.

4. Setelah lulusan dari pendidikan dan melaksanakan tugas dari kota ke
kota, seorang dokter harus selalu menjaga martabatnya. Bukan saja
hanya dalam nama, tetapi juga dalam bukti kemampuan. Kurang dalam
pengalaman akan menjadi yang buruk. Ia akan mengurangi rasa percaya
diri dan menyuburkan kekurangan beranian (rimidity) atau kelancangan
(audacity). -

3. Hal-hal yang suci hanya boleh diajarkan kepada mereka yang jupa suci.
Adalah svatu dosa jika hal-hal }ran% suci diajarkan kepada mereka yang
Juga suci. Adalah suatu dosa jika hal-hal yang suci diajarkan kepada
mereka yanb mungkar (profane) kecuali jil{a mereka sudah ditahbiskan
melalui pengenalan rahasia ilmu pengetahuan yang sejati.

Dengan demikian Hippocrates kelihatannya menghendaki syarat-syarat
tertentu sebelum menerima seseorang menjadi muridnya. Yang mana rumusan terse-
but di atas yang menjadi pegangan bagi mereka yang hendak mengamalkan ilmu ke-
dokteran, baik untuk mengajar ataupun untuk mengobati seseorang. Dengan dalil
tersebut pula nampaknya kode etik kedokteran berkembang,.

Jika ditelaah dari dalil Hippocrates tersebut, pada dasarnya ada tiga pokok
yang dipersyaratkan bagi mereka yang ingin menjadi dokter yaitu; (Soerjono
Sockanto dan Kartono Mohamad, 1983:17);

Pertama, setiap dokter harus berusaha menguasai ilmunya sebaik mungkin.

Ia harus meningkatkan mutu profesinya melalui belajar yang terus
menerus dan pengalaman-pengalaman yang diperolehnya.

Kedua, Seorang dokter harus menjaga martabat profesinya.

Ketiga, Seorang dokter haruslah menjadi seorang %'ang suci dan mengab-

dikan diri sepenuhnya waktunya untuk profesinya,

Selelah kita melihat pandangan Hippocrates yang mendasari perkembangan
kode etik kedokteran, maka dari sanalah dapat dimengerti mengapa praktek
pengobatan harus dilandaskan pada etika, hal ini disebabkan karena keawanan
penderita yang menyebabkan ia pasrah kepada dokter, dengan penuh kepercayaan

bahwa ilmu yang dimiliki dokter akan dipergunakan untuk menolong pasien dan

melepaskannya dari penderitaan,
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Dengan kepasrahan pasien serta kelebihan pengetahuan pada diri sang dokter
memang harus dijaga agar mereka tidak menyimpang dari tujuan yang mulia. Hal ini
disebabkan karena dokier selalu berusaha sedapal mungkin melepaskan pasien dari
penderitaannya dengan menghindari resiko-resiko yang bisa timbul, namun dilain
pihak pasien selalu berkeyakinan bahwa dokter serba bisa dan akan terlepas dari -
penyakit yang dideritanya. |

Pada abad sekarang ini, perkembangan teknologi kedokleran maju dengan )

pesatnya. Mulai dari alat-alat diagnostik yang serba elektronis ﬂiﬂ komputer, sampai
keperlengkapan terapi yang serba mutakhir. Seorang yang telah mengalami kegaga-
lan ginjal dengan perkembangan dunia kedokteran tidak harus segera meninggal
dunia, kepadanya diberi kesempatan untuk merasakan perpanjangan hidup melalui
mencuci ginjal bahkan sampai kepada pengcangkokan ginjal jika ada donor untuk
itu.

Bukan hanya hal tersebut, bahkan sampai pada jaringan hati yang rusak dapat diganti
dengan hati orang lain. Bahkan perkembangan itu sampai pada perkembangan obat-
obatpun tidak kttingga]an. mengalami kemajuan dan setiap obat yang baru haruslah
melalui uji coba yang sangat ketat. Dengan hal tersebut kembali melihat pertim-
- bangan-pertimbangan etis dan tidak etis. Untuk itu World medical Association
pernah menyusun petunjuk-petunjuk yang dituangkan dalam "Declaration af
Helsinki" yang dicetuskan pada tahun 1964, yang antara lain menyatakan, (Soerjono
Soekanto & Kartono Mohamad, 1983:28) :

"Dalam mengobati penderita, dokter mempunyai kebebasan untuk menco-
bakan teknik terapi yang baru, jika menurut pendapatnya hal itu akan
menyelamatkan jiwa pasien atau mengurangi penderitaannya. Jika mung-
kin, sejalan dengan keadaan psikologi penderita, dokter terlebih dahu%u

meminta persetujuan penderita. Jika penderita tidak sa nggup karena kea-
daannya, persetujuan harus diperoleh dari walinya",
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Kalau dilihat adanya persetujuan dari pihak penderita dalam hal pasien ataupun
walinya, maka perselisihan hukum yang nungkin akan timbul dikemudian hari dapat
ditelusuri kembali tentang apakah dokter tersebut telah menjelaskan beberapa
kemungkinan yang bisa terjadi akibat penggunaan teknologi baru tersebut. Dengan
perkembangan lersebut apakah masyarakat sudah dapat atau mengerti lentang haknya
untuk itu, Sebab hal ini sangat jarang seorang pasien diminta persetujuannya hal
lersebut.

Sumpah yang dijadikan dasar kode etik kedoteran yang dan Hippocrates
sampai sekarang ini sangat menekankan pada loyalitas dokter kepada penderita
secara pribadi. Disinilah perlunya sepala sesuatu yang diketahui seorang dokter
tentang keadaan pasiennya adalah merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh
siapapun. Namun dalam hal ini tidaklah semudah yang diharapkan, hal ini disebab-
kan karena adanya beberapa faktor, contoh misalnya faktor keadaan, vaitu jika
seorang karyawan sebuah perusahaan menderita tuberkolosa (tbe) paru-paru, boleh-
kah hal itu dituangkan kepada majikannya? Jika diungkapkan berarti telah melanggar
sumpah dokternya. Dari sinilah kami melihat bahwa munculnya pemikiran tersebut
disebabkan karena perkembangan dunia kedokteran itu sendirinya, yang mana pasien
juga telah mengetahui tindakan-tindakan seorang dokter dapat dibenarkan terhadap
diri atau tubuhnya.

Sejalan dengan perkembangan dunia kedokteran tersebut, maka gejala
dalam masyarakat sudah mulai nampak bahwa dokter dalam hal ini sudah bukan
merupakan dewa atau wakil Tuhan di dunia ini, sebagaimana paham sebelumnya,
Tetapi dokter dalam hal ini dalam menjalankan pekerjaan profesinya yang dilandasi
dengan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab yang tinggi, maka dokter juga meru-

pakan milra bagi pasiennya itu.
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2.2. Pembangunan ITukum Nasional

Pembangunan hukum sangat perlu mendapat perhatian, disebabkan karena
hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-peraturan hukum.
Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menelusuri hampir
semua bidang kehidupan termasuk hukum kedokteran. Campur tangan hukum yang
semakin meluas kedalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efek-
tifitas penerapan hullzum menjadi semakin penting. Oleh karena hukum mempunyai
suatu fungsi dalam masyarakat, maka hukum merupakan lembaga yang bekerja di
dalam masyarakat.

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikai.tknn
pada usaha-usaha untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari pada yang
telah dicapai sebelumnya. Menghadapi keadaan demikian itu, maka peranan hukum
semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu. Fungsi hukum tidak cukup
hanya sebagai kontrol sosial melainkan dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan
dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku
sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana
yang dicita-citakan. Sehubungan dengan perkembangan dunia kedokteran, maka
sudah selayaknyalah diproduk aturan-aturan formal dalam bidang kesehatan dan ilmu
kedokteran pada khususnya, sebab hal ini seiring dengan perkembangan pengetahuan
masyarakat dalam dunia medis, karena dengan melihat kenyataan yang ada sangat
terbatas kasus malapraktek yang mampu diserap oleh KUHP inilah merupakan

suatu pemikiran dalam pembangunan hukum nasional.

2.3, Penegakan Hukum Nasional
Ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan me-

nyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah/pandangan-
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pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mem-
pertahankan kedamaian pergavlan hidup.

Sehubungan dengan hal penegakan hukum tersebut, jika dihubungkan
dengan perkembangan dunia kedokteran itu sendiri maka dapatlah dipahami bahwa
perkembangan tersebut seiring dengan tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan
perlindungan atas tindakan dokter dalam menjalankan tugas.

Sekarang bagaimana perihal peranan dokter dan ilmu kedokteran dalam
penegakan hukum, lasimnya menjadi ruang lingkup dari ilmu kedokteran forensik
(Gerechtelijke Geneeskunde). Para ahli menyebutnya sehagai, Medicine for law,
yang merupakan ilmu pengetahuan medis maupun paramedis yang diharapkan dapat
menunjang proses penegakan hukym,

Didalam peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat beraneka ragam
peraturan yang mengatur hal itu, diantaranya, yang terdapat dalam KUHAP, yaitu
Pasal 120 KUHAP :

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang

ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

(2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka
penyidik bahwa dia akan memberikan keterangan menurut pengetahuan-
nya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat dan serta
martabat pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpang
rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminfa.

Pada dasarnya dalam hal penegakan hukum, bukan hanya aparat hukum yang terkait
langsung melainkan setiap warga negara berkewajiban turut serta dalam proses

penegakan hukum termasuk dokter dan paramedis. Hal ini supaya dapat tercipta

suatu kepastian hukum bagi masyarakat.



DAB 3

TINJAUAN YURIDIS
DALAM DUNIA KEDOKTERAN

3.1. Hubungan Hukum antara dokter, pasien, paramedis dan rumah sakit

Di dalam negara yang menganut paham Demokrasi Pancasila, maka setiap
warga negara berhak mengeluarkan pendapatnya secara lisan dan tertulis, asalkan
juga bertanggung jawab demi kepentingan umum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan i,rang berlaku,

Hal ini perlu kami sampaikan terlebih dahulu, mengingat masih banyaknya
terdengar keluhan tentang pelayanan dalam bidang kesehatan atau dunia kedokteran
yang kurang memadai atau memuaskan.

Dengan melihat hal tersebut, berdasarkan pola interaksi yang berlaku, maka
seorang pasien dapat mengadakan hubungan tertentu dengan dokternya sepanjang
pemenuhan akan kebutuhan kesehatan. Dalam pemenuhan kebutuhan akan kesehatan
tersebut pasien dalam hal ini penderita penyakit akan pergi ke klinik/rumah sakit
atau tempat dimana dokter berpraktek yang sifatnya terbuka untuk vmum yang mana
dalam hal ini didasarkan atas beberapa kemungkinan yaitu:

a. Konsultasi tentang kesehatan

b. Dalam rangka imunisasi (pencegahan terhadap penyakit tertentu)

¢. Dalam rangka medical Chek up

d. Dalam rangka pengobatan penyakit tertentu

e. Dan lain sebagainya.

Dengan melihat beberapa kemungkinan tersebut di atas, maka penulis hanya

15
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membatasi diri pada kemungkinan pada poin (d) dalam rangka pengobatan penyakit

tertentu yang diderita oleh pasien yang bersangkutan. Sekarang penulis mengemuka-

kan contoh, misalnya seorang pasien (A) mendatangi dokter (B) ke tempat prakiek-

nya untuk minla pertolongan agar dilakukan tindakan pengobatan. Timbul per-

tanyaan sepanjang dilakukan tindakan kedokteran itu bagaimanakah hubungan hukum

antara seorang pasien (A) dengan dokter (B) 7 Untuk menjawab pertanyaan ilu dapat

dilihat dari dua segi yaitu :

ad. 1.

ad.2.

1. Segi ilmu kedokteran
2. Segi ilmu hukum perdata,
Menurut ilmu hukum kedokteran dikenal istilah informed consent yaitu suatu
persetujuan yang didasarkan kepada suatu penjelasan, dimana persetujuan yang
dimaksud berdasarkan pada suatu prinsip pula yang menyatakan bahwa setiap
manusia mempunyai hak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan
yang menyangkut dirinya. Adapun prinsip di atas tidak lepas dari syarat-syarat
sebagai berikut,
yaitu:
- Pasien harus mempunyai informasi yang cukup untuk mengambil keputusan
mengenai perawatan terhadap dirinya.
- Pasien harus memberikan persetujuan mengenai perawatan terhadapnya, baik
secara lisan atau tertulis, secara eksplisit atau implisit.
Kalau dilihat dari sudut ilmu hukum, maka prinsip dan syarat yang didasarkan
poin pertama di atas, maka dilandaskan pada dua hal, yaitu:
a. Hubungan aniara pasien dengan dokter merupakan hubungan Fiducier yakni
hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, bahwa secara profesional

dokler mempunyai kemampuan tinggi untuk merawat orang sakit/yang



17
terganggu kesehatannya.
Sedangkan pihak yang mendapat kepercayaan harus mampu melaksanakan
kewajibannya secara jujur, cermat dan wajib merahasiakan data medis bagi
diri pasien.

b. Orang yang sehat mentalnya mempunyai hak untuk mengambil keputusan
mengenai dirinya dan nasib badannya. Atau dengan kata lain, terhadap
seorang pasien tidak boleh dipaksakan untuk menerima cara perawatan
tertentu yang walaupun hal itu suatu tindakan }ralng dianggap terbaik oleh

" dokter yang telah melakukannya. Terlepas dari prinsip dan syarat-syaral
yang diuraikan di atas maka menurut hukum perdata (KUH Perdata) dikenal
suatu perjanjian yang juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak setuju
untuk melakukan sesuatu. Suatu perjanjian adalah merupakan peristiwa
dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian dapat
menerbitkan perikatan, dimana suatu perikatan adalah suatu perhubungan
hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain ber-
kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Kalau misalnya pasien (A)
mengadakan suatu persetujuan dengan dokter (B) maka persetujuan itu
adalah merupakan perjanjian pula bagi mereka, sedangkan pengertian perse-
tujuan itu sendiri terdapat dalam pasal 1313 KUH perdata yang menyatakan,
(Subekti dan Tjitrosudibio, 1983:304) :

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuafan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih™,

Sedangkan bagaimana kekuatan hukum dari persetujuan/perjanjian itu diatur dalam
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Pasal 1338 yang menyatakan, (Subekti dan Tjitrosudibio, 1983:307) :
Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.
Persefujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain sepakat
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu.
Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Di atas dikatakan bahwa suatu perjanjian menerbitkan perikatan dan mengenai
perikatan itu sendiri diatur secara tegas dalam Pasal 1352 jo Pasal 1353 KUH perda-
ta, (Subekti dan Tjitrosudibio, 1983:309) :
Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari
undang-undang sahaja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan

orang.

sedangkan pasal 1353 :
Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat

perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar
hukum.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas tentang perjanjian atau persetu-
juan, maka menurut hukl-ll'll perdata secara teoritis harus memenuhi empat unsur,
yaitu :

1. Adanya kata sepakat antara mereka yang mengikatkan diri

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

3. Mengenai hal tertentu,

4. Suatu sebab yang halal, ke empat unsur ini secara jelas diatur dalam Pasal
1320 KUH perdata.

Kembali kita pada permasalahan tersebut, bahwa dalam masalah perjanjian
kalau dihubungkan dengan macam-macam perjanjian untuk melakukan pekerjaan

dapat ﬁihagi dalam 3 macam, yaitu :
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1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu,
2. Perjanjian kerja/perburuban, dan
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Dari ketiga macam perjanjian ini timbul pertanyaan, kalau pasien mengada-
kan perjanjian/persetujuan dengan dokiernya termasuk perjanjian yang manakah dari
ketiga perjanjian itu 7 Maka menurut pendapat penulis termasuk pada perjanjian pada
poin (a) yaitu: perjanjian untuk melakukan jasa-jasa terlentu, dimana isinya antara
lain pihak pasien menghendaki dari pihak dokter agar dilakukan suatu pekerjaan
yaitu tindakan kedokteran untuk mencapai tujuan penyembuhan penyakit yang
sedang di derila pasien yang bersangkutan, dan untuk jasa dokter itu pasien berke-
wajiban untuk membayar honorariumnya sedangkan apa yang dilakukan untuk
mencapai tujuan penyembuhan tersebut itu sama sekali tergantung kepada pihak
dokter yang didasarkan pada keterampilan/keahliannya di bidang praktek kedokteran
tentu saja tidak lepas dari ilmu yang dimilikinya.

Dengan melihat hubungan hukum antara dokter dengan pasien, maka dalam
hal seorang dokter menjalankan profesinya atau dalam hal seorang dokter menjalan-
kan tugas untuk menolong seorang pasien, maka dalam hal ini tentunya tidak terlepas
dari bantuan paramedis dalam menjalankan tugasnya untuk membantu dokter terse-
but.

Sebelum melihat hubungannya lebih jauh, maka terlebih dahulu penulis
akan memberikan beberapa ciri-ciri pokok dari pada profesi paramedis tersebut
sebagaimana yang dinyatakan oleh, W.B. Van der Mijn. (Soejono Soekanto dan
Herkutanto, 1987:100) :

1. Pekerjaan yang dilakukan untuk sebahagian atau seluruh termasuk bidang

kedokleran. Ada kemungkinan bahwa pekerjaan itu terkait dengan peker-
jaan di bidang lain, tetapi yang dominan adalah bidang kedokteran.
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2. Tenaga paramedis mempunyai tanggung jawab mandiri terhadap tugas-
tugas yang dilakukannya. Tenaga kesehatan yang langgung jawab peker-
jaan ada pada dokier atau dokter gigi, bukan merupakan lenaga parame-

3 1[3:1 hubungan langsung dengan pasien; artinya, tenaga paramedis beker-
ja di bidang pelayanan kesehatan individual.

4. Dalam melaksanakan pekerjaannya, tenaga paramedis harus mempunyai
hubungan (fungsional) dengan dokter. .

5. Menyangkut pekerjaan yang dimasa mendatang tetap menjadi ruang
lingkup tugas paramedis, dan bukan tugas dokler.

Dengan melihat hubungan antara dokter dengan paramedis dan pasien dilain
pihak, maka penulis melihat poin (1) dari ciri pokok tersebut di atas adalah merupa-
kan bukti baliwa paramedis sangat erat hubungannya dengan dokter dan pasien dilain
pihak hal ini disebabkan oleh karena pekerjaan dari seorang paramedis sebahagian
atau seluruhnya termasuk dalam bidang kedokteran. Di lain poin (2) dinyatakan pula
bahwa paramedis mempunyai tanggung jawab mandiri terhadap tugas yang dilaku-
kannya. Disinilah penulis melihat bahwa tindakan-tindakan seorang paramedis tefap
mempunyai hubungan hukum dari dokter sepanjang tindakan paramedis itu atas dasar
perintah atau sepengetahuan dokter, sebab hal ini tentu ada kaitannya dengan diri
pasien sebagai tujuan utama dalam memenuhi kehendak pasien. Untuk itu, maka
dalam hal ini paramedis tetap mempunyai tanggung jawab atas diri pasien sebagai
tenaga pembantu dari seorang dokter,

Kalau adanya hubunganantara dokter dan pasien serta paramedis maka
dalam hal ini tentunya rumah sakit tidak terlepas dari hal tersebut hal ini disebabkan
karena peran serta rumah sakit dari adanya hubungan yang terlebih dahulu yang
membawa dampak harusnya ada hubungan antara komponen tersebut, namun dalam
hal ini hubungan tersebut akan tercermin dari status dari rumah sakit itu sendiri,
Kalau dalam hal ini, maka menurut pendapat Penulis, yaitu bahwa hubungan hukum

yang bisa timbul adalah adanya hubungan yang erat dalam penanganan seorang
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pasien dalam pemenuhan akan prasarana kesehatan unluk mencapai suatu keleraturan
sestim. "

Hubungan tersebut bisa timbul dari aspek perdata dan pidana. Namun yang
perlu diketahui bahwa hal ini akan timbul karena keberadaan rumah sakit sebagai

dasar bahwa keselamatan jiwa pasien yang harus diutamakan.

3.1.1. Hak dan kewajiban dokter

Manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, bila-
mana dengan sengaja melanggar svatu kaidah hukum, akan dikenakan hukuman
sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Demikian
pula bila seorang dokter sebagai subjek hukum dapat juga dihukum bila dalam -
melaksanakan kewajibannya sebagai dokter dengan sengaja melanggar kode etik,
hukum atau perundang-undangan.

Menyinggung masalah kewajiban seorang dokter di dalam menjalankan
profesinya, antara lain telah dituangkan dalam kode etik kedokteran Indonesia,
dimana rumusan kewajiban tersebut terdiri atas empat bab, yaitu:

1. Kewajiban umum

2. Kewajiban dokter terhadap pasien

3, Kewajiban dokter terhadap teman sejawat

4, Kewajiban dokter terhadap diri sensiri.

Jadi seorang dokter dalam menjalankan kewajibannya atau dalam setiap tindak
tanduknya harus selalu berpedoman pada kode etik kedokteran, di samping hukum
atau undang-undang.

Untuk lebih memperjelas kewajiban dari seorang dokter, maka penulis akan
menjabarkan secara luas kewajiban dokter sebagaimana yang tersurat dalam kode

etik kedokteran Indonesia, (Soerjono Soekanto dan Kartono Mohamad, 1983:52);
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Kewajiban umum:

1. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayali, dan mengamalkan
sumpah dokter. '

2. Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran
yang lertinggi.

3, Dalam melakukan pekerjaan kedoklerannya seorang dokler tidak boleh
dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.

4. Perbuatan berikut bertentangan dengan etik:

4.1, Setiap perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.

4.2, Secara sendiri alau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan
keterampilam kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan

rofesi. -

4.3, E’lencrima imbalan selain dari pada yang layak sesuai dengan jasa
nya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak
penderita,

Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya taban

mahluk insani, baik jasmani manpun rohani, hanya diberikan hanya

untuk kepentingan penderila,

6. Seliap dokter %mrus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan
menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum
diuji kebenarannya.

7. Seorang dokler hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat
dibuktikan kebenarannya.

8. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan/
mendahulukan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek
pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif) serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat

ng sebenarnya.

0. Setiap dokter dalam bekerja sama denpan para pejabat di  bidang
kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat harus memelihara saling
pengertian Sﬂbﬂik-hﬂﬁ(n}’ﬂ.

A

Setelah kita melihat kewajiban umum dari seorang dokter, maka Penulis
akan mencoba menarik beberap kesimpulan dari maksud tersebut di atas, yaitu
bahwa seorang dokter dalam menjalankan profesinya harus selalu memperhatikan
nilai-nilai manusia yang luhur yang mana merupakan tuntutan dari kode etik itu
sendiri, dan yang penting lagi ialah bahwa keinginan untuk memenuhi kebutuhan
akan prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan tantangan dari tugas itu sendiri.

Untuk dapat menjalankan profesinya dengan ukuran keilmuan yang terting-

gi, seorang dokter perlu senantiasa berusaha menyegarkan dan meningkatkan ilmu-
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nya. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang selalu berkembang sesuai dengan perkem-
bangan kehidupan manusia. Karena itu, ereka yang tidak berusaha menyegarkan
pengetahuan dan keterampilannya akan mudah tertinggal di belakang, serla diragu-
kan kemampuannya untuk dapat menjalankan profesinya menurut ukuran yang tert-
inggi.

Hal lain ialah bahwa dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter tidak boleh
dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi, sebab keadaan seperti ini dapat
mempengaruhi kepercayaan masyarakat atas kemampuan dan nilai kemanusiaan yang
dimilikinya.

Dalam hal dokter melakukan pekerjaannya harus selalu mengutamakan/
mendahulukan kepentingan masyarakat dan memperhatikan segala aspek pelayanan
kesehatan dan lagi pula dokter senantiasa bekerja sama para pejabat di bidang kese-
hatan dan bidang lainnya.

Setelah terlihat kewajiban umum dari seorang dokter, maka Penulis akan
meliha kewajiban berikutnya seorang dokter yaitu,

Kewajiban Dokter Terhadap Penderita (Soerjono Soekanto dan Kartono
Mohamad, 1983:53) :

10. Setiap dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup

~mahluk insani,

11. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala
ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal ini
tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka ia
wajib berujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian
dalam penyakit tersebut, i

12. Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita apar
senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam
beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

13. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesvatu yang diketahuinya
tentang seorang penderita bahkan juga setelah penderita itu meninggal
dunia.

14, Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tupas

perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan
mampu memberikannya.
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Kewajiban dokter ini sangat penting disebabkan karena merupakan hak
dasar seorang manusia untuk tetap melindungi sebagai makhluk insani, Oleh karena
itu dokler dalam hal ini senantiasa berusaha sebatas kemampuannya dapat menyela-
matkan/melindungi penderita. Dan disini pula dokter dituntut untuk bersikap jujur
dan tulus dalam menggunakan keterampilan dan ilmu yang dimilikinya.

Dengan terciptanya hubungan yang baik, maka dokter senantiasa selalu
memberikan kesempatan/kebebasan terhadap penderita untuk berhubungan dengan
keluarganya. Dan juga setiap dokler berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang
diketahuinya tentang diri penderita, terkecuali menurut pendapat Penulis apabila
undang-undang menghendaki. Selanjutnya kita lihat kewajiban lainnya yaitu :

Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawatnya (Soerjono
Sockanto dan Kartono Mohamad, 1983:53) :

15. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri

ingin diperlakukan.

16. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawat-

nya tanpa persetujuannya.

Dari hal tersebut kita dapat melihat bahwa bukan saja penderita yang harus
diperlakukan dengan sewajarnya tetapi yang lebih penting juga adalah saling menjaga
dan memperlakukan teman seprofesinya. Hal ini terbukti bahwa setiap dokter tidak
boleh mengambil alih pasien temannya terkecuali atas persetujuannya. Hal itu perlu
dilakukan bukan untuk kepentingan dokter yang pertama, tetapi juga untuk kepentin-
gan pasien itu sendiri. Karena segala sesuatu tentang pasien tersebut mungkin sudah
tercatat disana, sehingpa akan lebih tepat jika pasien itu untuk selanjutnya berobat di
dokier pertama. |

Kewajiban berikutnya adalah, Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri
(Soerjono Soekanto dan Kartono Mohamad, 1983:54) :

17, Setiap dokter harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja
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dengan baik.

18. Setiap dokter hendaklah senantiasa mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan tetap setia kepada cita-citanya yang luhur,

Disini nampak bahwa kewajibdnnya dalam hal ini disamping untuk kepen-
tingan dirinya juga demi kepentingan bagi penderita sendiri serta kepentingan dunia
kedokteran khususnya.

Selanjutnya ketentuan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan
kewajiban dokter di dalam ilmu kedokteran Forensik antara lain terdapal dalam
KUHAP disebutkan dalam Pasal 120, 179, 180. Yang antara lain berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 120 :

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang

akhli atau orang yang memiliki keakhlian khusus.

(2) Akhli tersebut menﬁangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka
penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya
gang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta marta-

at, pekerjaannya atau jabatannya {ang mewajibkan ia menyimpan
rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta,

Selanjutnya Penulis akan memberikan komentar terhadap pasal tersebut di
alas, yaitu apabila seorang dokter dimana ia sebagai orang yang memiliki keahlian
khusus dalam bidang kedokteran diminta yang berwenang untuk memberikan
keterangan mengenai sesuatu hal yang menyangkut rahasia/jabatan/pekerjaannya
sebagai dokter, dokter biasanya akan mengalami pertentangan jiwa. Sebab itu disatu
pihak oleh undang-undang diwajibkan memberikan keterangan yang benar apabila
diminta yang berwenang, sedangkan dipihak lain sebagai dokter ia juga mempunyai
kewajiban moral untuk merahasiakan segala sesvatu yang diketahui sewakiu menja-
lankan jabatan/pekerjaannya. Untuk mencegah/memecahkan masalah ini undang-
undang telah menyediakan jalan keluar meskipun masih dibatasi,

Apabila pada svatu waktu dokter diminta memberikan kesaksian, sedangkan kesak-

siannya menyangkut akan rahasia jabatan/pekerjaannya sebagai dokter ia dapat minta
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mengundurkan diri sebagai saksi. Pasal yang mengatur hal ini ialah Pasal 170
KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwa-
jibkan menyimpang rahasia, dapal minta dibebaskan dari kewajiban
untuk memberi Eelcmngnn sebapai saksi, yailu tenlang hal yang diper-
cayakan kepada mereka. _ .

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk perminiaan

lersebul.

Selanjutnya bagaimana sikap seurlang dokler yang sedang atau pernah
memeriksa dan merawal seorang pasien, jrang lernyala pasien tersebul menjadi
buronan yang berwajib, sedangkan laporan atau keterangan dokler sangat diperlukan
guna kepenlingan penyidikan dan proses pengadilan. Dalam keadaan demikian,
dokler atau perlu memperlimbangkan asas proporsional dan asas subsider di dalam
mempergunakan hak tolaknya. Apabila ternyata buronan itu merupakan penjahat
yang sangat membahayakan keselamatan masyarakat, maka dengan jalan memberi-
kan informasi kepada petugas penyidik dokter dapat membantu menyelamatkan
masyarakat dari gangguan penjahat tadi.

Sekarang kita kembali melihat pasal yang lain yang berhubungan dengan

kewajiban dokter,

Pasal 133: (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang
korban baik luka, keracunan ataupun mali yang diduga karena peris-
tiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan
permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau
dokter dan atau ahli lainnya.

(2) Permintaan kelerangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan
tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan bedah mayat.

(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokleran kehakiman atau dokter
rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghorma-
tan terhadap mayat tersebul dan diberi label yang memuat identitas
mayal, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari
kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 179: (1) Seliap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran
kehakiman atau dokier alau ahli lainnya wajib memberikan kete-
rangan ahli demi keadilan.

(2) Semua kelentuan lersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka
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yang memberikan kelerangan ahli, dengan kelentuan bahwa mereka
mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan kelerangan yang
sebatk-bakinya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam
bidangnya. ’ :

Pasal 180: (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernuhkan duduknya persoalan yang
timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta
keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh
yang berkepentingan.

(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasi-
hat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud
Ii]ﬁlﬂﬂ‘l ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian
ulang.

(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan
penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbe-
da dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Disinilah nampak dengan jelas bahwa dokter yang mempunyai tugas sehari-
hari di dalam rangka membantu aparat penegak hukum pekerjaan yang terbanyak
harus dilakukan ialah memeriksa dan bila perlu merawat orang yang telah mengala-
mi kekerasan, disamping memeriksa mayat dan dan melakukan otopsi.

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui, bahwa didalam negara hukum seperti
halnya negara tercinta ini, bahwa setiap orang tidak terkecuali mempunyai kewajiban
memberikan keterangan yang benar dihadapan yang berwenang, yaitu baik dimuka
penyidik, penuntut umum, maupun dimuka hakim apabila yang berwenang tersebut
memerlukannya keterangan itu baik sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa. Tidak
memenuhi kewajiban ini dapat diancam pidana berdasarkan pasal 216, 224, 522
KUHP.

Dengan melihat hal tersebut, maka dalam penegakan hukum bukan hanya
aparat penegak hukum yang berhak terlibat langsung melainkan setiap warga negara
berhak untuk ikut serta dalam penegakan hukum nasional, sebab hal inilah yang
mencerminkan sebagai warga negara yang baik. Untuk peran serta dunia kedokteran

atau dokter pada khususnya pada penegak hukum nasional sangat penting demi untuk



28

menciptakan suatu ketenteraman dan kepastian hukum.

Dengan melihat kewajiban seorang dokter dalam menjalankan profesinya,
maka sekarang kita lihat hak-hak yang dimilikinya pula dalam menjalankan tugasnya.
Hal mana sangat perlu diketahui untuk menghindari adanya batasan tindakan yang
dibenarkan apabila dilakukannya.

Adapun hak-hak yang dimasudkan adalah, (Soerjono Soekanto dan Herku-
tanto, 1987:71) :

Hak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi medis

. Hak untuk menolak melaksanakan tindakan medis yang tidak dapat diper-
tanggung jawabkan secara profesional

Hak untuk menolak melakukan tindakan medis yang menurut hati nurani-
nya tidak baik atau tidak benar

Hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien apabila menurut penilai-
annya kerja sama dengan pasien tidak ada lagi manfaatnya.

Hak atas ilikad baik pasien

Hak atas belas jasa

: fi-Iak atas keterbukaan dalam menghadapi pasien yang tidak puas terha-
apnya

. HaFi: ::mlul-: membela diri

i. Hak untuk memilih pasien.

o 0o o

=T @ Ch

Setelah kita melihat hak-hak dari seorang dokter menurut Soerjono Soekanto, maka
menurut pendapat Penulis dengan melihat kenyataan yang ada bahwa dokter bukan
hanya mempunyai hak seperti yang tersebut di atas, tapi juga mempunyai hak-hak
yang berhubungan dengan profesinya yaitu: diantaranya ia berhak membuat resep
obat, sebab hal ini sangat penting untuk kelanjutan dari tindakan profesi yang dilak-
ukannya demi untuk mencapai pemenuhan kesehatan yang baik. Hak lain ialah
bahwa ia berhak untuk membuat surat keterangan sakit atau juga memberikan surat
keterangan sehat bagi yang memerlukannya, hal ini tentunya dengan dasar dan
tanggung jawab dari hasil diagnosa terhadap diri pasien tersebut sehingga dokter

berhak mengeluarkan surat keterangan tersebut,
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3.1.2. Hak dan kewajiban pasien

Dalam negara hukum setiap manusia sebagai subjek hukum mempunyai
hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh pihak-pihak lain. Hak-hak asasi terse-
but harus diakui oleh pihak-pihak lain dalam kehidupan bersama ini. Walaupn
mengandung aspek-aspek sosial, yang sentral dalam hak-hak asasi adalah manusia-
pribadi. Pada dasarnya hak asasi tersebut sifatnya sebagai hak pribadi subjek hukum,
misalnya pasien, dalam hukum kesehatan dikenal beberapa hak yang dimilikinya
antara lain :

1. Hak Untuk Hidup yaitu: pasien mempunyai hak untuk mempertahankan hidup-
nya, untuk itu maka ia harus mendapatkan pelayanan kesehatan demi untuk
mempertahankan kelanjutan hidupnya.

2. Hak Pasicn atas penggunaan data medik mengenai dirinya yaitu: Bahwa
semua keterangan yang diberikan oleh pasien kepada dokter, bersifat sangat
konfidensial (rahasia pribadi). Artinya, keterangan yang konfidensial ini tidak
boleh dibocorkan/dibicarakan oleh dukier. kepada pihak ketipa yang tidak berke-
pentingan dan tidak berwenang. Hal ini didasarkan pada:

a. Hak akan kerahasiaan pribadi pasien,
b. Keharusan dokter untuk menyimpan rahasia pasien. Hal ini dilindungi dalam

K.U.H.Pidana pasal 322 yang berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpan-
nya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun dahulu,
dipidana dengan pidana penjara selambat-lambatnya sembilan bulan atau
denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

(2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu
hanya dituntut atas pengaduan orang lain.

3. Hak pasien atas badannya sendiri :

a. Hak pasien meninggalkan rumah sakit dengan paksa yang berlawanan dengan
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nasehat dokter yang merawalnya. Dalam keadaan demikian ini pasien harus
menanda-langani suatu pemyalaain tertulis sebelum ia meninggalkan rumah
sakit, dan menyatakan hertanggilﬁg jawab sepenuhnya atas segala akibatnya
serla membebaskan dokler yang merawatnya dari segala tuntutan.

b. Pasien ingin pindah berobat kepada dokter lain, namun dokter ini juga anggota
staf medis yang sama. Hal ini dapat menimbulkan masalah rumit dalam bidang
etik kedokteran bagi dokter-dokter yang hersangkuthn kecuali kalau sebelum-
nya sudah terdapat peraturan rumah sakit yang melarang pindah berobat
semacam ini. Hal yang serupa akan terjadi, sekiranya pasien perlu dikonsul-
tasikan kepada dukt'er ahli di rumah sakit, tetapi pasien menolaknya dengan
alasan sudah terbiasa dengan dokter ahlinya sendiri yang notabene bukan
anggola staf medis rumah sakit tersebut.

4. Hak pasien untuk menuntut ganti rugi yaitu:

Pasien mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada dokter atau seorang

perawat, apabila terjadi kerugian yang nyata pada pasien sebagai akibat tindakan

medik/bedah atau akibat suatu keteledoran/kecerobohan (negligence) oleh health

provider, hak ini di Indonesia dilindungi oleh Pasal 1365 dan Pasal 1366

KUHPerdata yang berbunyi :

Pasal 1365:
Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366:
Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebab-

kan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan

karena kelalaian atau kurang hati-hati.



Dari aspek hukum perdata perlu sekali dibuktikan adanya sebab dan akibat dalam
hubungannya dengan kesalahan tindakan medis dan merugikan pasien yang diderita-
nya sebagai akibat dari tindakan medis tersebut.
Setelah kita pelihat hak-hak dari seorang pasien, maka penulis akan melihat
kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri pasien yang anlara lain sebagai berikut :
a. Dalam hubungan pasien dengan rumah sakit, maka dengan sendirinya pasien
beserta keluarganya harus mengetahui dan menghormati peraturan-peraturan
rumah sakit yang menyangkut perawatan pasien. Hal ini perlu sekali ditaati demi
ketertiban dan supaya rumah sakit dapat berfungsi dengan baik. Terutama yang
menyangkut tata tertib dalam rumah sakit mengingat banyaknya pasien yang
sedang dirawat bersama-sama serta beraneka penyakit/gangguan yang dideritanya.

b. Kewajiban menandatangani pernyataan tertulis akan menanggung biaya perawatan
sebelum pasien dirawat di rumah sakit, khususnya di rumah sakit swasta yang
pendapatannya melalui revenue rumah sakit, baik oleh keluarga pasien, maupun
oleh instansi dimana pasien bekerja.

¢. Demikian pula halnya dengan kewajiban membayar biaya perawatan, merupakan
kewajiban pasien demi terlibnya administrasi dan yang lebih penting lagi demi
"survival" rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan. Dan mengingat di
negara kita belum semua orang dilindungi oleh suatu sistem asuransi nasional,
kecuali pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin oleh perusahaan asuran-
si j-asa raharja, maka pembayaran ongkos perawatan ini sering menjadi svatu li-
ability bagi rumah sakit.

d. Sedangkan kewajiban pasien dalam rangka hubungan dokter, dengan sendirinya
menyangkut norma-norma transaksi terapeutik yang konfidensial antara pasien

dengan dokternya.
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e. Tidak kalah pentingnya adalah keluarga pasien yang merupakan pengunjung bagi

pasien lainnya untuk menjaga tata tertib rumah sakit.

3.1.3. Hak dan kewajiban Paramedis
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga paramedis di
Indonesia dapat kita jumpai umpamanya dalam undang-undang nomor 18 tahun
1964, Istilah "paramedis” muncul dalam undang-undang ini, yang mengacu pada
undang-undang nomor 6 tahun 1963. Pasal 1 undang-undang ini menyatakan bahwa :
Yang dimaksud dengan tenaga paramec'iis dalam undang-undang ini adalah

tenaga kesehalan sarjana muda, menengah, dan rendah sebagaimana terse-

but dalam pasal 2 nomor 1I undang-undang nomor 6 tahun 1963 (Lemba-

ran negara tahun 1963 no.79) tenlang tenaga kesehatan,
Setelah kita lihat pengertian paramedis ini, maka kita akan melihat sampai sejauh
mana hak-hak yang mtlf.kalhpada diri paramedis yang mana akan mempunyai hubun-
gan yang sangat erat dalam pelayanan/perawatan kesehatan pasien. Paramedis
mempunyai hak untuk menentukan tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk
memenuhi pelayanan yang baik terhadap diri pasien sepanjang tidak bertentangan
dengan perintah dokter, hal ini dimaksudkan agar paramedis bukan semata-mata
menunggu perintah dari dokter melainkan dapat mempunyai inisiatif untuk meme-
nuhi pelayanan pasien. Hal lainnya ialah bahwa paramedis mempunyai hak untuk
mendapat perlindungan hukum apabila ia melakukan tugasnya dengan baik dan
sesuai dengan perintah atasannya, namun ada akibat lain yang timbul diluar dari
kehendaknya.
Disamping hak-hak tersebut di atas, maka tak kala pentingnya adalah kewajiban
paramedis tersebut, yang antara lain menurut Penulis bahwa seorang paramedis

mempunyai kewajiban untuk melaksanakan segala tugas yang diperintahkan kepada-

nya dari seorang dokter demi untuk pelayanan kesehatan pasien. Paramedis dalam
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menjalankan tugasnya harus sedapal mungkin berhati-hati dalam melakukan tindakan

bagi diri pasien.

3.1.4. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Rumah sakit adalah merupakan suatu tempat perawatan orang sakit sebagai
institusi kemanusiaan, yang akhirnya menjadi suatu institusi kesehalan yang sudlah
sewajarnya terorganisir dengan baik dengan konsep-konsep modern dan nyata
melaksanakan fungsinya seoplimal mungkin. Baik dalam mutu pelayanannya dan
baik pula dalam pengurusan atau pengelolaannya schingga institusi ini dikenal seba-
gai suatu rumah sakit perlu mempertahankan dasar-dasar dan citranya semula.

Rumah sakit dalam pengelolaannya tentu mempunyai hak dan kewajiban
dalam menjalankan operasionalnya sebagai tempat penampungan Orang yang mende-
rita penyakit tertentu dan membutuhkan perawatan yang intensif. Hak tersebut dapat
kita lihat yaitu bahwa dalam hal rumah sakit telah diakui, maka olehnya mempunyai
hak-hak untuk melakukan/mengeluarkan suatu peraturan atau tata tertib demi untuk
lancarnya pelayanan kesehatan yang baik dan memadai. Berhubungan dengan hal
tersebut maka rumah sakit mempunyai pula hak untuk menarik tarif tertentu bagi
pasien yang ingin menikmati sarana dan prasarana yang tersedian dalam berbagai
tingkatan, sebab dalam pelayanan kesehatan ini pasien sebagai konsumen tetntunya
mempunyai selera dan kemampuan yang berbeda dalam memilih dan menentukan
rumah sakit yang dipilihnya.

Setelah terlihat hak dari rumah sakit itu, maka sekarang akan dilihat ke-
wajiban-kewajiban dari rumah sakit itu. Rumah sakit mempunyai kewajiban untuk
menyampaikan kepada pasien tentang resiko dari pengobatan, kewajiban ini terletak
dalam 2 (dua) bidang :

1. kewajiban memberitahukan secara mendatail tentang resiko pengobatan
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2. kewajiban memberitahukan kepada pasien tentang resiko yang dijumpai selama

pasien dalam pengobatan. ;
Hal ini terlihat pada efek sampingan sebagai akibat penyinaran radiasi dan sebagai-
nya. Jadi rumah sakit berkewajiban adanya upaya pra dan post pengobatan tentang
resiko yang dapat timbul dari jenis pengobatan. Rumah sakit mempunyai kewajiban
pula untuk memonitor keadaan pasien. Hal ini sangat berbeda dengan kewajiban
rumah sakit untuk memonitor kemampuan staf dokter dan mutu pelayanan di rumah
sakit. Dalam hal ini yang nyata adalah memonitor pasien post-operatif, atau pasien
yang mempunyai kecenderungan bunuh diri, dan lain sebagainya.

Kewajiban yang cukup penting bagi rumah sakit adalah bahwa rumah sakit
berkewajiban untuk mengusahakan agar bersih dan saniter untuk mencegah terjadi-
nya infeksi. Dan tidak enggunakan alat-alat yang tersangka tercemar, cara mengi-
solasi pasien yang berpenyakit menular, menjaga pasien jangan sampai terkena
cross-infection.

Kewajiban lain yang melekat pada rumah sakit, yaitu kewajiban untuk melindung:
pasien yang berpenyakit jiwa, bahwa dalam hal ini rumah sakit berkewajiban
mengambil langkah-langkah tertentu untuk mencegah kerugian/kecelakaan. Dengan
adanya pasien psikiatri yang cenderung untuk melukai dirinya, rumah sakit bertan-
gung jawab untuk melakukan upaya yang wajar dalam hal pencegahan kecelakaan.
Rumah sakit dapat memasang jendela besi atau mengadakan pengawasan yang lebih
ketat. Dalam hal ini harus benar-benar terbukti, bahwa pasien dapat diperkirakan
dengan pasti akan bunuh diri.

Dengan lain perkataan, rumah sakit berkewajiban melindungi pasien terhadap ke-
cenderungan pasien untuk melukai dirinya, dimana rumah sakit tahu atau berkeyaki-

nan pasien berbahaya bagi dirinya sendiri.
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3.2, Perianggung Jawaban Dokier
Dokter dalam menjalankan tgg'as profesinya tidak tertutup kemungkinan
terjadinya kesalahan yang dilakukannya. Hal ini sangat perlu dipermasalahkan
karena cukup jelas bahwa dalam melakukan kekeliruan profesional membawa akibat
yang lebih berat, yang terutama akan merusakkan kepercayaan kepada profesi kese-
hatan, merusakkan nama baik kelompok profesi dan lebih-lebih lagi mereka yang
telah menggunakan jasa profesi tersebut. Selanjutnya menurut Berkhouwer dan
Vorsiman (Soerjono Soekanto dan Kartono Mohamad, 1983:45) seorang dokter
melakukan kesalahan apabila :
.... tidak bertindak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari
profesinya. _
Rumusan tersebut di atas diperjelas oleh Hoekema yang menyalakan kesalahan yang
dilakukan dokter apabila (Seerjono Sockanto dan Kartono Mohamad)
.... berprilaku tidak sesuai dengan patokan umum mengenai kew':i}'aran
yang diharapkan dari sesama rekan seprofesi dalam keadaan dan tempat
yang sama.
Dengan melihat hal-hal tersebut di atas, maka dokter tidak terlepas dari
tanggung jawab yang dipikulnya dalam melaksanakan tugasnya. Baik dari aspek

pidana, perdata.

3.2.1. Dari Segi Hukum Pidana

Tanggung jawab pidana seorang dokter apabila dalam hal ia dimintai per-
tanggung jawabannya dari segi hukum pidana, maka untuk meminta pertanggung
jawaban tersebut harus didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
KUH.Pidana, Apabila seorang dokter melanggar hukum mengenai bagian-bagian

dari suatu tindak pidana, maka perbuatannya itu dapat dihukum misalnya karena



36

melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHPi-

dana. _

Dengan demikian apabila ada perbuatan dokter yang berlentangan dengan aturan

hukum yang ada, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan-

nya. Dan perlu digaris bawahi, bahwa tanggung jawab itu timbul apabila dapat
dibuktikan bahwa dokter tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan dari suatu tindak pidana.

Dengan memperjelas masalah dan kenyataan yang ada, maka akan dibicara-
kan terlebih dahulu pelaksanaan pembedahan yang terutama pada Indikasi medis dan
persetujuan pasien. Masalah akan timbul bila seorang dokter membedah pﬂ.'il»ien atas
dasar indikasi medis tanpa persetujuan pasien atau tanpa indikasi medis akan tetapi
dengan persetujuan pasien yang semuanya mempunyai akibat buruk bagi pasien.
Apakah perbuatan tersebut dapat dianggap melanggar hukum (wederrechielifk)
sehingga menimbulkan tanggung jawab bagi dokter. Selanjutnya Penulis akan meli-
hat pengertian dari wederrechrelijk yang dikemukakan oleh Prof.Van Hattum, yang
telah membaginya dari dua bagian yaitu dalam arti formal dan dalam arti materiil.
(PA.F.Lamintang, 1984:336) :

Dalam arti formil: "Suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat weder-
rechrelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang
terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Dalam arti Materiil: "Apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat
wederrech- telifkheid atau tidak masalahnya bukan saja harus
ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis
melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum uwmum
dari hukum yang tidak tertulis.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, perlu diadakan suatu analisa yang

mendalam. Analisa itu terutama tertuju pada fungsi persetujuan yang dapat meniada-

kan sifat melawan hukum. Pertama-tama perlu dikemukakan bahwa apabila seorang
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dokter membedah pasien atas indikasi medis maka perbuatan tersebut dapat dibenar-
kan. Hal ini disebabkan, oleh karena membedah didasarkan alas wewenang dan
profesional dari dokter yang diakui pefundang-undang yang mengatur perihal hak
atau wewenang dokter dalam menerapkan ilmu dan keterampilan profesinya.

Mengenai persetujuan dari pasien, maka persetujuan tersebut sebenarnya
bukan merupakan dasar umum bagi pengecualian bagi terjadinya peristiwa pidanar.
Akan tetapi dalam beberapa hal, maka suatu persetujuan dapat meniadakan sifat
melawan hukum, misalnya pada pelanggaran terhadap hak-hak yang terbuka bagi
umum, misalnya melukai lawan pada pertandingan tinju. Pﬂ.rta*.nyaan sekarang adalah
apakah perbuatan membedah dapat dikategorikan sebagai penganiayaan sehagaimana
dirumuskan dalam KUHP, maka terpenting adalah tujuanya serta kesadaran akan
tujuan tersebut.
Penganiayaan menurut KUHP merupakan perbuatan disegaja untuk membuat cedera,
yang tidak didasarkan pada tujuan yang diperbolehkan. Jadi sepanjang operasi dilak-
ukan menurut cara-cara dan tujuan profesi kedokteran, maka perbuatan tersebut
tidak dapat dikwalifikasikan sebagai penganiayaan (Pasal 351,352 dan seterusnya).

Dengan argumentasi ini dapatlah dikatakan, bahwa seorng dokter tidak
perlu merasa resah dan khawatir, oleh karena pelaksanaan pembedahan yang normal,
bukan merupakan peristiwa pidana walaupun hasilnya tidak menguntungkan bagi
pasien. Titik tolaknya adalah wewenang profesional yang diakui oleh perundang-
undangan yang bagi Indonesia merupakan pengecualian yang tidak tertulis.

Jadi seorang dokter hanya dapat dituntut, apabila dia melakukan kekerasan
yang dikaitkan dengan keadaan tanpa persetujuan pasien.
Dalam hal-hal lain dokter tidak dapat dituntut, walaupun tidak ada persetujuan
pasien. Apakah hal ini cukup melindungi kepentingan pasien?. Namun perlu diketa-
hui bahwa apabilah ada persetujuan tanpa indikasi medis, maka perbuatan tersebut
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merupakan suatu peristiwa pidana. Hal itu disebabkan, oleh karena tindakan tersebut
tidak mempunyai tujuan tertentu yang qiﬁnggap patut. Untuk dapat terlihat adanya
tanggung jawab pidana, maka pertaama-tama harus dibuktikan adanya kesalahan
profesional, misalnya kesalahan diagnose alau kesalahan dalam cara-cara pengo-
batan/penyembuhan. Untuk menentukan adanya kesalahan profesional tersebut diper-
lukan pendapat para ahli yang dapat memberikan data profesional pada hakim.

Jadi menurut ilmu kedokteran untuk mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan
seorang dokter, maka terlebih dahulu harus ada ketetapan mengenai kesalahan terse-
but, untuk kemudian ditetapkan oleh hukum, apakah kesalahan tersebut mengakibat-
kan terjadinya tanggung jawab pidana.

Sudah tentu kesalahan tersebut harus mempunyai hubungan sebab akibat dengan
hasilnya dan kesalahan mengakibatkan timbulnya tanggung jawab pidanna.

Dengan demikian kesalahan profesional tidak selalu diikuti dengan tanggung
jawab pidana, oleh karena kematian atau keadaan cacat tidak selalu disebabkan oleh
hal itu. Maka dalam hal ini dokter tidak dapat dihukum.

Masalah lain adalah, bagaimana halnya apabila pelaksanaan profesional
dilakukan dalam bentuk team?. Dalam hal ini menurut pendapat Penulis maa dokter
ketua team yang dapat bertanggung jawab mengenai intensitas pengawasan, dan di
dalam hal memberikan perintah yang keliru. Dengan beberapa hal tersebut diatas,
maka penulis akan membahas khusus dalam bab 4 tentang malapraktek dalam

KUHP.

3.2.2. Dari Segi Hukum Perdata
Sampai saat ini di Indonesia mungkin hanya sedikit yang menyadari betapa
banyak masalah yang akan dapat dikembalikan pada tanggung jawab perdata seorang

dokter. Tanggung jawab perdata terhadap dokter terjadi apabilah seorang pasien
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mengugat dokter, untuk membayar ganti rugi, atas dasar perbuatan yang merugikan
pasien tersebut. Apakah, masalahnya sesederhana itu?.

Hukum perdata pada dasarnya mengatur kepentingan-kepentingan antara

individu-individu dalam masyarakat.Hal ini sesuai dengan batasan yang ditentukan
dalam hukum perdata yang mengatur perhubungan hukum antara seseorang dengan
seorang lainnya dalam masyarakat, Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya
persetujuan yang terjadi antara pasien dan dokter karena adanya Consult dan pengo-
batan yang diminta oleh pasien kepada dokier, akan menerbitkan atau menimbulkan
suatu perikatan,
Perikatan antara pasien dan dokier dapat digolongkan sebagai perikatan untuk
melakukan atau berbuat sesuatu, Dalam hal ini dokter harus berbuat prestasi, yaitu
berupaya dan berusaha menyembuhkan pasien dari penyakitnya namun tidak menjan-
jikan bahwa pasien pasti akan sembuh, sebaiknya sipasien harus membayar sejumlah
honorarium kepada dokter yang merawatnya.

Bilamana dokter ﬁd‘.alc melaksanakan kewajibannya kepada si penderita atau
pasien sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati bersama maka dokter dapat
dinyatakan melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan dapat dipertanggung jawabkan
untuk membayar ganti rugi.

Dengan demikian ganti rugi kepada dokter adalah karena wanprestasi (Pasal 1243
KUH.Perdata) yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1243 KUH. Perdata :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah dimulai diwajibkan apabila siberutang, selelah dinyatakan lalai
B s T Tt (b o it ety Yggang

Egang

waktu yang telah dilampaukannya.”

Sedangkan perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigedaad, yang diatur dalam
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Pasal 1365 KUH.Perdata yang menyatakan :
Tiap perbuatan melangpgar hul-:lu.m yang membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut.

Selanjlnya dalam Pasal 1371 ayat 1 ditentukan pula bahwa :

"Penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau
kurang hati-hai, memberikan hak kepada si korban untuk selain penggan-
fian biaya-biaya penyembuhan, menurut penggantian kerugian yang dise-
babkan luka atau cacat tersebut".

Dari pasal-pasal tersebut, nyatalah bahwa pertanggung jawaban dokter sebagai salah
satu pihak dalam suatu perjanjian/persetujuan dengan pasien telah ditentukan oleh
hukum.

Tanggung jawab perdata seorang dokter terjadi bila pasien menggugat
dokter untuk memberi ganti rugi atas dasar perbuatan yang merugikan pasien.
Tentang pelanggaran yang dilakukan dokter bukan saja akibat pelanggaran terhadap
hukum formal IE;lﬂpi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai diluar hukum formal yang
menyangkut norma agama, adat, dan sebagainya.

Walaupun seorang telah nyata dan benar-benar telah mengakibatkan orang
lain menderita kerugian, namun oleh undang-undang diberi kesempatan untuk
mengadakan pembelaan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi dengan menge-
mukakan alasan-alasan tertentu sehingga ia terlepas dari kewajiban membayar ganti
rugi tersebut. Selanjutnya Penulis akan melihat pasal-pasal yang menunjuk alasan
pembelaan seorang dokter :

Pasal 1244 KUH.Perdata :

"Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya,

ll.‘l:.Ldgl dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau

idak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan
karena suatu hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan
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padanya kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada
pihaknya."

Pasal 1245 KUH. Perdata :

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan
memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan
memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal
yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Kembali pada tanggung jawab dokter, bahwa seorang dokler berlanggung
jawab atas instruksi-instruksi yang diberikan kepada bawahannya yang mempunyai
wewenang yang sederajat, tanggung jawab tidak ada pada dokter yang memberikan
perintah, keadaan semacam ini dapat dijumpai, umpamanya apabila seorang ahli
bedah memberikan perintah kepada seorang ahli rotgen. Kalau perintah yang diberi-
kan ternyata keliru, maka ahli rotgen berhak menunjukkan adanya kesalahan terse-
but. di dalam hal ini ahli rotgen tersebut hanya bertangung jawab atas tindakan-
tindakan yang telah dilakukannya.

Kalau seorang dokter memberikan perintah kepada seorang perawal yang
merupakan bawahannya, dokter tadi harus mengawasi pelaksanaan perintah tersebul,
Sudah tentu pengawasan tersebut mengenal derajat intensitas tertentu. Umpamanya,
seorang perawat yunior memerlukan pengawasan yang lebih intensif dari pada
seorang perawat senior. Bila perintah dokter mengenai hal-hal yang bersifat rutin,
pertanggung jawaban atas tindakan perawat ada pada perawat itu sendiri. Jadi sema-
kin besar kemahiran dan hak yang ada pada perawat, semakin besar pula tanggung
jawabnya dibidang hukum, Sudah tentu terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa
perawat tadi telah melakukan kesalahan profesional. (Pasal 1365 KUH. Perdata)

Didalam pembahasan masalah tanggung jawab perdataa, tidak boleh dilupa-
kan soal hak dan kewajiban kedua pihak, yaitu dokter dan pasien yang dirawatnya.

Hal itu lebih banyak didasarkan pada faktor kepercayaan kedua belah pihak. Faktor
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kepercayaan tersebut akan tumbuh dengan subur bila dokter memberikan penjelasan
mengenai penyakit yang di derita pasieu':l," serta resiko yang harus ditanggung bila ia
dirawat oleh dokter, Untuk itu, memanpg pasien mempunyai hak, yakni untuk
mendapatkan keterangan atau informasi dari doktter yang merawatnya. Kalau infor-
masi yang diberikan kurang, ada kemungkinan pasien akan pergike dokter lain, dan
bila hal itu terjai secara berulang kali, kemungkinan besar penderitaan pasien akan
bertambah besar,

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, baik dalam hal mela kukan wan-
prestasi dalam perjanjian maupun perbuatan melanggar hukum, ukurannya yang
utama adalah ketidak cermatan atau kurang cermat merupakan masalah profesional.
Perlu dicatat pula, didalam hal pasien meninggal dunia, suami, istri maupun ahli
warisnya, mempunyai hak menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam pasal
1370 KUH. Perdata :

"Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-
hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang
tua sikorban, yang lasimnya mendafat nafkah dari pekerjaan sikorban,
mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi yang harus dinilai menurut
kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

3.3. Pertanggung Jawaban Paramedis

Setelah kita melihat pertanggung jawaban dari seorang dokter, masa para-
medis selaku pembantu dokter dalam menjalankan profesinya tidak terlepas dari
pertanggungjawaban yang juga melekat pada dirinya.

Paramedis dalam menjalankan tugasnya, maka ia selalu berkewajiban
supaya tetap waspada dalam melayani pasien, apakah itu atas dasar perintah seorang
dokter ataukah atas inisiatif sendiri, maka dalam rangkaian tindakannya itu tidak
terlepas dari tanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang sepantasnya tidak terjadi

bagi diri pasien. Untuk itu maka penulis akan melihat sampai sejauhmana tindakan



43

seorang paramedis dapat dibebani tanggung jawab hukum, baik dari hukum pidana,
perdata.

3.3.1. Dari Segi Hulkum Pidana

Paramedis dalam menjalankan tugasnya selalu berdasarkan alas perintah
dokler sebagai alasannya, namun dalam hal ini bukan berarti Lindakan-tindnkan‘
paramedis itu ditanggung sepenuhnya oleh dokter apabila ia melakukan kesalahan,
tapi disini harus dilihat apakah perbuatan dari paramedis itu dilakukan sesuai dengan
perintah dokter, kalau demikian maka dalam hal ini dokterlah yang harus bertang-
gung jawab. Namun dilain permasalahan yaitu apabila paramedis nyata-nyata me-
lakukan tindakan perawatan bertentangan dengan perintah dokter maka disinilah
letak tanggung jawab paramedis. Disini penulis mencoba melihat contoh kasus
misalnya, seorang dokter memerintahkan paramedis untuk melakukan tindakan yaitu
menyuntik salah seorang pasien, yang mana hal ini sudah terbiasa dilakukan atau
sudah rutin terhadap dirinya dan paramedis yang sama, namun pada saat itu parame-
dis tersebut telah lalai memberikan suntikan pada diri pasien tersebut yang berakibat
pasien meninggal. Dari hal tersebut di atas, maka menurut pendapat Penulis dokter
terlepas dari tanggung jawab, sebab dalam hal ini kesalahan/kelalaian terletak pada
diri paramedis yang sepantasnya tidak perlu terjadi karena telah dilakukan secara
rutin dan pasien yang sama dan obat yang sama. Jadi kelalaian paramedis ini yang
menyebabkan matinya seseorang sehingga dapat dituntut dengan Pasal 359 KUH
Pidana.

Jadi segala tindakan yang dilakukan paramedis diluar atau bertentangan dari
perintah atasannya baik rumah sakit maupun dokter yang mengakibatkan kerugian
pada orang lain, maka ia bertanggung jawab atas hal tersebut. Namun dalam hal ini

perlu diketahui bahwa walaupun tindakan paramedis itu sifatnya merugikan orang
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lain, namun karena keadaan terpaksa, maka ia terlepas dari pertanggung jawaban
pidana sebagai mana yang diatur dalam Pasal 48 KUHP :
Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh, daya paksa, tidak

dipidana.

3.3.2. Dari segi hukum perdata

Sebapaimana kita ketahui bahwa dokter dalam melaksanakan tugas profesi-
nya tidak jarang dibantu oleh petugas-petupas tertentu. Petugas-petugas tersebut
mungkin adalah sesama dokter atau sarjana-sarjana lain ataupun oleh perawat.
Mamun disini penulis menyoroli dari sudut paramedis atau perawat/pembantu dokter,

Apabila seorang perawat misalnya menjadi pegawai pada svatu rumah sakit,
sedangkan dia mendapat instruksi dari dokter, siapakah yang mempunyai tanggung
jawah? atas dasar Pasal 1367 ayat 3 BW, maka timbul masalah, apakah di rumah
sakit ataukah dokter dapat dibebani tanggung jawab perdata 7 Sebab perawat tersebut
bekerja pada rumah sakit, sedangkan dokter memberikan perintah atau instruksi.
Jawabannya sangat tergantung pada situasi yang dihadapi. Kalau hanya dokter yang
mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi maka dia yang bertanggung
jawab. Dengan demikian apabila rumah sakit juga berwenang memberi instruksi
maka baik dokter maupun rumah sakit ikut bertanggung jawab. Dengan demikian
pula siapa yang bertanggung jawab senantiasa pada pihak-pihak yang berwenang
untuk memberikan instruksi.

Seorang ahli bedah yang melakukan operasi di rumah sakit dan dibantu oleh
suatu tim misalnya, memberikan serangkaian instruksi pada anggota tim tersebut.
Perawat yang membantunya walaupun merupakan pegawai rumah sakit, adalah
bawahannya selama proses operasi itu berlangsung. Dengan demikian tanggung

jawab perdata ada pada ahli bedah tersebut, kecuali tentunya apabila perawat tidak
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melaksanakan perintah dari ahli bedah, maka rumah sakit yang harus membayar
ganti rugi bila pasien cidera. Selama pasien masih berada dibawah pengaruh Narkose
(walaupun operasi telah selesai), perawat tersebut masih tetap merupakan bawahan
dokter atau ahli bedah tadi.

Masalah lain yang mungkin terjadi adalah, apabila seorang perawal dipeker-,
jakan oleh seorang pasien, dengan tugas merawat pasien di rumahnya. Walaupun
perawatan dilakukan atas petunjuk dokter, akan tetapi hal itu tidak dengan sendirinya
mengakibatkan bahwa perawat tadi menjadi bawahan dari dokter tersebut. Dokter
hanya bertanggung jawab alas kesalahan-kesalahan profesional yang telah diperbuat-
nya. Akan tetapi dia tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap kekeliruan yang
dilakukan oleh perawat.

Dengan demikian tanggung jawab yang dimiliki oleh paramedis ini hanya terbatas

pada tindakan-tindakan yang dilakukannya sendiri,

3.4. Pertanggung Jawaban Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan salah satu komponen dalam pengkajian hukum kedokteran,
hal ini disebabkan kepada rumah sakit merupakan suatu lembaga yang berperan
sebagai organisasi yang merupakan pusat pelayanan kesehalan, Dimaksudkan sebagai
pusat pelayanan kesehatan karena dalam sebuah rumah sakit terdapat beberapa
dokter dan dokter ahli serta paramedis yang melakukan pengabdian profesinya. Jadi
disinilah dilihat bahwa sebuah rumah sakit sangat berperang dalam pelayanan kese-
hatan secara menyeluruh, namun perlu diketahui bahwa rumah sakit terdiri dari
rumah sakit yang bernaun dibawah pemerintah dan rumah sakit dikelola oleh swasta,
kedua macam rumah sakit ini berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pe-

layanan Medik.

Dokter, paramedis sebagaimana pembahasan sebelumnya mempunyai



tanggung jawab apabila ia melakukan suatu tindakan yang bersifat fatal atau merugi-

kan diri pasien, sekarang apakah semua rumah sakit mempunyai sifat pertanggung

jawaban seperti halnya dokter dan paramedis 7 Untuk menjawab hal ini perlu diketa-

hui bahwa rumah sakit mempunyai hubungan-hubungan dengan dokter dan parame-

dis hubungannya itu adalah : :

1. Hubungan rumah sakit dengan dokter tamu

2. Hubungan rumah sakit dengan paramedis

ad.1. Dalam sebuah rumah sakit ada dokter yang bukan pegawai rumah sakit yang
disebut dengan dokler tamu yang bekerja sebagai "independent contractor”.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa posisi dokter, terutama dokter

ahli sangat penting dan dibutuhkan hal ini dikarenakan sebagai akibat pendi-
dikan dan kegiatan profesional sehari-hari, maka dalam rangka melaksanakan
tugasnya sebagai dokter ia mandiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
etika rumah sakit, maka mau atau tidak ia harus mengadakan okomodasi
kepada kepentingan disiplin lain seperti perawatan, kefarmasian, kebijaksanaan
dir;eksi dari rumah sakit dan sebagainya tanpa mengurai "prafesioanl compo-
tencennya” . Di Indonesia independent contractor ini biasanya disebut dengan
nama dokter tamu atau visiting physician.
Yang dimaksud dengan dokter tamu adalah dokter yang diisinkan oleh direksi
rumah sakit swasta untuk merawat pasien di rumah sakit tersebut. Isin ini
diperoleh setelah dokter yang bersangkutan mengajukan surat permintaan
kepada Direksi dan sekiranya disetujui, maka realisai persetujuan Direksi juga
dibuat secara tertulis. Dengan melihat hubungan antara rumah sakit dan dokter
tamu sebagai independent contractor, dokter tamu yang merawat pasien di

dalam rumah sakit, sepenuhnya bertanggung jawab atas pengobatan pasien,
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Dari segi liability (pertanggung jawaban) rumah sakit, maka suatu kesalahan/
kelalaian dokler tamu dalam pengobatan/tindakan kedokteran dan yang kemud-
ian ternyata merugikan pasien, tidak dapat melibatkan rumah sakit. Artinya
rumah sakit tidak dapat dianggap ikut bertanggung jawab atas kesalahan profe-
sional dokter tamu tersebut.

a.d.2. Pada umumnya perawat adalah pegawai rumah sakil yang mendapatkan gaji
setiap bulan dari rumah sakit. Dengan demikian adakalanya rumah sakit
dianggap liable terhadap kelalaian/kesalahan perawat. Akan tetapi kalau
kesalahan itu dibuat dalam rangka melaksanakan pasien partikuler dokter
tamu, maka rumah sakit dapat dinyatakan bebas dari keterlibatannya.

Perlu diketahui bahwa bukan hanya dari sudut itu saja tetapi kemungkinan lan |
ialah, apabila seorang pasien korban cacat atau meninggal dunia akibat dari
persediaan sarana yang kurang memadai/tidak layak lagi digunakan, maka
dalam hal ini rumah sakit tetap ikut bertanggung jawab atasnya, oleh karena
setidak-tidaknya sudah dapat memperhitungkan dan mengetahui tentang
penyediaan sarana medis. Jadi kesimpulannya adalah apabila dalam terjadi
kesalahan/kelalaian dalam menangani pasien, maka dalam hal ini bukan cuma
dokter dan paramedis yang bertanggung jawab, melainkan rumah sakit dalam

hal ini direksi rumah sakit tersebut, sepanjang dapat dibuktikan keterlibatan-

nya dengan sengaja.

3.4.1. Dari Segi Hukum Perdata
Setelah kita melihat pembahasan sebelumnya yaitu: kemungkinan
dokter dan paramedis melakukan tindakan kelalaian yang mengakibat-
kan korbannya pasien, maka dalam hal ini Penulis akan melihat tang-

gung jawab perdala yang lahir dari rumah sakit akibat perbuatan dari
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dokler paramedis tadi. Sebagai contoh misalnya, Di sebuah rumah sakit
lelah ditangani seorang pasien yang menderita salah salu jenis penyakit
yang membutuhkan penanganan secara khusus oleh dokter specialis
yang mana dokter ini merupakan staf dari rumah sakit itu yang tentu-
nya mendapatkan gaji darinya. Dari tindakan medis yang dilakukan
selama ini terhadap diri pasien adalah kesemuanya atas perintah direksi
yang jugﬁ sebagai salah satu anggota tim dokter specialis, sekarang
masalahnya adalah bahwa penanganan pasien ini tidak sebagaimana
hasil yang diharapkan, dan pasien merasa dirugikan akibatnya menun-
tut pertanggungjawaban perdata. Sekarang timbul pertanyaan siapakah
yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut 7 Apakah dokter, alau
paramedis yang turut melakukan kesalahan. Untuk menjawab hal ini
Penulis mengutip salah satu dari pasal yang berhubungan dengan hal
tersebut :
Pasal 1367 KUHPerdata :

"!Edak saja bertanggung jawab untuk kerugian FHE disebabkan

B B ot bHing oraiis yans Mere

tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang

berada di bawah pengawasannya".
Dengan demikian bunyi pasal diatas, maka Penulis berpendapat bahwa
beban tanggung jawab itu berada pada rumah sakit (Direksi) hal ini
disebabkan karena semua rangkaian perbuatan dokter dan paramedis
adalah atas perintah majikannya (rumah sakit).

Kalau kita melihat pertanggung jawaban perdata dari rumah
sakit, maka bukan hanya itu saja tapi semua yang berhubungan dengan
kewajiban yang seharusnya dilakukan rumah sakit itu namun dilalaikan.
Contoh lain misalnya adalah bahwa rumah sakit tidak hanya semata-
mata untuk memperhatikan kepentingan pasien tetapi juga dari pihak
keluarga pasien yang menjadi pembesuk, supaya dapat dihindari keru-

gian pasien lainnya.
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Setelah kita melihat rumah sakit sebagai pusat pelayanan keschatan yang mempunyai
hubungan dengan dokter dan paramedis dilain pihak, maka dalam hal ini menurut
pendapat penulis bahwa dalam proses pelayanan kesehatan ini tentunya di sebuah
rumah sakit disediakan prasarana dan sarana yang dianggap sebagai pelengkap dalam
pemenuhan akan pelayanan rumah sakit tersebut. Untuk itu dilihat dari segi ini,
maka menurut pendapat Penulis rumah sakit tidak terlepas dari pertanggung jawaban .
apabila ada penyediaan sarana yang tidak berfungsi atau selidak-tidaknya merugikan
pasien, Dan lain lagi apabila pasien korban akibal kelalaian/kesalahan dokter dan
paramedis yang menjadi bawahan dari rumah sakit. Sekarang kita lihat aspek per-

tangpung jawaban pidana dari rumah sakit.

3.4.2. Dari Segi Hukum Pidana

Dengan melihat beberapa kewajiban dari rumah sakit yang telah
dijelaskan sebelumnya, maka rumah sakit itu senantiasa selalu beru-
paya untuk menyelamatkan/melindungi pasien yang di bawah penga-
wasannya. Hal ini dapat ditempuh apabila setiap tindakan-tindakan
dokter dan paramedis mendapat pengawasan dari rumah sakit terse-
but demi untuk menghindari akan terjadinya kesalahan profesi.
Sekarang masalahnya sampai sejauh mana pertanggung jawaban
pidana dari rumah sakit., Dengan melihat hal ini, maka menurut
pendapat Penulis bahwa apabila yang melakukan kesalahan itu adalah
staf dari rumah sakit itu maka setidak-tidaknya rumah sakit dapat
bertanggung jawab atas kejadian itu, sepanjang rumah sakit (Direksi)
itu ikut terlibat dalam memberikan perintah, dalam arti kata bahwa
perbuatan kelalaian yang dilakuk:in stafnya itu atas perintah dari
Direksi.



BADB 4

TINDAK PIDANA KEDOKTERAN DALAM KUIIP

DAN UU NO.23 TAIIUN 1992

4.1 Tindak pidana kedokieran dalam KUIIP

4.1.1 Karena Tindakan Kealpaan Schingga Mengakibatkan Kematian atau
Luka-luka

Sebelum kita melihat tindakan seorang dokter yang dianggap telah

melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka,

maka terlebih dahulu Penulis akan melihat pengertian dari tindakan dokter

tadi yang biasa disebut dengan Malapraktek.

Malapraktek adalah suatu tindakan yang kurang hati-hati dari tinda-

kan sescorang dalam menjalankan profesinya. Ukuran dari tindakan seseo-

rang yang dianggap kurang hati-hati tidak kita jumpai dalam hukum me-

lainkan terletak pada ketentuan seorang hakim yang memeriksanya. Se-

dangkan menurut Satjipto Raharjo (1981:62) berpendapat bahwa dalam

legal aspects medical records terdapat rumusan malpractice sebagai beri-

kut :

. The failure of a physician or surgeon in the treatmen of patien to

possess and employ that reasonable degree of learning, skill, and
experience which ordinarily is possessed by others of profession;

. his failure to exercise reasonable and ordinary care and diligence

in the exertion of his skill and aplication of his knowledgede,;

. his failure to exert his best judgment as io the treatment of the case

entrsred to him;

. his failure to bestow such reasonable and erdinary care, skill and

diligence as physician and surgeens in the same neigborhood in
the same general of practice ordinary have and exercise.

. Kegagalan dari seorang dokler atau ahli bedah di dalam pengo-

batan pasien yang memiliki dan menggunakan tingkat ilmu penge-
mhuanpa}fang dapat dijadikan dasar bagi kemampuannya (skillnya)

50
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dan pengalamannya, yang biasanya dimiliki oleh profesional-
profesional lainnya;

2. Kegapalan dalam percoban yang dijadikan patokan dasar tersebut
dan kebiasaannya melakukan pengamatan, dan keuletannya
menggunakan keahliannya dan aplikasi pengetahuannya;

3. Kegagalan dalam mengusahakan (menggunakan) pendapatnya yang
terbaik, seperti pada contoh kasus prilakuan, yang diragukan
olehnya;

4. Kepagalan untuk mencurahkan patokan-patokan yang mendasar .
tersebut dan pengamaltan seperti biasanya, keahlian dan seperti
pada seorang tabib atau ahli bedah dalam hal yang sama dalam
berprakiek pada umumnya dan percobaan-percobaan seperti pada
kasus-kasus,

Dengan melihat uraian tersebut di atas, maka menurut pendapat
Penulis timbulnya malaprakiek bermula dengan adanya hubungan antara
pasien dengan dokter. Dengan hubungan inilah yang menimbulkan dasar
lahirnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Di dalam transaksi
terapeutik dokter harus mempergunakan kepandaiannya maupun keilmuan-
nya yang dimilikinya sebagai seorang dokter, dan dalam hal ini pula pasien
berkewajiban memberikan honorarium kepada dokter. Dengan adanya
kelalaian dokter akibat hubungan yang telah terjadi dapat menyebabkan
kerugian terhadap pasien. Sedangkan menurut pendapat Satjipto Raharjo
(1981:63) berpendapat bahwa di dalam black's law dicrionary merinci

pernyataan untuk timbulnya suatu medical maipractice kedalam beberapa

hal :

1. The existence of a physician's duty the plaintiff, usually based
upon the existence gﬁhe Pphysician J:_mrenf re!'-?.rmn.':hap;
2. the applicable star ard of care an Inf'.s y:&!mmn;

3. a causal connection between the violation of the standard of care

and the harm complained.

1. Keberadaan dari seorang dokter adalah berkewajiban untuk
" menuntut kebiasaannya yang didasari atas adanya hubungan dokter
dengan pasien; : _

standar yang dapat digunakan dari pengamatan suatu pelanggaran;
spatu hubungan sebab akibat (cause) antara standar pengamatan
pelanggaran dengan pen gaduan kejahatan.

w1
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Dengan melihat kenyataan yang ada sebenarnya kasus-kasus akibat
malapraktek di Indonesia sedikit saja jumlahnya yang dapat diketahui,
itupun dapat diketahui apabila berakibat sangat fatal bagi diri pasien,
seperli sang pasien cacat atau meninggal dunia. Dengan sulitnya dijejaki
alau dibuktikan apabila adanya kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam
menjalankan profesinya yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien
karena sang pasien sendiri tidak mengetahui bahwa malapraktek adalah
merupakan suatu pelanggaran terhadap kode etik maupun terhadap hukum
yang dapat dikenakan sanksi-sanksi baik administratif maupun sanksi
pidana yang terdapat dalam KUH.Pidana, bahkan dapat dibebani tanggung
jawab keperdataan dengan melalui ganti rugi di pengadilan,

Selanjutnya Penulis akan melihat contoh-contoh kasus malapraktek
yang berasal dari akibat kealpaan dokter,

Contoh_kasus : Seorang pasien dengan diagnosis nephrolihiasis sisi-
tra menyatakan setuju untuk menjalani céperasi
pengambilan batu ginjal sebelah kiri. Pada saal
operasi dilangsungkan, foto rontgen yang diperguna-
kan sebagai panduan operasi diletakkan terbalik oleh
dokter sehingga ginjal kiri yang mengandung batu
tampak sebagai ginjal kanan. Akibatnya dokter
bedah melakukan operasi pada ginjal kanan yang
sehat. Hal ini baru disadari setelah dokter bedah
tidak mendapatkan batu pada ginjal kanan pasien
yang mana pasien tersebut akhirnya meninggal
dunia.

Dengan melihat perbuatan dokter tersebut di atas apakah ada sifat
melawan hukum dari perbuatannya tersebut, Sebagaimana kita ketahui
hahwa sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) adalah merupakan unsur
dari strafbaar feit. Unsur melawan hukum sangat penting dalam menentu-
kan ada/tidaknya perbuatan pidana (strafbaar feid). Hal ini dapat kita lihat

dari beberapa pendapat para sarjana/penulis hukum sebagai berikut :



53

Menurut Moelyatno (1983:130) berpendapat bahwa dalam hukum
pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat
melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan
diancam pidana. Sedangkan menurut Andi Zainal Abidin Farid
(1981:153) laeﬁammapat bahwa setiap peristiwa pidana selalu mengandung
unsur melawan hukum. Dan Roeslan Saleh (1983:7) juga menegaskan
bahwa unluk menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana, maka pembentuk
undang-undang memberitahukan bahwa dia memandang perbuatan itu
sebagai sifat melawan hukum atau untuk selanjutnya akan dipandang
seperti demikian.

Berdasarkan uraian di atas, sesuai apa yang ditegaskan oleh, Roes-
lan Saleh yang dikulip oleh Moh. Askin (1974:31) bahwa :

Melawan hukum adalah unsur mutlak dari perbuatan pidana dan

tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana

maka tidak ada pula sesuatu perbuatan pidana. Jadi dihubungkan
pengertian ini dengan Pﬂngerlian perbuatan pidana dalam mana ia
malah menjadi assensialiannya.

Kenyataan seperti di ataslah merupakan konsekwensi logis dari
penjelasan Penulis karena dalam hukum pidana yang menjadi perhatian
adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta merupa-
kan perbuatan yang dapat di pidana. Dikatakan demikian karena perbuatan

seperti pada kasus tersebut di atas yang menurut hukum pidana dilarang

dan diancam dengan pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 359

KUH.Pidana
Pasal 359 KUH. Pidana : Barang siapa karena salahnya menyebabkan mati-

nya orang dihukum selama-lamanya lima tahun

atau kurungan selama-lamanya satu tahun.
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Akhirnya Penulis berkesimpulan bahwa dari rangkaian perbuatan dokter
itu yang mengakibatkan matinya pasien dapat terpenuhi semua unsur Pasal
359 KUH.Pidana. Selanjutnya akan dikutip beberapa pasal yang ber-

hubungan dengan kemungkinan kelalaian dokler, antara lain :

Pasal 360 KUH,Pidana : " (1) Barang siapa karena kesalahannya menye-
babkan orang luka berat dihukum dengan.
hukuman penjara selama-lamanya lima
tahun atau hukuman kurungan satu tahun,

(2) Barang siapa karena kesalahannya menye-
babkan orang luka sedemikian rupa sehing-
ga orang itu menjadi sakit sementara atau
tidak dapat menjalankan jabatannya atau
pekerjaannya sementara dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya sembilan
bulan atau hukuman kurungan selama-
lamanya enam bulan atau hukuman denda
setinggi-tingginya Rp 4.500,-

Contoh kasus yang ada hubungannya dengan Pasal tersebut (3600 KUHF) :

© Contoh kasus : "Seorang wanita muda dengan tumor payudara yang sangat
mencurigakan akan jadi ganas, dioperasi. Sediaan beku
dilakukan terhadap tumor tersebut dan diperiksa oleh
seorang ahli patologi anatomi. Ahli tersebut menyatakan
bahwa ia melihat tanda-tanda awal keganasan pada se-
diaan tersebut, Atas keputusan tersebut dokter bedah
melakukan mastekromi (pembuangan payudara). Dalam
pemeriksaan ulang ketika suasana sudah tenang, ternyata
kesimpulan ahli patologi anatomi tadi keliru menafsirkan,

padahal payudara sudah terlanjur diangkat.
Dari conton kasus tersebut di atas pasien telah menderita luka berat

dan eacat untuk seumur hidup akibat kesalahan tindakan dokter.

4.1.2 Karena tindakan membiarkan Penderita tidak tertolong
Kalau dokter dalam melakukan tindakan medis bisa menimbulkan
malapraktek, maka dokter walaupun tidak melakukan sualu tindakan medis
dapat dianggap telah terjadi malapraktek, yaitu apabila seorang dokter
dengan sengaja membiarkan seseorang penderita dengan tidak memberikan

pertolongan terhadapnya yang semestinya harus ditolong,
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Contoh Kasus : Seorang telah mendapatkan kecelakaan berat yang mana
membuluhkan penanganan dari seorang dokter, namun
pasien tersebut yang berada dalam kamar darurat sama
sekali tidak mendapatkan periolongan dari dokier, dengan
alasan bahwa ia sudah lepas jaga sebagai dokter saja.

Dari contoh tersebut, maka Penulis berkesimpulan bahwa dokter

sama sekali tidak boleh meilih keadaan tertentu untuk melakukan tindakan .

medis apalagi kalau hal tersebut menyangkut nyawa seseorang. Jadi kalau

hal tersebut disadari oleh dokter dan akibat matinya orang tadi, maka
dokter tersebut dapat dikenakan Pasal 340 KUH.Pidana. Hal ini Penulis
lihat disebabkan karena kesalahan dokter tersebut bersifat dolus (=senga-
ja) yaitu dalam arti luas, dimana diharuskan adanya kehendak, keinginan
atau  kemauan orang melakukan perbuatan  pidana.

Pasal 340 KUHPidana berbunyi :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu
menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan
direncanakan (meord), dengan hukuman mali atau penjara seumur
hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Kalaupun pasal ini dibukiikan karena tidak terlalu nampaknya unsur

berencana, maka pasal lainpun dapat menjeratnya yaitu Pasal 338 KUHPi-

dana (=dengan sengaja). Dari tindakan ini sebenarnya perlanggungja-

waban pidana ini dengan sendirinya menyalahi kode etik kedokteran.

4.1.3 Membocorkan Rahasia Kedokteran yang Diadukan Oleh Penderita
Rahasia kedokteran ini tidak dicantumkan secara tegas, dalam
KUHP maupun dalam sumpah dokter. Karena di dalam KUHP tidak
disebutkan secara eksplisit, hanya disebut sebagai rahasia jabatan, karena
dokter diinterpretasikan sebagai suatu jabatan maka pasal ini juga berlaku

baginya. Jadi untuk menafsirkan rahasia jabatan kedokleran ada dua



56

pendapat yaitu pertama menurut sumpah Hippocrates dan yang kedua

menurut kode etik kedokteran internasional. Sedangkan menurut A. Ramli

(1984:

19) merahasiakan sesualu dirumuskan sebagai berikut :

"Tidak akan menyebar barang sesuatu yang mungkin saya dengan
atau yang mungkin saya lihat dalam kehidupan pasien-pasien saya,
baik diwaktu menjalankan tugas jabatan saya semua itu saya akan

lihara sebagai rahasia;
gcmrang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang mungkin
saya ketahui dalam melakukan pekerjaan atau segala sesuatu yang
dipercayakan kepadanya. Merahasiakan segala sesuatu yang ber-
sangkutan dengan pekerjaan seseorang adalah merupakan kewaji-
ban moral.”

Sebagaimana telah ditegaskan dalam sumpah Hippocrates bahwa

seorang dokter tidak akan menceritakan hal yang diketahuinya dari pasien

maka adakalanya dokter bisa mengenyampingkan kewajiban rahasia kedok-

teran tersebut atau dengan kata lain ada dua kelompok rahasia kedokteran

yang dapat dikesampingkan yaitu

1. Kelompok relatif. Yang terdiri dari :

1.1

1.4,

. Karena ditentukan oleh undang-undang

Misalnya seorang dokter mengetahui bahwa disuatu tempat terdapat
orang yang kena penyakit menular, maka dokter dapat memberi-
tahukan kepada inspektur kesehatan setempat, karena hal ini diatur
oleh undang-undang sehingga dokter tersebut tidak dapat di- tuntut.
Karena pasien berbahaya untuk umum/orang lain,

Misalnya seorang dokter men getahui bahwa supir bus X mengindap
penyakit ayan, yang akan dapal membahayakan bagi keselamatan
penumpangnya, bila penyakit ayan itu kambuh ketika ia sedang

mengemudi, maka kemungkinan besar mobil tersebut mengalami

bahaya.
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1.3. Untuk memperoleh suatu hak sosial bagi pasiennya.
Misalnya perusahaan akan memberikan tunjangan sosial terhadap
pegawai yang tidak dapat lagi bekerja karena menderita penyakit
tertentu. Untuk mendapatkan tunjangan soaial ini, maka dokter
memberikan surat keterangan tentang penyakit pasiennya dengan

mengenyampingkan rahasia kedokieran.

2. Kelompok absolut. Yang terdiri dari :

2.1. Alas isin pasien
Misalnya seorang pasien dokter umum ingin mendapatkan pengoba-
tan dari seorang dokter spesialis, maka dengan isin pasien dokter
umum tersebut dapat memberikan keterangan medis mengenai
penyakitnya.

2.2. Pasien mengadakan tindakan tertentu sehingga ada kesan pasien

mengisinkannya,
Misalnya pasien datang berdua dengan temannya, pada waktu
melakukan diagnosa, hal ini memberikan kesan bahwa penyakit
pasien ini dapat diketahui oleh temannya, atau ketiaka akan
memberitahukan penyakitnya pasien memanggil orang tuanya.

2.3, Untuk kepentingan umum atau kepentingan yang lebih tinggi.
Misalnya penyakit atau cara pengobatan orang-orang besar seperti
pimpinan dunia/ negara tertentu melalui mas media.

Dari pemisahan kedua kelompok tersebut, maka nampaklah denpan
jelas tindakan-tindakan mana yang dapat dibenarkan seorang dokter dalam
hal rahasia seorang pasien. Sebab hal itu pasien dilindungi oleh salah satu

pasal dalam KUHPidana yaitu Pasal 322. Jadi dalam hal ini Penulis
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berkesimpulan bahwa malaprakiek bukan hanya tindakan dokter terhadap
badaniah seorang pasien, tapi diluar hal itu dapat saja terjadi malapraktek
yaitu membocorkan rahasia medis dari diri pasien tanpa dasar yang sah.
Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap diri pasien adalah sebagai-
mana yang tercantum dalam Pasal 322 KHUPidana :

"(1) Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang
menurul jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang
maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpang, dihukum
penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 9.000,-

(2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang ditentukan,
maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.

Menurut penjelasan KUHP R, Soesilo, 1981, supaya dapat dihukum
menurut pasal iﬁi, maka elemen-elemen di bawah ini harus dibuktikan :

a. Yang memberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia;

b. bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpang rahasia tersebut
dan ia harus betul-betul mengetahui bahwa ia wajib menyimpang
rahasia ilu; o ;

¢. bahwa kewajiban untuk menyimpang rahasia itu adalah akibat
dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang maupun yang
dahulu ia jabat; dan :

d. membukanya rahasia itu dilakukan dengan sengaja.

4.2 Beberapa Hal Yang Berkaitan UU No. 23 Tahun 1992
UU No. 23 Tahun 1992 yang dibuat oleh pemerintah, pada intinya dimak-
sudkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan untuk memenuhi
kebutuhan dan tuntutan pembangunan kesehatan dengan mengganti undang-
undang di bidang kesehatan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi. Hal ini
tentunya disesuaikan dengan hasrat yang besar untuk pengembangan dan pembi-
naan suber daya manusia Indonesia.

4.2.1 Kewenangan Dokter Dalam Menangani Penderita

Seorang dokter dalam menangani penderita atau pasien haruslah



59

melakukannya menurut kewenangan yang ada padanya. Kewenangan yang

dimaksud adalah sebagaimana halnya kewenangan yang ditegaskan di

dalam UU No. 23 Tahun 1992 yiamanya pada Pasal 15, Pasal 33, Pasal

34, 35, 36 dan 37. Pada pasal-pasal tersebut di atas dengan tegas dijelas-

kan bahwa tidaklah dapat seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya

tanpa melalui prosedure atau memiliki keahlian tertentu di dalam menja-'
lankan tugasnya sebagai dokter atau tenaga kesehatan.

Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1992 menegaskan bahwa seorang
dokter atau tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan-
lah yang dapat melakukan tindakan medis dalam keadaan darurat sebagai
upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil (penderita) dan atau janinnya
dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli
serta denpan adanya persetujuan ibu hamil yang bersanghkutan atau suami
atau keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa tidaklah dapat seorang
dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan suatu atau lebih tindakan
medis dalam bentuk apapun juga tanpa keahlian dan kewenangan yang
dimiliki atau yang ada pada dirinya.

Selain hal tersebut di atas, maka ada beberapa bentuk tindakan
yang dapat dilakukan oleh dokler 8lau tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan terhadap penderita atau pasien yang memerlukan
tenaga atau bantuannya, yaitu antard lain :

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dengan transplan-
tasi organ atau jaringan tubuh, transfusi darah, implan obat dan atau alat
kesehatan, serta beda plastik dan reksonstruksi yang di dasarkan dengan

tujuan kemanusiaan dan bukan untuk tujuan komersial (Pasal 33 UU No.

23 Tahun 1992).
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Tindakan tersebut di atas, selain harus sesuai dengan aturan-aturan

dalam dunia medis itu sendiri, juga haruslah senantiasa melihat kondisi
alau norma-norma yang ada dalam masyarakat. Norma tersebut antara lain
norma adat dan norma agama. Perlentangan antara norma yang ada dalam

masyarakat dan aturan medis hanya akan membuat hambatan dan bukan.

penyelesaian.

4.2.2 Sumber Daya Kesehatan
Sumber daya kesehatan merupakan hal yang baru dalam pemba-
hasan sebuah produk undang-undang. Dalam UU No. 23 Tahun 1992 Bab
V1 Pasal 49 di jelaskan :

Sumber daya kesehatan merupakan semua perangkal keras dan lunak yang
diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, meliputi:

a. tenaga kesehatan,

b. sarana kesehatan,

¢. perbekalan kesehatan;

d. pembiayaan kesehatan,

e. pengelolaan kesehatan,

f, penelitian dan pengembangan kesehatan;

Arti penting penempatan sumber daya kesehatan dalam sebuah
undang-undang seperti UU No. 23 Tahun 1992 adalah bahwa dengan hal
tersebut maka penyelenggaraan kesehatan bagi penduduk Indonesia sema-

kin meningkat. Tenaga kesehatan yang semula hanya berbekal pengalaman

dan ijasah semata, dengan pelatihan dan pengembangan manejemen yang

tepat lambat laun meningkat menjadi tenaga yang berpengalaman dan

memiliki keahlian. Hal ini tentunya mendorong peningkatan upaya keseha-
tan seperti yang dicanangkan semula.

Sarana kesehatan Yang memadai, seperti balai pengobatan, pus-

kesmas, rumah sakit umum dan lain-lain akan meningkatkan gairah masya-
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rakat untuk lebih teliti terhadap berbagai hal dan gejala penyakit, sehingga
senantiasa mendukung upaya pelaksanaan kesehatan. Sarana kesehatan
yang buruk dan tidak terpelihara adalah awal dimana masyarakat mulai
enggan untuk menjadi sehat,

Sarana kesehalan yang tidak memenuhi persyaratan baik menurut -
aluran-aturan medis maupun menurut aturan hukum itu sendiri, dapat saja
menimbulkan gangguan bagi dokter atau tenaga kesehalan lainnya dalam
melakukan praktek pelayanan kesehatan terhadap penderita atau pasien.
Gangguan inilah yang dapat dijadikan bahan untuk mengajukan gugatan
kelak apabila pelayanan terhadap pen- derita atau pasien berakibat sampin-
gan, misalnya matinya penderita atau terdapatnya gejala lain yang
berakibat rusak atau cacalnya salah satu organ tubuh penderita atau pasien.
Berdasarkan hal itulah maka sedini mungkin sarana kesehalan aka halnya

tenaga kesehatan mendapat perhatian dalam upaya peningkatan pelayanan

kesehatan.

4.2.3 Tindakan Terhadap Dokter atau Tenaga Keschatan Yang Salah atau
Lalai Dalam Melaksanakan Tugas
Kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lain-
nya dalam menjalankan tugasnya saat melayani atau merawat dan
mengobati pasien atau penderita sering dikatakan sebagai tindakan mela-
praktek. Tindakan malapraktek ini dapat dilakukan dengan adanya unsur
kesengajaan atau sepengetahuan dokter atau tenaga kesehatan maupun
atahuannya. Hal inilah yang seringkali menyebabkan diaju-

tanpa SEpeng

kannya gugatan, baik itu gugatan perdata maupun laporan pidana yang

dilakukan oleh pasien atau penderita ataupun oleh keluarganya yang
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merasa dirugikan.

Tindakan yang dilakukan terhadap dokter atau tenaga kesehatan

yang telah melakukan malapraktek apabila memang terbukli secara sah dan

meyakinkan, maka dapatlah dijatuhkan padanya :

Ii

Sanksi administratif,

Sanksi ini dilakukan oleh korps yang membawahi ataupun
instansi di mana dokter atau tenaga kesehatan itu bertugas. Bagi dokler
yang melakukan malapraktek atau kesalahan dalam melakukan tugas
akan dilakukan oleh IDI sebagai wadah profesi dalam hal ini oleh
Majelis Kode Etik Kedokteran, Pada hal lain, menurut Pasal 54 UU
No. 23 Tahun 1992 bagi tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan
atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapal dikenakan tindakan
disiplin yang ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
(MTDK).

Tindakan Hukum

Tindakan hukum di sini dapat diartikan sebagai upaya penegakan
hukum yang sama terhadap seliap orang tanpa memandang profesi
orang tersebut. Hal ini dapat berupa sanksi pidana apabila melalui
proses peradilan dan dapat pula dengan sanksi perdata apabila penderita
atau pasien yang merasa dirugikan itu mengajukan gugatan ganti rugi
terhadap apa yang dialaminya dan hal itu merupakan kerugian bagi diri
atau keluarganya yang diakibatkan oleh tindakan pelayanan kesehatan

yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan terhadap diri atau

keluarganya.



BAB 5
PENUTUP

Akhirnya, dengan kembali mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt,
sampailah Penulis pada bagian akhir tulisan ini dimana dengan berdasarkan materi .
seluruh bab terdahulu, Penulis menceba menarik suatu kesimpulan, Demikian pula,
beberapa saran dan diharapkan akan mendapat suatu tanggapan posilif.

Dengan demikian, bab ini dibagi atas dua bagian seperti berikut ini :

5.1. Kesimpulan

Timbulnya keresahaan bagi masyarakat dalam hal ini pasien dari hasil kerja
profesi dokter disebabkan karena standar profesi yang dimiliki oleh seorang
dokter.

Dialam hukum kedokieran yang pengkajiannya dari tiga komponen yaitu dokter,
paramedis, rumah sakit yang dari ketiga ini yang merupakan tempat untk
melaksanakan pelayanan kesehatan, maka pperlu menyadari supaya memberikan
informasi yang cukup kepada pasien demi untuk kepentingan diri pasien.
Perawatan pasien oleh seorang dokter dapat dilakukan setelah ada persetujuan
dari pasien. Hak pasien yang dilanggar sehingga menimbulkan kerugian, dokter

dapat dituntut telah melakukan Malaprakiek.

Timbulnya suatu kerugian yang diderita pasien disebabkan karena faktor lain
diluar kemampuannya, maka dokter tidak dapat dituntut.

Kode etik kedokteran belum mampuh melindungi kepentingan pasien tampa

didampingi oleh aturan-aturan formal.

63
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Dengan melihat perkembangan dunia kedokleran, maka sudah saatnya pula
diproduk oleh badan legislatif suatu aturan-aturan yang mengatur tentang per-
lindungan dini pasien dari tindakan medis apabila terjadi malapraktek,

Sebaiknya apabila terjadi pengaduan dari pasien supaya dilakukan suatu-
penanganan khusus dari aparat penegak hukum yang mempunyai sedikit penge-
tahuan tentang dunia kedokteran,

Dokler dalam hal menjalankan profesinya sedapat mungkin mengikuti perkem-

bangan dunia ilmunya untuk kembali menghindari malapraktek.
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UNDANG-UNDANG NUPUDLIK INDOMESIA
NOMOit ... 23 ., Tawun .G 2
TEHTANG
KESEHATAN

-l

. DEHGAN MAIIMAT TUNAN YANG MAIA CESA
: PRESIDEN MEPUDLIK IMOONESIA, ‘

bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur
kesejnhternan umum haorus diwujudkan seasuai
tdongan cita-cita bangsa Indonesin cabagaimnna
thimaksud dalam Pombulkaan Undang-Undang Dacar
1945 mulalui pembangunan nasional yang bLaer-
kesinambungan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Lasar 1045

Menimbong + g,

b. bahwa pembangunan Kesehatan diarahkan untuk
mompartinggi derajat kesehatan, yang bacar
artinya bagi pongembangan dan pambinaan sumbar
doyn manuzin Indoncaia dan sobagad inodal bagi
pelaksanaan pombangunan nasiennl ¥Yann pada
hakekotnya adniah pembangunan mavusia
Indenezia seutubnya dan pembangunnn 5. luruh
masyarakat Indonesia;

¢, buhwn dengan momperhatikan poranan lkoschatan

di atas, diporiukan upaya vang lebih memnadai
- bagi peninagkatan doeranjat kesehntam dan
pembinaan pényelengogaraan upova kaseinatan
secara menyeluruh dan terpadu;

d. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kess-

, hatan masyarakat sebagaimana dimakswd butir b
, don butir ¢, beberapa undang-undang di t.idang
koschatan dipandang sudah tidak sosuai lagi

dangan - kebuluhan dan tuntuton pombangynan
kesahotan;

Ll
e. balwia sebubungan dengan hal-hal torsob.t  di

nlos, parlu ditetaphan undang-undang tintong
Bezahatan: :

Aang ingat : Pasal % Avat (1) dan Pasol 20 Ayat (1) Ww.alang-
Lnelnmg Dasar 194G
Bangan porsclujuan
pDEYIAM PEAWAKTLAN NARKYAT ITEPULLTI IINDDHES-I.I‘I.
MEMUTUSKAN :

penotapkan @ UHDANC-UNDANG TUHIANG KESCHATAN,
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AL 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1§

Dolam U“ﬂﬂ“u*unﬂunu inl yveny dimaksud dengan

e

[ 5]

kesehatan odalah keadasn sejohtera dari badan,
jiwa, dan sosial yunyg memungkinkan setidp

arang hidup produktifl secara sosial dan
okonomis;

upaya HKesaohatan adalah setifop kegiatan untuk
memaliharn dan moningkatkan kesehatan yang
diVakukan oleh pamorintah dan ateau masyarakat

tenngyu kesehatan adelah setiap eorang yeang
mangabdikan dird dalem bideng kesehaton serta
mamilikl pengetahusn dun atau keterampilan
malolui pendidikan di bLidang kesahatan vyang
untult Junis tortenlu memerlukan. kewanapyan
unluk melakukoen uvpaya kesehatan; :

sarana kesehatan adalah tempat yang digunokan
untult menyeloenggnrakan upays kaesehatan;

transplantasi adalah rangkaian tindakan. medis
untuk memindahkan organ: dan atau -jaringan
tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang
tain atau tubuh sondirfi: daolam rangkan
pengobatan untuk monggantikan organ dan atou
jaringan lubuh yany tidak berfungsi dengan
bafik;

fmplan ndalah behan berupa obat dan atav alat
kasehatan yang ditanamkan ke dalam jaringan -
tubuh untuk tujuan pemoliharaan kesehatan,

pencegahun don panyembubion panyakit, pamulihan
Lesehatan, don atau kosmotike;

pangobat an trguisiﬁnnl ndaloh pengobatan dan
atau pornawatan denyan cara, obat, dan
panguliinya yang wengicu kepeads  pengalaman
dan ketorwmpilen turun tewurun, dan diterophkon

susuei duongan norma yang berlaku dalam
masynrulkot ;

kesehalan muelrn adalah -upsoya kesahatan yeng
ditakukon untuk meningkatkan kemampuan fisik
gdan maninl guna menyasuaikan diri terhodap
Tingkungnn yaong beorubah secara bermakne baik
Tingkungan «Jdarat’, uwdara, ongkosa, maupun afr;

-
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Mah
an,

W,

gediann Tarmas! ndalah vbat,

bahan obat, obat
tradisfonal, dan kosmetika;

obot trhdisfonal adalah bahan ateu ramuan
bahan yang bLerupa Lohan tumbuhan, bahan hewan,
bahan minoral, sodinan sarian (galenik) atau
campuran dari bahan tarsebut yang secara tu-

run=tamurim Lalnh digunakan untulk pengobatnn
berdasarkan pongnlaomnng £

elal kasohnlan aidalah instruman, Aparntws,

g hes, Am e ey ot Dafye TS T DV T P M A fhang

s e K A - R B Ll 5 T T 'L

FdL PR R R wp g (FES gaks ot S RO

TRREr BT o e I R S L R S
SATLET R bR ATAL o Tar TEMIZENRIAA i-5valtd

dan memparbaiki fungsl tubuh:

zat adilktif ndalnh.bnhun Yang penggunaannyas
dapat menimbulkan ketergantungen paikis;

palkerjaan kefarmasian adalah pambuatan ter-
masuk pengendalian mutu sadfaan farmasd,
peangamanan pengadaan, penyimpanan dan
dig_trlhusi obot, pengelolaan obat, pﬂnranun
obat atas resop doktor, pelayanan informasi
abak, sarla pengombangan obat, bahan cobat, dan
obat tradisional; '

parbekalan kesehatan adalah semua bahan dan
paralatan yang diparlukan untuk menyelenggara-

. kan upaya kKesahatan;

jaminan pameliharaoan kesehotan masyarakat

" pdaltal suaslu cara penyalenggaraan pemeliharaon

kesehatan yang peripurne berdasarkan asos
usaha baorsamn. dan kekaluargaan, yahg barkasi-
naombungan dan dengan mutu yang tarjamin
gorta pambisyoan yoang dillaksanakan secara

pravpnya.

BAD TI
ASAS DAN TUJUAN

Fasal 2

pambangunan kosehatan diselenggarakan barasaskan
parfkemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yany

a Eso, manfansl, usnlin bersama dan kekeluarga-
adil dan merate, perikehidupan dalam koseim-

bongan, serta kepercayann alkan kemampuan dan ke-
kuatan sendiri,
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Pombangunan kosehalon berlujuan uvntuk meningkut-=
kon kosadaran, Komounn, don kemampuan hidup sohat’

bagi seliap ormng agar terwujud derajat keoehalan
masyarakal yohg oplinnd.

Al 111
HAK DAH KiEwAJIUAN
Nusal -

Satiap ﬂruhu mampunyai hak yeng sema dulam
mamparoleh tdarajat kaschatun yang optimal.

Pasal 4

sotiap ornng borkewsjiban untuk 1kut sertn clu 'l on
momalihara dan meningkathkan dorajat kosohutan
parerangnm, kaluarga, dan lingkungannya. ©

pAal iv
TUCSAS DAN TANGGUNG JAALY
Posal ©

Pamerintah bartugas moangatur, membina, dan mong-
awasi penyelenggarann upoyo kasehatan.

FPosal 7

pemarintah bartugas menyelenggarakan upoya Kose-
hatan yang morala den terjengkau oloh masyorakat.

Pasal b

pamarintah bartugas manggarakkan peran soifta ma-
syarakal dalam penyelenggnraan dan pembiayann
kasohatan, dengan memporhontikan fungsi sosio)
sshingga pelayanan keschatan bagi masyarakat yang
wurang mampu totap terjomin.

" 1*asal Y

Pemerintah bartanggung jawab untuk moningkatlan
derajat Keschatan masyurakal.
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UI'AYA  RESEINATAN

Uugion Perluma
Umum

'usal 10

Untuk mewujudkan dorajat ltesehatan yang optimal
bugil masyaraluat, diselenggnrakon upayt Koseliatan
denygan pendekutan pumuliharaan, peningkatun kuse-
hatan (promolif), ponceganan penyakit {nrﬂan~
tif), penyembuhan penyakit {(kuratif), dan pemu=
Tihan kesehatan (rohobilitatif) yang dilaksanakan

sscnrn manyeluruh, terpodu, dan berkesinambungan.

Husal 11

(1) Penyelenggaraan upaya kasonhatan sebagaimana
dimaksud dalenm Pasal 10 dilaksanakan melalui
hagigtnn

;:has:hutnn keluarga;

. perbaikan gizi;

pengamanan makanan dan minuman;

tesohatan Tinglkungomn;

kesehatan kerja;

o

kesehatan jiwa;
pomberentasan penyakit;

- @ = & G N OB

pqnyumhuhun ponyakit dan pamulihan kese-

hatan;
panyuluhan kesehatan masyarakat;

i
&

j. pengamansan sediaan farmasi dan alat kese-
atan;

k. pengamanan rat adiktif;

kosahatan sekolan;

m. koselhalon glohrogs;

n. pengobatan tradisional;
kesehatan matra.

(2} Fﬂnyn]ﬂnﬂuurﬂﬂﬁ upaya keschatan saebagaimani
d1mﬁkaud dalam Ayal {1) didukung oclah sumbea

dn}n kasehatan. w

-



Uraginm Kodun

Kosohoatmy Keluarga
I*nsnl 12

(1) Kesahatan keluarga diselenggarakan Ut uk me-

wu judlean koluarya selint, kecil, bahagia, dan
sajahlarn.

{2} Kasehatan keluaryn sebogaimana dimaksud dalamn
Ayot (1) malipull kasohatan sunmi ftstri,
anak, dJdan anagoln keluarga Taninnya, :

frn=al 13

Kasahnlnn sunmi distri diuvtamakan pada upnya
palig b ulann kolanhiran dolam rapnghka manciptakan
koluarga yang sohal dan harmanis.

¥

raaal 14 '

Hasnhﬁlnn {gtri maliputi kesehatan pada masa
prakehamilan, kohamilan, persalinan, pascaparsa-
1inan dan masa difuer kehonilan, dan persalinan.

Pasal 10w

{1) Dalaom kendnon dorursl cabagal upoys untuk
menyelamallon jiwen ibu hamil dan atau janin-
AvYn, dupnt,ﬂiluhuhnn tindakan medis tertentu.

{2) Tindakan medis tarteniu sabagaimansa dimaksud
dalam Ayut (1} hanya dapat dilakukan :
a., berdasarkan indikasi medis yang mengha-
ruskan diambilnya tindakan tersebul;

. oleh tenagh kesehatan yang mampunyai
kanphlian dat kewonangan untuk itu dan di-
lakulean sesunl dengan tanggung javwab pre-
faesi serta pardonsarian pertimbangan tim

ahli;

e, dengan parsatujuan ibu hamil yang barsang-
kutan atad suami atsu keluarganya;
d, padn sarang kesehatan tertentu.

(3) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tindakan me-
dis tertonlu sabagnimaona dimaksud dalam Ayat
(1) dan aynt (2) ditetapkan dengan Peraturan
Fgmﬂrinlﬂh- )

-
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1)

f2)

(3}

(2)

(1)

(2}

(1)

(2)

Fasal 10

Kehamilan diluar cara atami depat dilaksana-

torakhir untuk membantu
supmi istri mendapol keturunan

Ran scboaynl upaya

Upaya héhﬂmilnn diluar cara alami sebagai-
mana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat di-
lalkukan oleh pasangan suami istri yangp sah
dongnnn ketantuan

. hasil pembualian sperina dan ovum dori sufin |

istri yang bursonghutan, ditanamkan dolam
saliim dstrd dari mona ovum berasal;

h._ﬂi!uhuhun oluh tennga kesehatan yang [amn-
punyai keshlian dan kowenangan untule ifu;

c. pata snreana keosohaton tartentu.

Ketontunn imongaonoi persyaralan ponyaleny-
garaan kehamilan diluar cara alami sebagai-
mona dimeksud delomn Ayat (1) dan Ayaol (g) di-
tetapkan dengan Poeraturan Pamerintah.

L]

Posal 17

Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujud-
kan partunbuhan den parkembangan anak.

Kasehotun anak spbagaimana dimaksud dalan
ayat (1) dilakukan melalul peningketan kese-
hotnn anak dalam kandungan, masa bayl, maso
balitn, usia prasekoliah, dan usia sakolah.

Pusal 10

satiap hkeluarga malakukan dan mengembangkan
kesehaton keluarga dalom keluarganya.

pamarintah mambanty palaksonaan dan  mengamn-
banghan kesshatan koluorga melaluf penysdiaan
sprona dan proasarand atnu dengan HKegiatan
yany menunjang paeningkatan kesahatan
ko lupryn.

Pazal 19

Keschatlon manusia usia lanjut diarahkan untuh
mamalihara dan meningkatkan kesehotan dan
jeIRDIREU ANy 8 agur tetop produktif.

pomei fntal mombanlu ponyelenggaraan upoya

kesehalan manusia uvsiu leanjut untulk mo-
winghat lan kualilns hidupnyo secara oplimal.
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Bugian Katigo
ik frarboilkon Gizd
"asnl 20

(1) Perbailkun gizi diselenggarakan untulk mewujul-
lkan Letrpanuhinys kebultuhan gizi.

() Perbaikan gizi meliputi upaya peningkal
status dan melu gizi, pencegahan, penye.i-
bulian, dan atnu pemulihan akibat gizi salah.

i Baginn Koompnot

Pangnmanon Mokonon dan ki numie
Pasal 21

(1] Pengamanan makanan dan minuman diselenggari-
kam untult melindungi masyaraket dari makann
dan minuman yanyg tidak memanuhi ketentuan
mongenni standar don otau porsyaratan
kesahnt wn.

{(2) Setiap makanan danm minuman yang dikemas wajib
dibori tnnda atau Jobel wyang barisi

4. bahan yang Jipakai]
komposisi sotiop bahan;
tanggal, bulen, dnn tahun kodaluwarsa;

feleantuan jainnya.

= B 5 B~

{3) Makanah dan minuman yang tidak mamenuhi ko=
tontuan standor dan otou parsyaratan kes .-
haton ¢dun atou mambahayakan kesshatan s.-
bagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilara-.g
untuk dicdarkan, ditnrik dari peredaran, d.n
disila untulk dimusnohlean sesunf dengon k.-
tenluan poraturan parundang-undangan yang

Barlalku.

(4} Katentuanb mongenai pengomanan makaman oo
minuman subageimnnad dimoksud dolam Ayet (11,
ayat (2}, dan Ayat (3) ditotapkan deng.an
Poraturan pemarintah.

pagiaon Kelima
gasohatan Lingkungan
itnnal 22

(1) goschat on lingkungan disalenggarakan unl ik
ayovit j uliean kunlilng 1inghungan yany sahol .
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(a)

(4]

(1)

(2)

.
Kesehatan  lingkungan dilaksanakan terhadap
Lempatl wnum, Vingkupgen pemukimen, 1ingkungan
kovja, ongkutan usene, dan 1ingkungan lninnya.

Kasehatan linghungan meliputi penyehaton air
dan udora, pengowmnnan 1imbah padal, limbah
coir, limbah gusz, radiasi dan kebisingan,
pengendalion veklor penyakit, dan penyehal an

otou pongmoanan lainnya,

Sotiap toumpat alwu sarona pelayonan umum
wnjilh mamelihara dan meningkatkan 1ingkungan

Yoy swehal saesuni tdengan standar dan persya-
ratan. ;

Kelaontuan mengenni poenyelonggoarann koesahoton
Tingkungan sSebagaimana dimaksud delam Ayat
{1}, Ayat [2)}, Ayat (3}, dan Ayat (4) dite-
tapkan dengnn Porpiuran Pemerintah.

Dagion Koonam ",
Kosohatan Korja
Pasol I

Kesghatan kerjn diselonggareskan untul me-
wujudkan produktivites kerjo yang optimal,

Kesehatan korja moliputi pelayanan kesehatan

kerja, pencegahan penynkit akibat kerjao, dan
syarat kesehatan kaerjo.

sgtinp tempat korja wajib menyelenggarakan
kocahatan korja.

#atentuan mengenai kesehalan korja sebagai-
mana dimaksud dalam Aynt (2) dan Ayat (3) di-
tetapkan dengan Peraturan Pomerintah,

Bayfan Ketujuh
Kesoghatun Jiwa
Pusal 24

xagehatan jiwa diselenggorakan untuk me-
pujudkon jiwa yang sehnt scecara optimal baik
inteluktual maupun emosional,

Kesehalan jiwn malipuli pomeliharsan dan po-
paaegleant s koesehaltan jivn, pencegahan dan pe-
panggu 1 angin masalah paikososial dan gangguan
i, ey embulinn dan  pamulihan penderila

gangguan jiwa.
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(2) Kesahatan

. iiwa dilakukan olah perarangan,
Tingkungan

. koluarga, lingkungan sokolah,
Vinglungnd hekerjouan, linghungan masyarakat,

didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan
sarmh Tainnyao.,

I"asnl 25

(1) Pemoarintah moelakukan pengobatan dan po-
rawatan, pomuliban, dan ponyoluran bekas pon-
deritn gungguan jiwa yang taloh selesai men-

jalani pengobalan dan ntoau perawatan ke dalom
masyvarakat .

{2) Pemarintah membangkitkan, mombantu, dan mom-
bina kagiatan masyorakat delam pencogolan dan
pananggulangan masalah psikosesinl dan
gangguan jiwa, pengobatan dan perawatan pon-
darita gangguon jiwa, pemul fhan serto panya-
luran bakas pandorito ke cdalam masyarakat.

Mosnl 20

(1) Pendorita vangguan fiwa yong dapat monimbul-
kKon gomgoguan torhodap kosmanan dan kotortiban
umum waojib diebati dan dirnwat di sorana pe-
layvanan lkesohalnn Jiwn atau sarana polayanon
kasohatan lainnya.

{#) Pengobatan dan parawataon pendarita Hﬂﬂgguan
jiwa dapat dilakukan atas permintaan suami
atau istri atoau wali atau anggota koluarga
penderita ntau atas prakarsa pejabat vang
bertanggung jawab atas keamanan dan kotertib=
an i wilayoh setompat atau hakim pongadilun
bilomanua dalam suntu perkare timbul poer-
songhuan bhahwa yang bersnnglkutan odalah .nﬂ"_
daritn gongyuan iiwg.

Paanl 27

Kotontuan mangonai keschaton jiwa dan upayn pe-
nanggulangunnyn ditetnpknn dongan Paraturan

Cpemorintah,



Bagion Kedelapan
Pembarantasan Ponyakit
Fasal 2@

(1) Pemberantasan penyakit disalenggarakan untuk

menurunkan anghka kesakitan dan atau angka
learnat {an,

(Z) Pembarentosan ponyakit dllaksansksn tsrhadap
penyakit menular dan penyakit tidak menular.

(3) Pembarantasan penyakit menular atau penyakit
¥Yang dapat menimbulkan angkas kesakitan dan

atauv angka kemalian yang tinggi dilaksanakan
sadini munglkin,

Posal 29

Pombarantesan panyakit tddok menular dilaksanalan
untul mencagah dan mengurangd penyakit danga
parbaiken don perubohon porilaku masyarakat dain
dongan coaro lein. ! '

Posal 30

Pemborantasan penyakit” menular dilaksanakan
donyan upaya penyuluhan, penyelidikan,
pangebalan, . menghilangkan sumber dan perantara
penyakit, tindakan kerantina, dan upaya lain yang
diperlukan, '

Pasal 31

Pamberantasan penyakit menular yang dapat ma-
nimbulkan wabah dan penyakit karantina dilak-
spnokan sesuni dengan ketentuan undang-undang
yang barlalu.

Bagian Kesambilan
penyembuhan Penyakit dan Pamulihuﬁ Kesaehaotan

j*osal 32

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
diselonganrakan untuk mengembalikan status
kasahatan akibal penyekit, mengembalikan
fungsi badan akibat cacat atasu menghilangkan
cocat.
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(2)

(3)

(a1

(2}

(2]

(3)
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Penyembuban Penyoakit dan pemulihan kesehatan

dilalkukan -dengon pengobotan dan atau parawnt -
n, :

Pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan
bardasarkan ilmu kedoktaran dan ilmu kepora-
Walan ntou eara lnin yang dapat dipartaong-
guing jawalilian,

Pelaksannnn pangobalan dan atnau paeraovwal an
berdasarkan §lmu kedolteran atau §1mu kepe:
rewatan hanya dapal dilakukan oleh tenaga ke-
sehatan yong mempunyaf koahlian dan kewe-
nangan unluk ilu,

Femerintnh melakubkan pembinaan dan pengawasan
terhodap paloaksannan pongobatan dem atau pe-
ravalnn berdasarkan cara Iain vang dapnal
dipertanggungavwabkan.

Posal 33 -

Dolam penyombuhan penyokit dan pemulihan
kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ
dan otau fjaringan tubuh, transfusi darah,
implan obal dan atauv olat kesehatan, sarln
bedah plastik dan rekonstruksi.

Transplantasi organ Jan atau jarfngan tubub
serta trensfusi darah sebagaimana dimeksuq
dalam Ayal (1) dilakukan hanyes untuk tujuar
kemanusioan dan dilarang untuk tujuar,
Womersinl.,

Poszal 34 n{
Transplantasi eorgan dan atau jaringan tubuh
honyn dapat dilakukan oleh tenage kesehatan
yang mampunyai keahlian dan kewenangan untuk

itu dan dilakukan i sarann kesehatan ter-

tantuw.
F

Pengambilan ergan dan atou jaringam tubuh
dori seorang donor harus memperhatikon
kesehatan doner yang bersangkutan don nda
porsulujunn donor dan nhll waris atau keluar-
ganyn,

Kelenluan moengenai syaral don tata cara pa=
nyelenggarann transplontosi sebagaimana di-
makswd dalam Ayat (1) dan Ayat (2) ditetopkan
dengan Paraluran Pemarintah.
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{1) Transfusi ‘darah hanya dapat dilakukan aleh
tenage kusahntan yYang mompunyal keahlian dan
kawenangnn untulk itu.

{2) Ketentuan mangenai syarat dan tata.carn
transfusi daroh sebagaimana dimaksud dalam
Ayut (1) ditetapkan dengan Persturan Peme-,
rintoh. d

Fasal A0 e
{1) lmplan cbal dan atau alat kasehatan ke dal @
tuliuh manusia hanyo dapal dilakukean olaoh
tenppga kesehotaon yang mempunyai keahlian dian
lkavienangan untuk 1tu daon ditvakukan di sarond
keschatan tertentu.

{2) Ketentuanh mengenai syarat dan tata cara pe-
nyelanggarann implan gsobogaimana dimaksud
dolom Ayat (1) ditolaphkon dengan Peraoturan

Famarintuh.

Pasal 3T ¥,

(1) Badnh pIustik dan rakonstruksi hanyd dapat
dilakukan oleh tanaga kesehatan yang main=
punyai kwaahlfan dan vewonangan untuk itu dan

divakulan d{ sarans kasehatan tertentu.

(2) Bedab plastik dan rekonstrukai tidak bolah
pertentangan denngan norma Yang bariaku dalam
"masyarakatl.

(3) Ketontulh mengonal syarat dan tata cCora
bedah pilastik dan rakonstruksi sabagaimana
dimpksud dalem ayat (1) dan ayat (2) ditetop-

. kan dengan peraturan pemarintah.

pagian Kasopuluh
pPenyuwluhan Kosobetarn Masyarakat
PPasal 30 '

P13 pPanyuluban kosahalon maaﬁa}uhut diselenggd "a-
TTE R LPLLT mon ingleatlkan pengatahuan, kasadar.sn,
femauan, dan kemampuan masyarakal untuk hidup
sohnt, dan aktif Lurpersn serta dalam up.Lya
lupman ol oA .

{2} Kelantuan mangunai penyuluhan kosohutan wa=
synrnkatl gsobaqhimana dimnksud dnlam ayat i1}
ditutapkn dengan Puraluran Pamarintah.
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Dagian Kosebelos

Pangomenan Sadinan Farmasi dan Alat KEanseahatan

rasnl 39 '-'"f

pengamanan sadionn farmasi dan alat kesehatan
disglenygrrakan uniul moelindungi masyarakat dari
balayn ¥ang dischalizan opleh panggunann gadiaon
farmasi don aloel Lesehnlan Yang tidalk momanuhi
nnrsynrul:un|nuLu doin atad keamanan doan ptauw
kamanfontan,

ngaal 4 o

{1) Sedinan formnsi yang berupa abaot dan behan
agbhal harus mamenuhi syarat {farmakope Indo-
pesia don alau pulku standar lainnya.

{2) Sediman farmasi yang borups obat tredisionnl
dan kosmotika serta alat kesehatan harus mo=
manuhi standar dan atau persyaratan yaig

ditentulkan.

pasal 41 °

{1) Sediaan farmaosi dan alal kesehatan hanya
ﬂannt-diadnrhﬂn cataloh mandapat izin oadar .

{2} Penandadn dan informasi sadiaan farmasi dan
alat kesohatan harus mamenuhi persyaratan
objent ivitas dan kelengkapan serta tidak mo-

nyesnlhon.

t3) Pemerintah berwenang mencabut fzin edar dan
memar intahkan penarikan dari peredaran o=
dinan fnrmasl dan alat kesahatan Yana taluh
mamperoloh frin edar, yang kemudian tarhukﬁi
(idak memenuhi parsyaratan muty dan atau b=
amanan dan atav kemanfaatan, dapat disita dan
dimusnnhltan sesuai dengan peraturan peui=
undang-undangon yand Bariaku.

"aszal 42 J

Pakarjann kafearmasian harus dilekukan dalum
rongka menjaign mutu satlinan farmasi yang baredar .

rpsal 43

Ketentwan lentang pengamanan gediaan f
alat keosehatan ditetnpkan dargan Farat
rintalf.
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Bngian Kodun Belas
Pengamanan Zat Adiktif
Mnsal 44 -

I'-"Br'lufjllﬂlumurq_-|_1|rJr|g5.-.,,-.,‘,:1,..l bahan yang mengandung
znk wdiklif diarahkan agar tidak monggangau
dan  mumbiabaynkan  kesehaton perorangan, ke-
luarya, masyarakal , dan Vingkungannya.

Produksi, percduran, dan penggunsan bahan
yang mangandung zot odiktif hoarus mamenuhi
standar dan atau persyaratan yang diteantulal..

Kelentuan mengenai pengamanan bahon yang mu-=
ngendung zat osdiktif sebogaimans dimahksuvd
dalom Ayst (1) dan Ayot (2) ditetapkan dengun
Peraturan Pemerinlah,

‘Bagian Kotiga Bolas
Kasohatan Sokolah
FPasal 45

kesahotan sekoleh diselenggarakan untuk mo-
ningkatkan kemampuan hidup sehat poserta di-
dik datam Yingkungan hidup sehat sohingga po-
sortn didik dapat belajar, tumbuh, dan bar-
kembang socarao harmonis dan optimal monjadi
sumbar daya manusia Yyang lebih barkualitas.

kaschalan sekolah sehagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Jiselenggoarakan melalui sekolah atau

malalui lembaya pondidilkan lain,

Kotentuan manganai kesehntan seliolah sabagai-
nnne dimaksud dalam Ayol (1) don Ayat (2} di-

« totoapkon dungan paraturan Pomarintah.

(1)

{2)

Dagian Keempol Calos
Kesahatan Olahrogo
rasal 46

alahraya diselenggarakan untul mo-

sphatan S
' moningkatkan kosehatan meloluwi

malihara don
gagiatan olohraga.

ar olahrogd sobogaimana dimaksud dalom

Jiselenggarakah melalui sarana olah-
Tain.

Kasehal

ayat (1}
Fais alou G
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(3) Ketentuan mengenal keschatan clahraga sobo-

galmana dimaksud dalam Avat (1) dan Ayar (2)
Ullﬂlﬁnhqn dengan Peraturan Pemerintab,

Dagiian Kalima Oolas

Pangobnten Tradisional

FPoasol A7

{1) Pengobatan tradisional merupnkan salah satu
upayy pengobatan dan atau perawalan cara bafin
diluar ilmu kedoktaran dan alau ilmu @8-
perawatan.

{2} Pengobatan tradisional sebagaimana dimakiud
dalom Ayat (1) parlu dibina don diawasi untuk
diorahkan agar deopat menjadi pengobatan .lan
atau porawatan cara lain yang dapat dipur-
tanggunajnwabikan manfaat dan kesmanannya.

(3) Pengobntan tradisional yang sudah dapal A=
partanggungjawabkan manfaat dam kesmanan.ya
perlu terus ditingkatkan dan dikembangi.an

! ; unluk digunakan dalam mewujudken derajat sa-

sehatan vany optimal baogi masraunkar,

{4) Kelonluan mengenai pengebatan trodisional ne-
bagnimnno glimaksud dolam Ayaf (2) dan Ajal
(3) ditotapkan dengun Peraturan Pemerinloh

Bogian Koonam Belas
Kosahnlan Motbra
rasnl 40

(1} Keselhaton malra sobagai bantubk Khusus Whayd
kasehatan disalenggarakan wuntuh mewujudl an
‘dernjnt koesehatan yang eptimnl du1nm ling-
kungan matra yoeng .serba berutah,

(2} Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan,
kesohatan kolautan dan bowah afr, seita
peschulon kedirgantaraan,

(3) Ketuntuan mengenai kesehatan matra sebagni-
mann dimaksud dnium Avynt (1) danm Ayat (2)
ditaetapkan dengan FHrﬂluran Pamarintah.
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SUMDEN DAYA KESEHATAM
Coglan Pertamn
Umum
Pasal 40

Sumber daya kesehatan morupakan semun peranglkat
keras dan porangkat lTunak yang diperlukan sebagai
pondubung ponvelenggaronn upoys keseholan, me-=
liputi

tonagas kesehatan:

. Sarana kesehatan;

perbekalan kesehatan;

pembinyaan kesabhotbton;

pengalolnan kesahatan;

, ponelitian dan pengembangan Kesehatan.

- @ =0 ol

Bogian Kodua

Tenaga Kesahatan
fasal 50 o

{1) Tenaga kesehatan bertugas manyalenggaraknn
atau malalkukan kegiatan kesehatan saesuai du-
ngan bidang keahlian- dan atau kewanangsn
tenaga kesehatan yang bersangkutan.

{2) Ketentuan mengonni kategori, jeniz, dan kun-=
1ifikas! tenaga hkesehatan ditetapkan dengnn
Paraturan Pemorintah.

Pasal 51 o

(1) Pengadaan tenaga kesahatan untuk mamanuh i Huf
hutuhan diselenggarakan ahtara lain melalud
pandidikan dan palalihan yang dilaksanaken
oleh pemarintah dan atau masyarakat.

(2) Ketantuan lebih lanjut meangenai penyeleny-
garaan pendidikan dan pelatihan tenaga kKestv-
hatan ditetapkan sesuail dengan peraturan
perundang-undangan yang barlaku.

Pasal 652 f

(1) pamarintah mengatur penempatan tenaga. Kege=
hatan dalam rangka pemeratasn pelayanan kasu=

hatan.
(2) Ketentuan menganai penempatan tenaga keso-

hatan sebagaimona dimaksud dalam Ayat (1]
ditetapkan dengan Faraturan Pemarintah.

Posal &3 \Jr

{1) Tenaga Ilaesehatan boriiak memperolah pariin-
dungan hulum dolom malaksonakan tugas sesuai
dangan profasinyn.
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!. . (2) Tenaga kesehatan ‘dalam melakukan tugasnyan
% berkewajiban untulk mematuhi standar profest
dan menghormati hak pasien.

(3) Tenaga kosahaton, untuk képentingan pem-
buktian, dopat malalukan tindakan medis tar-
hadap sescorang dengan memperhatikan kesi-

. hatan dan keselamatan vang barsanghkutan,

[4) Raetenltuan mengonai standar profesi don hoke
hak pasfan sebagaimoano dimaksud dolam Ayet
(2) ditetapkan dengan Peraturan-Pemerintah.’
1

Posal GA LK

(1) Terhudup tenoya Kesehaotan yang malakukan ke-
ealahan atau Kelalpnian dalam melaksanakan
profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.

({2) Panentuan ada tidaknya kesalahen atau kelo-
laian sebagaimana dimaksud dalam Ayol (1)
ditontukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kaso-

h““”-{hﬂrm} :
{3) Keteniuan mengsnail pnmhantgknn;'tugns. fung-
" zi, dan tata kerja Mojelis D1Eip1iﬁ Tanaga
Kgsohatan ditetopkan dengan Keputusan Pre-
g idai.

Pasal 55 \ff

Il1} satiop orong harhuk'ntas-gnqti rugi askibat
kesaluhan otaou kolalaian yang dilakukan twu-
naga kesehatan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(1) dilaksanakan sesuai dongan peraturan
pnrunnung-undangnn vang barlaku.

Bagian Ketiga
carann Kosehatan
rasal 50 u';

{1) Surana kosehatan maliputi balai Qﬂﬂﬂﬂhitun.
pusnt kasuhatan masyarakat, rumah sakit umum,
cumali salkit khusus, proktik dokter, praktik

. doktor gigi, praktik dokter spesialis, prak:-
tik dokter giui spesialis, praktik bidan,.
toko olbalt, spotek, pedagang besar farmasi,
pubrik obat dan bLahan obat, laboraterium,
sulkaloh dan akademi kﬂ&ﬂhﬂtnn, balaj pelatih-

an-keschatan, dan sarana kesehatan lainnya.
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1

(2)

(3]

(1]

! (2)

(1)

(2)

[3)
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farana lesehatan sobayaimana dimaksud dalam
Avat (1) dapat diselenggarakan oleh pame-
rintah dan alau masyaralkat.

Pasal &7 Ur‘

garana kesehatan Dberfungsi untuk melakukan
upayn kesehatan dasar atau UpAya kesehntan
rujukan dan atau upayn kasehnton peEnun g ang.

sarana kesehatan dalam penyalenggaraan ka-=
gintan sebngaimana dimaksud dalam Ayat (1)
tetap memperhat ikan fungsi sosial,

sarann kesehnlean dapat Jjugs dipergunakan
untule Kepentingan pendidikan dan pelatihan
sarta penelitian dan pengembangan 11mu pe=
pgetahuan dan teknologi di bideng kesehatan.

rasal 5B V4

Sprana kesehatan tertentu yang -diseleng=-
gnrakan masyarakat harus berbentuk badan
Tvukoums,

carann Hesehatan tertentu sobagoimana di=
maksud dalam Ayat (1) ditatapken olah
pemarintai.

Pasal 59 Wf

semua penyelenggaraan sarana kesahatan harus
mamiliki izin.

Izin panyelenggarnan sarana kesehatan diberi-

‘kan dengan momperhatilan pemarataan dan pe-

ningkatan mubu pelayonan kesehatan.

Ketantuan mengenai syarat dan tata carm mom=
peroleh izin penyelenggaraan sarana kasehatan
ditetnphan dengan Peraturan Pomarintan.

Dogian Keempat
Perbekalan Keosehaton

Fosal GO *J

Parbekalan kesehatan yang diperiukan dalam penye-
langgnrann upayn keselinton meliputi sodiman fTar-
] mnsi, alat kosehalan, dan perbekalan lainnyan.



Masal i
(1) Pnnun1u1unp Paerbaliatan-

agar dapnl terpenuhinga
farmust dan alal

lainnya Yung karja

kosehatan dilakulkan
kebutuhan sedioan
ltesvhatan serta perbalkalan
nghau oleh masyarakat.

(2} Pengaiolaan Perialalan

- kasohatan yang bherup.d
sodiaan Tarmasi dan

7 ainl kesohatan dilaksans -
an adenygan mempogrnat $1 an pemanubian huLthu}1hﬁ.
kaimanfaatan, harga.  dan faktor vyong bar-

kaitan dongan pemaralaan penyadiaan porbe -
knlan kesehalan,

- (3) Pewgrintah wembantu ponyediaan perbelialan ko

sehalan yang monurut partimbangen diporiukn..
aluh sarann kesehilan.,

Pusal G2

(1) Pengadasn Jdan penggunaan sediaan farmasi dan
ot kesohatan dibina dean diarshkan agaq
mangygunakan polensi nasional yang lersedi..
dengon  memperhatikan kelestarian linglkunga.
hidup lermnsuk sumber daya alam dan sosio.
budaya.

{2) Produksi sodiaan farmasi dan alat kosehat ai.

ﬂ harus dilokukan- dengan cara produksi yans

- baile yong lariaky don memanuhi syarat-syarnl
yang ditetapkan dnlam formakepe Indonesin
atau buku standar lainnya dan atau syaral
Jain yany ditelaphan.

; ’ (3) Pamar intah mandorong, membina, dan mengarah:

i [eann peman faatan wbat tradisional yang dapal
| i - L Jalam rangka mowujud-
ﬂipurtuuuu“ﬁﬁlﬂw“hhﬂn o8t i :

ol derajal kesehatan yang optimal.

Pasal 63 i e

daan, pro-
formnsiaan dalam panga
(1) Puhﬂfl“:?rrrihuni. dan pelayanan sedianan far-
uuH%11 by 411 akukan oloh tenaga kesehutan
: bl hanUnrai kaahlian dan kewenangan untuk
> ranu nal
ftu. k k
. mongonal palaksansan pekarjoan ko
(2) Kaleniuw . sbngnimana dimaksud dalam Ayat (1)

. " ik :
??;“$:$E1n Jungsn Peraluran Pemarintah.
DRI Ll
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Katenlunn mangenai

- 1 -

Mmuanl G4

porbokalan kesehalon dile-

taplan dangan Peroluran Pomerinlah.

()

(2]

(1)

(2}

(al

A

/

Naginn Kelima

framb lonyonn Kesohatan
ool G5

Ponyo longgorann YRRy kesahntan dibiayal o delh
premat fnlah dan nlou musyorakat .

Pomer {ntah mombonly wpaya kesehalan yong di-
selangynrnkan olab masynrakat sosual danygan
pra e o porundang-undangan  yeng barlohu,
Larul mmo UpayD lkasaholan bpg! masyorakaot
pFanhon, :

I'asnl GO

pemar inlab menyembanglkan, membina, don mon=
doreng  jaminan pemol iharoan keseholon mugyas
roknl sobagnai cnrn g dijadikan landacan
aot lap panyelenugaraan pomel {haraan lesshalon
yang pombloyaunnya dilaksanakan socara pra=
upaya, Lerasaskan yeaho borsomn dan hoko=
Qunrgnnn. .

Juminan pemelihsrash kosohatan mosyarokal me-
ru;:ﬁlmn carn |:rrn;,.rn1:r1=ug&rnnn.pemu iharcan ka-
sohalan dan pemb iayannnya dikalola se-
cara Lerpad unlule tujuan meninghation der -
jnt kesohalel, wniib Jilaksanakan oloh 3alip
|'I-|:I1:|-'E1EIII[||IJI'I-I'¢|..

ponyelenggars jominon pemelibaraan T
mosyarakal harus borbantulk Ladan hulkum dan
memi1iki izin ppersional serta kepescertannn: a
bers! ol MARE

kalenlunn manyanal ponyolengygarasn  jominnn
pama L iharaan Lesehatan masyarokal ditalaphknon
dangan parnluran remarintah,

. Bauglun Keenam '
rangalelaon Keschatah

Pasal GT

Panygelolnon Tkosohaotan yang diselenggarakon
aloli pamarintah doan atov masyarokat dliorabkan
pada  pengombangnn don peningkaton lamompuen
agnr upaya kaosalintor dapat dilaoksonakan G-
cnro berdoyaguna dan Lorhasilguna.
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(2) Pengelolaan sonbngaimanas dimaksud dalam Avat

(1) melipuli kegiatan perencanaan, Dengorga-
|ﬁ15ﬂ51rnl. Penagernkan, dan pEngE|ujﬂ|inr1t;ng_

o sartn sumbar daya yang dapal menunfang
peningkatan vpnyn kosehotan, ;

tasal GO

Pengelolann kesabntan yag diselenngnrnkan nleh
pemer intah dilakeanakon oleh peranghkal kesehalnn
dan badan pameriniah lainnyo, baik di Lingkal rQUﬂ
sol maupun di tingkat dnerah. '

Nogian Ketujuh
Fenalilian don Pengembangan Kesahatan
Pasal: .69

(1) Penelitlian dan pengembangan kesehaten dilak-
snnakan uniuk memilih dan menetaphkan 1 1mu
pengetahuan dan teknologi tepat guna yang
diperlulban dalom rangka maninghutk?h derajat
kesahatan,

[2) Panelitian, pengembangan, dan penerapan hasi)
penelitian pada menusia sebagmimana dimaksud
dalam Ayat (1) dilakisannkan dengan mampnr-
hat 1kan norma yang berlaku dalam masyarakal ,

{3) Penyelanggaroan penclitian dan pengembangan
{1mu pengelahuan dan teknologi kesehaton pnda
manusia harus dilakukpan dongan moemperhatiban
keschaton dan kesalnmatan yang bersangkutan.

{4) Ketanluan mengenal penclitian, pongombang.ad,
dan penarspan hasil penclitien scbogaimnna
dimnksud dalam Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat
{3) ditetapkan dengan Meraturan Pemerintab,

Posol 70

(1) Dalam meloksanokan penelitian dan pengem=
bangan dapat dilakukan bedah meyel untuk pe-
nyelidikan sebab penyakit dam atou sebab ko-
ipal ion sertn pendidikan tenaga kesehaton.

) Dedah mayat hanya dopol dilekukan oleh tanaga
kesehalan, yang mempunyai keahlian don kewo-
nangan untuk itu dan dengan memparhatikan
norma yang berlaku dolom masyarakat,

(

sl

(3) Ketentuay mengensi bedoh mayal sebagaimana
dimaksud dalam Ayal (1) dan Ayat (2) ditelap-
kan dengan Peraluran Pemerintah,



(1)

{3)

(M

(2)

- o

oAl vl
PERAN SERTA MASYARAKAT
Fasal T1

Masyarakat memiliki Kesempatan untuk barpa-

ran sarta dalam poenyelenggaraon wupaya
kesehatan beserln sumbar dayanya.

Pemmerintiah membina, mendorong, -dan mengge-
raklkan swadaya masyarakal yang bergorak di
bidany kesebalan agar dopat lebih berdayagunag
dun berhasilgunn. ]

Katentuon menygenai syarat- dan tata cara peran
colrtn mosyarnhat di bidang kesehatan dite-
tupkan dengon Peraturaen Pemarintah.

Pasal 72

Paran sarts masyarakat untuk memberikan par-
t imbongon dalam ikut mepentuksn kebljaksanaaon
pamerinlah paua penyslenggaraan kesehaton do-
pat dilakukan melalui ﬂudun_ﬂﬂrtimhnn ri
Kesehaton Masional, yang baranggotakan  tolkeh
masyarakat dan pakar lainnya.

K&tantﬁun mangenai pumbantuknq‘ tugns pokolk,
fungsi, dan tota kerja Dadan Partimbangan
kesehatan Nosional ditetapkan dengan Ke-

putusan Presidan.

BAG YIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Fambinaun

asal 737

pamerintah meolakukan pambinaan tarhadap semua
ltegiatan ¥yoang berkaitan dengun Pﬂhﬁﬂ‘ﬂﬂiiarunn
upaya kesohatan.

Pasal T4

pembinoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 di-
arahkan untuk I

mawu judkan derajat kesshatan masyarakat yang
gptimal;
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2. terponuhinya kebutuhan

masyarakat nkan pela-
yanan dan perbakalan

kesshatan yang cukup,
aman, barmutu, dan terjangkau oleh seluruh la-
pisan masyaraknt;

3, malindunygi masyvarakal terhadap segala komung-

kinan kejndion yoang dapat menimbulkan gangguan
dan atou bnhaya lerhadap kesehatan;

4. momberikan kemudnhan dalam ranghkn

manun | ang
paninghalan upnyn keschatan;

5. meninglkatkan mulu pengnbdian profesi lenagao
kesahatan.

Pasal 75

Kagtentuan mengenad pembinaan sebagaimana dimaksud
dalnm Pasal 73 dan Pasal 74- ditetapkan dangun
pPeraturan Pamerintal.

Dagian Kedua
FPengawasan
Faaal T0

pamarintah imelakulkan pengawasan terhadap semua
kegintan yang baerkaftan dang?n penyelenggarann
upayn kesehnban, baik yong dilakukan oleh pemu-
rintalh inEURUN ma;yaraknt-

rasal 77

pemer intah berwenang mengambil tindakan adminiu-
tratif terhadap tennga kesohatan dan olaod sarana
kesehatan yang |un1uhuka? .un1:nﬂgarnn Eurhaqu
kelentuan yndang=undang 1ni.

Posal TH

Ketentuan mengenal pengawasan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 76 ditetapkan dengan Peratus -
an Pemerintah.

pAal LX
PPENYT LD EAN
Toassl T4

(1) Selain penyitllik pejobat polisi negara Re-
publik Indencsia juga kepada pejabat pegawni
nagari sipil tortentu. di Departemen Kesehalan
dibari wowananyg khusus socbpgai ponyidik st -
baga fmann dimaksud dnlom Undang-Undang Nome.

A Tahun 19001 lantlanyg Hukum Acara Pidan.
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(3)

i1

Lhembatan Hoagnarp Mepublik Indonesia Tahun
VBN Deawear 162 Tambahan Lembaoran Megara Re-
Ppublik Indonania Homor 42089) untuk melakukan

Hﬂnrluinfnn tindak pidann sebagatmana diatur
il am urilang-undang int, '

Penyidik sebnynimona dimaksud dalom Ayat (1)
barwdnnny

6. malakukan pemerikKsnan atas kebenaron la=-
aran asria kRetarangan tentang 1indak pi-
danog i bidang hesehalan;

b. melakukan pomeribksaan turh;duﬂ orang Yang
didugn molakukan tindak pidana di bidang
EFesohat an:

. meminta kRotarangnn dan bahan buktl i dird
aranyg atnsu badan hukum sehubungan den-qan
Lindnk pidana di bidang kesehatlan;

. melakukan pemnarfksaosn atas surat dan alau
dokumen 1ain tenlong tindak pidona di Ld-

thanyg kosahalang

a . o} akukan nnmﬁrihsaun atau penyitaan bal.an
atau barang bukti dalam-perkara tindak |.i-
dann Jl bidang kasohatan;

f. meminto bantuan ahli dolam rangka pelunk-
sanann tugas penyidikan tindak pidana di
bidang kesohatan;

g. menghentikan penyidikan apabila tidak
1¢ruaﬁnl cukup bukti yang moembuklikan
tentong adanya tindak pidana di bidaag
kesaohat an,

xewenangon penyidik sebagaimana dimaksud
datam Ayat (2) dilaksanakan menuryt Undaniy-
unidanyg Homer 0 Tahun 1981 lentang Hukum Acara

pidana.
aAall X
KETENTUAH PLDANA
i*asnl OO0

Barangsiape dengan songoja melakukan tindakan
medis lertenlu lerhadap fbu hamil veng 1iduk
memenuhi ketenluoan sebogaimana dimaksud dalom
rasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2), dipidana
dengan pidana ponjoarn paling lama 15  (lima
balas) Lohun dan pfdunu denda paling banyak
Mpst0.000,000,00 (1imd ratus juta rupiah).
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Barangssajn

g dungan  sengajao manghimpun  dana
HEE

manyurakatl untuk menyulenggarakan pomo-
Vilene i husehalan, yang tidak borbuntuk L=
duny hukum dan tidak memiliki 1z4n eparasionol
surla  tidalk molaksanakon Ketentuan tentang
jaminan  pomeliharaan kKeosehatan Mosyorakat
schagaimana dimaksud dolam Pasal GG Ayat (2)
tun Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling  lwna 1% (lima belas) tehun dan pidana
dancly po¥ing banyak Mp500.000,000,00 (11ima
ratus jukta rupiah).

Doranygsiapan dongan sengojo melakukan per-
buatan dengan lujuan komersial dalom polaok-
sanaan transplantasi orgen tububh atuu jn-
ringan tububh atau troensfusi daral cobagai=
mana dimaksud dalem Pasal 33 Ayat (2) di-
pidana dengan pidana ponjaro paling lama
1% (1ima boelas) Labun dan pidana dandn pa=
ling banyalk Ap00. 000 . L0000 {tiga ratus juin

Fergadale ).
oarangsiapa dengan sangaja

a. mengadarlan makpnan dan atau minunan yong
tidak momenulii standar dan atau persya-
ralan dan atau membahayakan kesehatan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Ayat (3);

o momplroduksi don atou mangedorkan sedioan
farinnsi barupd gbat atauv beahan aobat yang
Lidnle momenuhi ayarat fdarmakope Indonasia
dan atad buky gstandar lainnya sebagaimona
dimalksud dalam Pasal 40 Ayat (1) :

dipidana dangan pidana penjora paling lama 15
(1iina belas) tahun dan pidana denda paling

banyok np300,000.000,00 (liga ratus juta

rupiall)-

Fasnl 01
garangsiapa yang tanpa keahlian dan ko=
wonangan dengan sunga}o
n., molakukon tronsplantasi organ dan otaon

jaringan tubuh sobagaimana dimaksud
dalam Pusnl 34 Avat (1);

b. u@1nhukuu implan nlnl kesehatan sebagni-
mana dimnksud dalam Posal 36 Ayat (1);
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melakukan boedab plastik dan rekonstruksi
sebagiimana dimadsud

dalam Ppsal y
Ayal (1) SR, W4

uipfdunu tlengnn pidona penjara paling luma /
(lujuh} tahun dan atau pidana dendn palinag

ﬁ"”F“L Hpi40,000.000,00 (seratus empat pulub
juta rupiah),

{2) Darangsiapn dengnn sengoin

a.

mengambi il organ doari scorang donor Lanph
pmemperbat fkan Ykezechaton dondar den ot ou
tanpa persolujuan dener dan ahli wariy
alau keluarganya scbagaimana dimaksud dn-
laim Pasal 34 Ayat (2);

momproduksi «dan atau meangadurkan ala:
kesohatan yang tidak memenuhi stondar dan
wlau pursyaralan sebaynimana dimaksud da
lam Pasal 40 Ayat [(2);

mangedarkan sediaan farmasi dan otau alat
bosuholon tanpa izin edar sebagaimana di
maksud dalam Pasal 41  Ayat, (1):

waiywlunggarakan penelitian dan utau pa-
ngombangan i 1mu pangptuhunn dan teknoleg.
kasohotan poada mnnu5in tonpa memperhatikan
kesehatan dan kasolamatan yang bersanghkut-
an serta norma yang berlokuy dalam masys -
rnhut'suhngnimnna dimaksud dalam Pasanl 6

ayat (2} dan Ayat {4}

dipidana dongan pidana ponjara paling lama ¥
frujult) tahun dan ntou pidana donda paling banyal
Hg1¢u.nna.nﬂn.ﬂﬂ {seratus ampat puluh jutls

rupiah) .

(1l

Pusal D02

ﬂnrunasinnh yang tanpa keahlian T
pangan dengan sengaja :

il .

malakukan pengobatan dan atau peravatan
gpbagnimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4): b

el alkukan trensfusi darah sebagaimana di:
muksud dalam Pasal 35 Ayaot (1);

mu1nhﬁhhn implan obat sebagaimana dimaksul
dalom Pasal 3¢ Ayat (1);

g Takukan pokerjoaoup kefarmasian subagai:
mana dimaksud dalom Pasal 63 Ayant (1):
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e. melnkukan hedeah mayat sebagaimana dimaksud

dnlum Pasal 70 Aynt (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) Lahun dan atav pidana denda paling

banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta
rupiah}.

{(2) Baranysiopn dengon sengaja

a. molokukan upayna kehamilan diluar cara
alomi yonyg tidak sesuai dengan ketentuan
sabagoeimana dimakesud dalam Pasal 10
Ayal (2): '

bh. mamproduksi dan otauv mengedarkan sadiaan
faurmasi berupa obat tradisfonal yang tidak
mwemenuhi standor dan atau persyaratan
sebogaimana dimaksud dalam Fasal 40
Ayat (2)3

c. memprodultsi dan atou mengedarkan sadiaan
farmansi berupa kosmetika yang 'tidak meme-
nuhi standar dan atau persyaratan sebagaf-
nana- dimnksud dalam Pasal 40 Ayat (2);

d. mengedorkan sodisan farmasi dan atau alat
kasahiatan yang tidak memenuhi persyaraninan
penandaan dan informosi sebagaimana dimak=

sud dalam Pasal 41 Ayat (2)]

o, mamproduksi damn atau mengedarkan bahan
yang mengandung zat adiktif yang tidak ma-
magnuhl standar dan otau persyaratan yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
pasnl 44 Ayat (2)

dipidana dangan pidana penjara paling lamn 5
(1ima) tahun dan atau pidana dends paling banyak
fn100.000,000,00 (soratus juta rupish).

Pasal B3

ancomin pldana sabngaimana dimaksud dalam Pa=al
so, Pasal 01, dan Mesal 82 ditambah saparompat
apabila manimbulkan Tuka berat atonu sapertign
apabila monimbulkan kemat ian,

Pasal 84
Barangsiapa

1. mengedarkan makanan don atau minuman yang di=
kemns tanpa mencantumkon tanda atau label so-
Lagaimana dimnkswl dalam Pasal 21 Ayat (2)]



BT p—

= qi -

m aii
nnve1nn%5nlnhan tempatl atau sarana pelayanan
umum yang Lidik memenuhi ketenluan standar dan

nlﬁu persyaralan lingkungan yang sehal sehu-'
gaimanp dimaksud dolam Posal 22 Ayat (4);

G, menyelenyggaraokan lempal kKerjes yang tidok me=

manuhi  ketenluvan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 Avab [3);

4, menghalangi poenderila gangguan jiwn yang akan
diohnti dan atou dirawatl pada sarana pela an-
nrn keschatan jiwo alau sarana ﬂﬂ1ﬁ¥unﬂn‘hrﬂe—
halnan  lainnya scbagaimana dimaksudl dalam Pa-
wunl 26 Ayat (1)

menye lenygarakan sacand kesehatan yang . dak
memenuli persyaratan cebagaimona dimaksud da-
1aim Mianl 650 Ayat [1} atau tidak memiliki .zin
snbingaimana Jimalksud dalam Pasal 59 Ayat (1)

=

dipidann dengan pidana kurungan paling lami 1
{snlul) Lahun don alau pidana dandn paling banyak
M1 5. 000, 000,00 (lima belas jula rupiah]).

pPasal 05

{11 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
pasal 00, pPasal 81, dan pPazal 02 adalah ha-

j.nlu'l.tnl'l v

(2) Tindalk pidania sehngoimana dimaksud dalam
pasnl BA adaiah polanggaran.

Ponsal 06

s paraturan pemarintabh sebogal peloksanaan
undanyg-undany ini dapat ditetapkan denda paling
T “p1ﬂluﬂﬂ,ﬂﬂﬂ.nﬂ ([sapuluh juta rupiahl}.

pAD X1
KETENTUAN PENALIHAN
Pazal BT

S ooimid £ peraturan ﬂ'":u”ﬁﬁﬁg-undungnn yarg me-
pupalkan poroturan palaksanaan dari

L U”danu-uuunng Haomer 3 Tahun 1853 tentang M=
pukaan Apotilt {Lembaran MHegara Tahun 1953
Homor i6);

2, Undang” gndang Homor 10 Tahun 1953 tentang le=
pun juknn umal sakil-ftumal  Sakit Partikulir
yang Merapual Orang-urang Miskin dan Qrang-
orang Yang Kurang Mompu (Lembaran Negora Tabhun
1957 Homar 405
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Undang-undany Homor o Tahun 1260 tentang ~o-
kok=pokak Kuschaten (Lembaran Magara T&- 4n

2060 ) ;

4. Undang-undanyg MNomor 11 Tahun 1962 tem:eng
Hyginne Untuk Usoha-usoha Bagi Umum (Lems
Hegara Tohun 19062 Nowor 48, Tambahan Laes
Hegara Momor 2476):

S 8N

L
LrERN

9. Undang=-undang Howor & Tohun 1963 tentani &~

naga kosebatan (Lembaran Hegara Toahun A
Homor 73, Tambahan Lambnoran Hegara .. " %f
AT £ I

G. Undang-untlang Homor ¢ Tahun 1263 tontang f il
masi (Lembaran Weogara Ta_;h.ur'l; 1963 Homar R
Tambahan Lembaran Hegara Hemor 2500);

7. Undang-undang HNomor 10 Tahun 1364 tuntons b=
jib Kerja Tenaga Paramedis {(Lembaran MHeg.”2
Tahun 1964 MNomor 106G, Tambahan l:,lambur.n
Megara Heomor 2690);

. Undang=undang MNomor 2 Tahun 1966 tentong .1rs~
yiena (Lambaran Hogarao Tohun 19GG Homor . Z.
Tambahan Lembaran Nogars Womor Zo04);

| Updang-undang Homor 4 Tahun 1966 tentang g
sehatan Jiwa (Lembaron Negara Tahun 1966 fiz. &7
sg  Tambahan Lombaran Hegnrad Homor 2005)

pada saat diundangkonnya undang-undang ini me O
tnt.un hariaoku, sapanjang tidok bertentongan '
atoau balum Jdiganti dengan peraturan yang = -
bardasarikan undang-undang fni.

raznl OO0

(1) Dengan harlokunya undong-undang ini sar ¢ @
keschatan toartontu yang diselenggarakon & =7
masyaralkat yang bolun boerbontuk bodanm- he. &%
sebngaimana dimpksud dalam Pasal 50 Ayat f '
tetop dapat Inu‘lnltsnua'lnlnrl Fungsinya samjini .=
ngan uiscsquihnﬁ bentuk Ladan, hukumnya.

(2) panyesuaian hentuk badon hukum sebagairm: " &
Jdimnkzsud dalam Ayat (1) wajib dilaksana- s+~
salambat-lambatuya 2 (dua) tahun sejak ta ;-
gal mulai berlakunya undang-undang ini,
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DAD XI1
KETENTUAN PENUTUP

Posul 09

Dengan berlokunya undang-undang ini, maka

1.

Undany-undang Nomor J Tahun 1953 tentang F.m-

buknan Apotik (Lombnren Megara Tahun 1553
Homor 10);

Undany-umdany Homor 18 Tahun 1953 tanbtang 1'e-
nutjulinn Momah Salkil=Mumah Sokit Partikuorir
fanyg  Morawal Omanyg orang Miskin dan Orang-
orang Yoeng Kurang Mampu (Lembaran Megara Tavun
19453 Homor 40}); 4

Undang-undang Homoer % Tahun 1360 tantong o~
kok-pokok Kesohaten {(Lembaran Negara Tahun
1960 Momor 131, Tambahan Lembaran MNegara Honor
2068 ) ;

unﬂnng—uﬁdang Hamor 11 Tehun 1982 tontaong
Hygione Untuk Usnha=usaha Bagi Umum (Lemboran
Mugara Tabun j9G2 Momor A8, Tembahon Lomboran
Megara MHomor 2475);

Undang-undang Homor g0 Tehupn 1983 tantanmg Ta=
nugﬂ‘ﬁesﬂhutnn {Lembaran HNegara Tahun 11G3
Momar 19, Tambahan Lembaraon Megara Nomor

25701} ;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1863 tentang Far-
masi (Lembaran Hegara Tohun 1963 Nomor i1,
Tambahon Lembaran Negara MNomor 2580);

uUndung-undany MNomor 18 Tohun 1984 tentang ﬁn-
jibh Karja Tenaga Paramedis (Lembaran MNegara
Talhun 1964 Homor 106G, Tambahan Lembaran Hugara
Nomor 20690);

undang=-undanyg Nsmor 2 Tohun 1966 tontang Hy=-

givne (Lembaran Hegara Tahun 196G Nomor 2,
Tambohan Lomboran Hegara Nomer 2004 )]

undang=undanyg Hemor 3 Tahun 1966 tentang ne-
saholun Jiwn (Lembaran Negara Tahun 1508 Nowor
23, ‘tambohon Lemboran Hegara Nomor 2005}

ﬂinyiinhuu lidak Lurlaku logi.
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BAD X11
EETEMTUAN PEHUTUP

Posal 09

pengan berlakunya undang-undang 1ni, maka

1.

Undany-undang Momor 3 Tahun 1953 tentany Fam-

bukann Apotik (Lambnreon Megara Tahun 1253
Hamor 10}

Undang=-undang Homer 18 Tahun 1933 tuntong 1'e-
Ao julinn Mumah salkit=-Mumah Sakit Partikulir
Yang HMarawal Oany arang Miskin danm Qrmeg=
erong Yeng Kurany Mimpru {Lembaran Mogara Tanun
1953 Homor 40); '

undonyg=-undang Nomar 3 Tahun 1960 tentang l'o-
kok-pokok Kesohatan {Lembaran Hegara Toaliun
1860 Homar 131, Tambahan Lembaran Negara Hamor

2068): .

undang-undang Nemer 11 Tahun 1862 tontnong
Hygieno Untuk Usaha-usoha Bagi Umum (Lembaran
Mogara Tahun yug2 Momor 40, Tambahon Leomboron

Hegara Homor 24715);

undang-undang HNomor 6 Tahun 1963 tentang Te-
n 5
ﬂg-HESUhﬂtﬂﬂ {Lembaran Hegara Tahun 1HG3
na

! or 19 Tambahan Leombaran Hegara MNomor
Hom ]

2576);
yndang-undang pomer 7 Tahun 19263 tentang Far=
" T

asi (Lembaran Megora Taohun 189863 Nomor i,
mas ‘
Tambnhan Lumbaran Negora Homor 2580);

yndang-undany Homor 108 Tehun 19064 fantang ﬂuv

r 3 1

iy Kerjo Tenogd paramedis (Lembaran Hogara
1 -

i hwun 1064 Howmor j0G, Tambahan Lambaran Hugars
ah .

Homor 269005 ..

yndang=wndany  Hamal 2 Tahun 1366 tontang Ily-=

givne (Lembaran Megora Tahun 19G6 Nomar 2,
T ambaliu Lombaran Hegara MHomor 2004);

undang-=-undanyg Homer 7 Tahun 1966 tentang ie=
sgholun Jlwn (Luombarnn Hegara Tahun 1308 MNowor
23, Tnmbahnn Lembaran Hegara Momer 200%5)

uinfaEahun Lidak Lerlaku 18gi.
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Undang-undany ini mulai berlakue poda tanggal
diundanykan.

Agar sebtiap orany mendelalminya, memerintahkan pengui.-

dangan undang-undang ini dengan pencwmpatannya dalam Lembar:n
Nagara Republik Indonosia.

Bisahkan d1 Jakarta
poda tonggal
I"MMESIDEH REPUBLIK IMDOMESIA,

S0EHARTO

piundangkan di Jakarta

pu'ﬁa tangoal

MENTERI/SEKRETARIS MEGARA
T REPUBLIK INDONESIA,

. MOENDIONG

rrrrrrr

LEMDAMAN HEGAMA REPUBLIK INDOMESIA TAIUN .... NOMON
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PEMJIELASAN
ATAGS
UHDAIG-UMDANG EPUNLTE TNDOHESTA
HOHOR .4 . TAuN LTUE

C TEMTAMG

KESGEINATAH
uHUH

Cito~cilta bongon Indonesia sebagaimann terconbum delam
Membuthaan Unidoany-Undang Doasar 1945 adalah melimcdungi senu-
nnp bangan Indonnasia dan soluruby Lumpah darah ITndanasin ilan
itk momajulian kesejnhterann umin, mencardashan kahidupan

bongsa, dan fhul. melaksanakan kelartibon dunia, pordomg an

abadl, dan hoadilan sasinl.

Dolam rangha mancopal c¢ito=clin bangsa Lercobul lae-
lengygnraknn  pembangunnnm nasfonul disemnun h1du|1u.hehltlu||nn
yang harkes Inambungan  yany merupaksn suatu ranghn ban geom-
hangunan yoing menyeluruh, Lerpadu, dan terarah,

rembongunan  kesehatan sebagal salah ralu upaya pon-
Teanpangudninas nne fannl diarahkoan guna Lercapainys hesadaran, oa-
AU, dan lomampuan untule lidup sehal bagl sol iap penda lul
ngar dapnl moww judknn dacrnal kesobalan yuny el imnl .

pembangundn  kesehatan pada dasarnya manyanyhul s
apyg i lehidupnn, balk Fimil, rumﬂ.:ﬂ_ maupun soslal ahonosei,
pptom purkembsngan pombangunnn keschatan Galum inl.l-fslnh
Ler jadi perubahan orionbosi, baolkk LaLa nilai maupun pemf=
tran Lerulnma mengenni upaya pesecabon masalah di bioang
wesuhntan yang dlpengaruhi oleh palitik, ekonomi, sonial
hudayn, porblnbanan tan keamanan serta {liu pangelahuan, doan
Laknnloul. prarubahng orientasi torsebub alken mempeognn uh |
proses  penyalenggarnan pembangunin kosehaton., D samp ing
ol cornebut dolnm palalksnonnan patmbsangunan kesehabon perlu
memperhalihan jumlah panduthik Indonesgia yang boesnr, Lardiri
dori berbagal suku dan adal isliadat, menghuni ribuan pu-
1ou  yiny  Lerpancar=pencar dJdengan Linghkat peomdidikan don
apsial  yang beragam.
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Panyelenygaraan pambangunan kesehakarn 1
kasahatan d e it i
an sumbar dayanyn, harus tilakulan secara La
1A 3 iy
padu dan berkesinambungan guna mencapai haail yang optimal
Wipreny 5 .
paya kesehaban yany semuln diblbLikbarathan patn upaya
nenyembiilinn pender ibn secara berangasur-angsur berkembany ke
aralh kaLberpaduan upays kasalisbon yang menyelurul, Olah hka-

veana (Lu, peambangunan kesaboban yang nanyangkul. upaya pa=

ninghatan koseheaton {(promotif), pencagahan panynkit

{preventirf), penywmbuban penyakil (huratif), Jdan pemal ihon
hesohatan (rehobillitatif) horus «dilakeanakan secara manysa-
Turaly,  barpade dan berkas Inambungan, dan diloaksanakan ber-
eama snburs pemar Intah dan mosynrolatb,

raran oerln akbif moaynrakalt tarmasul gwanaln pearlu
diarahlenn, dllbina Jan dilembanglan sehingga dupak e Tolialian
fungsi dan tangguny jawal sosfalnya sebagal mitrn peme-
rinﬁMw. paran pamarintah labilh dititikbarallian padn  pem-
Linaon, pangaburan, den pungowaann unbuk Larc pLonyn prama=
raLaan paloyanan ftannhalan dan tercapainyn kondisi yang
sornsl dan noimbang anbtora upoys kesehatan yuhd dilak-
eanakan olah pamarinhah dan masyarakat termosult awasla.
Fogwin J 1 lan bk me Talukan pemeratuan dan peningkotan
paloynnan kesehalnn bagl meluruh laplsan masyarakal., Latep
men jod | pungounyg jawab pemarinloh.

}l:.ralml'hi‘m”““ peymlrangunnn diverbagal Lidany dan kae-

Juan {1y 4".H_,,,.,u,_;,1;;;1.1-",.|:|.n||. dnn teknologl  telal maningkblan
A

tonf kasejnhLerann masynrakat dan kesadnran akan hidup
o : :
nat. Hal int mempengaruh meninglatnya kebuluhdn palayan=
sehak.

pgmnruhﬂﬂ“ yang mancakup Lanags, SHUand, dan

pail Jumlah maupan wmaku,  Karenn  iLu dipariukan

any o
|}I'n5nrnnn
pcngnturun unk
pelayandi jeoahaban.

ult nl.-aHnd'Ll“Ui pemberi tdan penarima Jasa .1h1G

e ranuke wamber fkan kepastion dan perlindungan hu-
i

ik H“H.:|,LU|.41|.I|..:L|_1.. pwenvgarabibon dan manilie § danar hagt

b urif. -
Jurtsalbnn el iper luleeny perangkakt hubkum kesalinLon

preymlaey pyinnaan

1) J fpan b g i pembned Jivin pelayanan koerchnblan,
g i

et
Vit pamh inaan prame - Bkab, pelaksannan hulim tdiberlal ukan
; -

dary m imeman han il produksi rumah Langga yang mosih



Setara berkaha,, Peernmghnt ik

e f Ay leng i kembian g

Cerjadi dalam kurun
UniLule Lu

Learzabuk handalnyn dapat
rang miahin komplehs ¥ihi
Wil L mwendlatang,

narlu PeEOYOampUrnian dan
RITTEENATY Yoy sudah pgdng

all
g alcan

renglntegrasian IMaranykak

R HA T lel.:nu-mulnng il diacue tantang

o ansua don Lujuan ying menjadi Yandasan don mombior- i
pembanguiin . Kesola ban

irah
yang dJdilaksanakan molalui Wiy
kesohalan unbulk men inghalkan kesadaran, kemauan, dan ho-
mampywan hidup sehal bagi vrany sehingga terwujud derajat

kesahalan masyarnkot yang optimal tanun membadal an
shabuy sosinlnya:

2. hak dan kewajiban setiap orang untul memperolal dernjal
keschalan yang aptimal sorta wajib untul ikul Ges ba
di dalam mumelihara dan meninghation derpjol kesahalan:

#. Rugna dan Langgung Jowials paomar inbah peda dosarnya odeo el
mangatur, membing, doan mengawas! penyelenggaraan Lijpaya
kesehatan. serka manggerakian peron serta masyarahab:

4. upayn kesohabon dilaksonukan cecarn menyeluruhy, -Larpe-lu,
dan berkesinambungan molalui puouvlelialan peninglatan no-
aghnlan, pencagolsn penyal 16, penyembuban panyakiL, .

pemitihan hesehalang

5, sumbar daya kesabalan sebaygai pendulung []HI1¥B1?HUE?‘H'.‘:&1H
upnyn kesehabon, harus Lelap malaksanakan Fungsi non
Languung Jawal sosialnya, dengnn r.mnuﬂrtinn- bLalhwva sar.ana
@ layanan kesehatan harus tebnp memperhabikan golanyan
mosyarakal yuny feerang mampy don Lidak semaba-maln wmen=

carl keunlLungan;

katantuan pidans unbuk mal indungi pemberi dan penerima
sta pelayanan lkesehaton bila Lerjadi pelanggaran ter-

hadat l||1|inr'|i]‘1-“_“|'""ﬂ ind.

Undang=undang inf hanya mongaltur hal=hal yrang barsifat

Kol sadanyglan ¥ang harsifToal, teaknis dan operaocional
[rirleit

L
diotur dolom raralarnn Poamg inbah doan peraluran poliok-

sanann lainnyn.



LI. I"AGAL DEMT FPASAIL

frazal |
fuakir 1

Culiup Jelas.

nukir 2

Cubktupy jolinsa.

Putir 3
Cculkup Jalas.

E.u'LLr 4
Cukup Jalns.

putir 5
Cukup Jelas.

gutir O

culiup jelns.
puLir 7

cukup jelas.

1_]1,:1.1 0
cukup jelns.

putir 2
culkup jelas.

putir 10
cubup Jjelns.

putir 11
cubwip jelns.

putir 12
culup Jjrlds.

-



Bukir 13
Cubup Jelas.

AuLir 14

Culiup jelos.

BubLir 15

; Culup jelas.

ra

Naaol

Pembinngunan kesehaban harus memperhbatikan berbagal asas
¥ ey mamber ilkan praly pembiangunan kesehakan, o dilal-
sanohan melatul upayn IR eahagni herilul.

n. MASOS perihnmnnuaiuﬂn ¥ g Lerdasarhian Keluhanan Yang

k Moo Emo hararti Lahwa penyelengyaraan konehinlan ha-
s ditlantdas | atas pnrihﬂmHHUﬁ1ann yang perdasarkan

katuhanan Yong Haho Eai dongan Lidak mambiocln-hadakan

ynlongan, Bynmn, thin g,

3. Asas wmanfoal porartl member loan manfanl. yang sehe-
i =D ar nyn hnui_humnnusinnn dan perikehidupan ynng

aahink baul P T Y HO LU DL

m. Ashs  usnbi Leregani  tlan [epefeis Tumrgann feeroae i Defifeed
pnﬁruﬁpnﬁunrnm1 faoehinlan (i Tnksanalkan malalui hke-
g intan  yand ditakukan oleh selurub laplaan masyn=
rakak dan Jijiwai olah semangal lele luargunn.

i & d. hsns gl dan meralo werartl hahwa panyelenggaraan
wasehatan hurus dupnt mewbarikan pelayanai yang adil
dpay mars ke apada sopenal lapisan masyarnhalk dengan
yioys yeng terjangkat oleh masyarakak.

ki |mrilmh"l‘!"-’f-‘“”' dalam koseimbangan herarli babwa

i
HE”fn1enuunrnnn kanahaktan harus dilaksanakon seims
i prLinn [eeppratn b i ngan Pl iw Telu tlan muﬂrﬁrnunL.
3y anbira Figilk dun il , anbara maberial dan

ap bl i I .
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Asas kepercayann pada kemampuan dan kekuatan sendird

berart.i Lahwa panyelenggarsan, kesehoton harus ber-

landaskan poada kepercayaan alan kemampuan  dan hke-

huslLan EEpdir1-dnnunn mamanfaatlkun potenni nasional
saluas=Tuasnysa.

Masal"™ 3

Mo juditan  dernjak lonahntan masyaralab nilalolh upaya
untub  meningkalkan keataan kasehakan yang lahih' bafk
dari sebelumnya. Derujal keschatan mpayaraknl yang
opllmnl  adalah Linglnt lomdisd hesehakban ynng Lingol
dan mungltin dapok dicopni pudn suatu snal gesuni dengan
kandiai dan situasl sarkbn lomampuan yang nyaka tlnri se-
tinp orang atnu mosyaraknt dan harus galolu diusahakan
peninghatannya necard Larva manerus.

p5531 ah
culiup jelns.

pospl D
cultup jelas.

pasal 0 ' J
panye lengoarsal upays koaahakan filakulkan sechra serasi

oy e imbang alaly pemerintal dan masyarakat Lermasuk

swastn., AUDT penyelenggarann upaya lkesohatan itu Lers
Bhasilgund dan hardayngunia, maka pemerintah periu
menga b, membina, dan mengawns | bailk upayuhya IRELIRLT]

: sumbar dnyanyn.

pasal T

upnyh keschalkan yany moratn tan terjangkau nloh ma-

arnint peinlah marnkn  dalom arl.l taraodinonyn sarand
Y

e1uyanon ¢ aaluruh  wilayah sampai docrah Lerpencil
1

ang  mudol d | jonghkau oleh soluruh masyarakak, hermasul
¥

Faleir miskin, srang Lerlantar, dan orang kurang LU L



PFoaal 0

Maran nerbta masyorakab dalam ponyelenggarann koasehaban
Lermanok  pembinynannyn pariu digaraklen dan diaealil o
sah longys dapak becdayngunn dan berhasilguna, denygan
mempariakikan fungsi sosinl don hnﬁahﬁtan bagi masya-
Fakat yang furang mampl.

Pazal 9
Cultup Jelns.

. Pasal 10

Mosynrakat. diartikan npersoorangan, lkeluaryn, kealompohl
masyuralal.,, dan masyaroaknl secara kasaluruban, Dalom
pengerltian pencegohan panyak it sudah tarmaosul prn-
barpnlasan penyalit, ynng moripalion wpayn aipe Loale o=
ngurangi Jumlah pendarita atau kematian akibat o=
nyakit bartentu,

rasal 11
Ayat (1)

Panyu Tanggiaraan uphyl woonahoban yang menyeluraly,
terpadu dan herloesinaunliingan yang dijabarkan kadnlam
kegiakbnn poholk mErupsakan upaya gntulk mumacohkan
parmasnlahan kosehatan yany dihadapi.

payak (2]
culiupn JE'1 fs.

. Panal 12
aynt (1)

wa tunrga sohal, kecil, habagin, dan sejahlarn adaloh
o Tunrgn ynng Larhentalk herdasarkan alas o ke i nRn
yong anh, minmpiy maembor fkeliddupan spicitunl dan ma-
Eorial ¥ Tayak , borkan«a kepneda Tubimy Yong Hohn
Exa, mami ik hulsmgan yang gsarnal, salaras, dan se-
fmbang  ankar  angaobn kanlunrgh dan antarn kalunarga
(hEmeyad pinyhrmlknt ckan Tinglkunganny s, faiginn jumlah
annk  yand filaml unhub mawe judiken  heas johtorann
tahir don bakin.

-



Avul [?}

Kesehakan keluarga dalom pasal inl dimaksudkan bLulon
hanyn ditujulan kepadn kaschaten suami  oakau {strd
gaja, noaman juga o] Ligiukam kopada keschalon pasivegan
gsuiml  intri ;uﬁuf tergipho kalunrga sehab doan b=
monis, Anggola koluargn lTainnye adaleh setiop orieng
yaunyg Linggal syrumnah dengan haluarga Lorsabubk,
Bailk yang mempunyad hoabungon darah maupun il

Pasnl 13

rangaburan kelahlron murunuﬂwn sualu upayn bagl pa -
asangan suami iskrl unbulk merencanalkan jumlab fddad
annk, jarak kelahiran anask, dan usia ideal perckawinon,
perkbn usia ideal wnbul malahirkan aneknyn ongar dapat
hidup sahalk.

P

Pocal 14

raktrl sobagai dbu mempunyial porunan yang [Fanar-  calom
moraval,, mendidi, o dan membosariion analnys., Gioh oa-
ronig btw tlpor Tukan poningkatan kasshatean ibu yany wmo=
Vipubi badk dalam masy prakehami Yan, kehamilan, prer=

ealinan, nascapersalinan, masd dituar lehamilan, lan

perasalinan.

Pasal i
ayabt (1)

o

Tindnhkan metis delam  benlul  pengguauran  kandungen
danuan alanniy  apanin, dflurmnﬁ karena berLuntangarn
dungan  horma hukum, porma agama,  nori kegusilaan,
dan novin kesopanan. Hamu, dolem leadann darurakb
pebagni upaya menyslamaklon Jiwo fbu dan ntuu Janin
yang U ikandungnya dapat diambil tindakon medis Ler-

L L.
Ayat ()
putir <
Tndikasi medis sdalah sunku kendisi yany benar-
pennr  mangharuikan elimenbiil Lindalan muedis

tortantu, nobuly Lanp:d gindahen mmlis Lerkentu
iran,, tbu hami) dan Aoy Jandinnya berancam bohayno
ko



Butir b
Tenaga kasahalan

yanyg wdapabt malakukan Lindakan
medis

: torlanku ndaloh tenaga yang memiliki
keahYian don kowepamgon unbulk melakokaniya

yulbu seorang doukbor alili kebidanan dan pooyaki
lkandungan.

Subizg Tum woelakulan Lindakan medis tertonlu Lanaga
wenahabon barus terlebih dabulu meninta [aar b im-
boangan kim ahli yang dapal Lerdiri dari mrboagad

bidong sopert? wmedis, agoma, hukum, dan peikoloyi,

futir o
Mok utsma unbuk momberilkan persetujuan anda pada
ibu hamil yung burganghutan hecunli dolam ke-
addaan tidak sadar atau tidak dapat momber ikan
persabtujuannya, dapal diminta dar] uwuanmi akau
kaluaryganya.

 Dutir d :
sarana lunehakon tert.anky adalsh sarana asm=
(RELR A Th! b LI peonvh ¥ EIT Lanaga dan pernlptnn  jong
momada l  unbuk Lindakan  terselbub dun holah di=
Lunjuk oloh peaner intal,

Ayat (3)

palam Peraturian pemel’ inlah gebagal pe].n'l;um-l.;mn dar
paaal ind ebigabarkon anbara  lain mengrndl e loan
cdarural dalam ‘menyee Vima Ll jiwg ibu hamil tlan .|l...m.|
Jan by, Lafnga  kotehilan yang mempunya i lentlinn
o luewonanghil, Lyeery Lule prisrse b jusn, donn snrena | use-
pakan yeng el | Lunjuk. .

‘posal 10 '

Aynk (1}

" yika secars medls Japat dibuktikan bLohwa pasungan
quomi  istri yahd sult benar-benar tidok tapal mem=
e tih KalLurunan secara wlami, [OSINGHH suami fabri
Laraobnb dopnk malnkulan  kehamilan diluar care
nlomi sobmgal upays terakhir malalul i lmu panyuLanu-

apy dun teknalod i Tadukberin.

Aayal (2}
el aksanaan ppays kubamilon diluar cuva alumi harus

L
i 1akukan gnauai tongan worna hwliuim, narmo Drpama,

porma resutt | |pany dan norma hesopanan.
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Nutir n

Cultup jelne

MNukir b

Cultup Jelan .

Mukir ¢

narnny Wesuhatan Lertentu adalah sarano |e-
uehatan yany memiliki Lenagn dan paralaton yang
Lalaly momenuhi persyaratan unbul panyalelig-
garnan upnyn kehamilan diiuar cara alami ilan
ditunjuk olah pemerintah.

Ayak (3)
Cculup jelas.

p-ﬂﬂ-ﬂl] 17 ¥
ayal (1)
Culup jolas.

ayal (2]
Upnya  peningkatan  koesehalan anak  dipariukan  urbuk
mangatnsi permicalalin pesuphoban yang khag padd wonsa
per Lumbuhian dan perkembanyin gnak sejak masih d.dam
panslungan, masa bayl, maso balita, usia prasekorah,
don usia ueknlab. Ul memgabas | moesalab hugelolan
anal dapalk dilakulknn upays misalnyn pancagahan
nenyakit dangan cara pemberian pengebalon, upaya

saningkatan gizd, dan upayo bimbingan lain.

pasal 10
Ayat (1)
culyup jelns

hynl (2) .
gankunn pﬂmﬂr1ntnh barupa penyediann sarony dan

“ruanF“"“ R L 1ain dapak beoerupd penyeldisoan Lom=

. ok al.au paralaton serba tenaga kesehatan ativ pes=

ranghal 1oin yany dapal mendukung peninglalun ke=
sahalun walunrgs, miselnya dangan informasi dan

¥

n“”hu:'lj s
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Pasnl 19

Ayat (1)

Mapnustia usia lanjul adalalh seseorang yany karana

usionya mengniami parubahan biolegis, fisik,
Hﬂjiwnnn, din nosial. Fnruhnhanlini alvan memhar ikon
pengaruh pata seluruh nepel kehidupan, Larmasul ka-
sehatannya. Olah karena itu, kesehaten manusia usia
1ondut parlu mendapatkan perhatian khusue tlangan
tetop dipalihara dan ditingkathkan agar galoma mung-
kin dapat hirdup BeRCarn produktif sazual fdongan huw
mampuannya  sehinpoe dapatb {kut serta barparan akeif
tinlam pembangunan.

ayat (2}

Danbtuan unbul manusla usio - lanjut berupa penyediaoan
renaga, sarana, dan prasarana keaehalnn yong di-
Tokulian sncarn , Ler integrasi melalui kegidbtan lomu=
nilknsi, fnformasi dan afdulknsi, pelatihan, glan poln=
yanan kesehaton yand disnlenggarakan eleh masyn=
rakat atnu pemarintah.

L]

Paznl 20

ayat (1)
rarpanuhinya wobublihon olzi adalah pemenuhan gizi
ying num1muﬁﬂhnul Lubwth seling Irilividu untule me=
malipara lesehdlannya senuai kebutuhon yang dli=
pn jurkan, yang didannrian pada usia, jm-iﬂi katoming,
dan stalys kagahabonny . Penyelanggarain porbaikan
gizi ¢4 Talwlean melnlui horbagal kegiatan untuk me-
manuli i abutuhan gizi porsecrangan, talompok atau

masynrakal.

Ayak (2)
atatus gizi pdalal Linghat keculupan gizi  sesenrang

yung sppuni tlangan jenis kelamin dan usianyn.

putu gizi adnlab nilad gizi dari bahan malinnn ntau
mallanan yRNg ditingkotknn nilainya, bail molinlufd
a1ahan Lrﬂuqﬁiunn1 (manual) maupun malolui
pabr L [rﬁrtlr!hu511.

o lahan



Giz1 salahn Lmn1nunr1t{nn} ndalah hkendean atau
kondisi tubuh seseocrnng akibat mengalami

kekurangan
atau kelebihan gizi, karena proporsi gizi yang di-
konsums i nehari-hari Lidak seimbang.

Pasnl 21
Avat (1)

Agar masyarakobt terhindar dari malkanan dan minuman
yang dapat membahayahknn hosehalan, pemorintah mono-
taplkan standar dan persyoraban kesehalban agar ma=
lkanan dan minuman yang hersanghkutan asman dan loyak
untult dikonsumsi oleh masyarakol.

Aynt (2)

Molanan dan minuman yang dikemas sdelall makanan dan
minuman hagil produlesd perusnhaan yang Largn lang
industrl borskala besar dan bidalk termasul hosil
fndushed koell  atou ipduntei rumah Longgo.  Dengon
(lem Iyt e indunbri kocil, abkou induskri runanh Lanoggn,
Latlk yang menggunakan meralt dngang mnunuT Lilvak,
bolum ¢l ikenakan sanlui pidana sebagaimona el toantlkan
gdlalom undang-undong ini.

pamberian tanda alau label dimalksudikan agar _mTﬂya—
rakat mentlapakb fnformasi yong henar tentnnq isi ddan
pnsnl Lahan ¥ang dipakai.

pubkir B L

oahan yany i paleod maliputi bahen pokok, lahon
tumhahan, dan bahan panolong.

putir h. _
gomposisl hahon pdalal jumlah sebiup bahun inlam
makanan ean i nvwme ¢ iwmakaud.

- Butir ©
Ketentuan tanggal, .bulan, dan tahun khadaluvarsa
doninm ayab ini dimakaudhkan agar malkenan dan
minuman yong haoroanghutan digunaknn schulum
canggnal, lan, tlan anun yvang diea.s Lo dalam
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iabel. Tnngyal, bulan, dan tahun kafdnluwArsa

tidak cdiboriakulhan unkulk makanan dan minuman
yang tidak mempunyal batas walktu penggunaannys.

Outir d

KetLenbunn 1ninnya misalnyn pencantuman kata abau
tanda halal yong menjamin bahwa makanan dan
minuman dimaksud diprodulsi dan diproses
dangan persyaralon makanan halal.

GEauR

Ayal (3)

Untult malindungi masyarnkal., parcdaran maknnan ihan
minuman hasil Indualri bharshnln heanr  tlengnn mang-
gunphkan telinologi maju yandg tidals mamenuhl ketonluan
atandar dan atnu parnyarnban ‘koschatan ilarnng
parcdarannyn. Maltanan dan imlnuman  Yang clipradula i
masyarnakal separti {rndusnrd rumah Langond aclaiah
panygraj in makanan dan minuman yang masib dalnn taraf
”nmhﬁnnan glan penygaWnsan par T dibaraplan  ar=
syarabtan ynng manyanghkulb keahersihan don giinitnsi
ngar Eldnk narcaemir haboarnn, Jnond Fanih. rhaarn Tsabnn
yon parlnhayn. Hbkanan oy minumin,  yong e iproduksi
alah masyaralnt soparti fndusktrl rumah  LAAGUR,
unnurajiiilﬂﬂhﬂnﬂﬂ dan minuman, healum dikonakan
annka i pirana acbnga inann diLentulan dalum undnng-
uindang ini. romar inkal mengharushan prodisinn gkl
mennr i dar i paredarnn, madennan dan minuman yani

dilarang norka mengawnsii pelaksanaannya.

ayat (4)
pukup Jjalns

pasnl 22

ayat (1) ; :
kasehntan 1ingkungan disalenggarakan nnbuk, mawu=

Judlan dernjat lesehalan masyaralkat ymng optimat,
yang elapink Jditlalkulon, ankara 1ain, melaiul pening-
latan annitasi 1ingkingan, baik pada 1inghungan Lem=
o paupun burhatdap bentuk atau wujuld sal-
stantifnya yand harupa Fislk, kKimia, alii hinlogis,

L]
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Lermasul perubnhan perilahu. Huatiuag Tingkungan

yang EFhHL adnlah hkeadaan 1 inghungan

yanyg . bebas
dari riasiko

yoang mombahayahkan hesashatan dan kesa-
Tamakan 1 ldup manuain,

Aval [(2)

Tempalb wmum sdalah, misalnya,
g, porbokoon,  bloskop, doan
Jonis.

hotel, Lterminel, pa-
usoha-usnha yuny so-

Linghungan pemuliinan wdalah misainya, rumah Lingunl,
aparnmn, Llou yong nejenis,

Linghungan kerJa misalnya perlkantoran, kawasan in-
dustri atou yang sejenis,
Angluten umum adalah misanlnya, kendoragn darat,

Yout, tlan intara yong dipergunaken untul umum.
r

Lingkungan lainnya adnloh, misalnya yang Lorsifat
Cratis Enriﬂl't'l 1ingkungan yeng berada doliam hepdanon
dprural, huuunu;.'pnrninunhun preendudule ffﬂhrﬂ Uf“ﬂr‘
pesgron, roakltor, abou Lewpal. yang barsiluk khusus,

nk 13) : - 5
" [ ahiatan air mael fpuk i pungamanan dan pana ok i
LA LLE L : : i i
Vi i unbule burlbngad kebutuhan  diw helidupan
funri At i
mantisia. i . : nakbopan
panyehaton udara meliputi penyamsnan dan peneta)
e < ) '
1itas wilara, miaTnyn menyanghub poluni udaro.
TR R

. Jimbah podot, limbah coir, don 1iwboh gas
l-Jﬂﬂl;mIm:;.ﬂ'ﬂ”"|||||l.:|.|'4.1 Takn, pongamsnon torhasng Limsh
|u015"”'1“““] dar | rumalb tangygn, industed,
yuny hdr: cntloal, nntare l1ain, Lerupa pongamanan
Fﬂlmummld::mun sLundur ponggunaan alob yong wang-
sk uf::';nh randloakif, gelembiong ealaklro mognokie,
:::Llrh Loyangan tinggi, sinar inframersh atau

ulravieleb.
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Pengomanan Lerhudap kebiisingon dapat merupakun peng-

pbturan terhadap ombang batas bieing yanyg dapat

mangyganggy hesuvhatun monusia, vapert! bising posowat

suparaanilk, Lining proses produkei di pobrik, den

oabapga inya.

Pengandalinn vaktor ponyokit merupakan Lindakan pa=
ngendalian unbuly mongurangi |, atau malenyopkan pgang=
guan yoanyg dJLimbulkan olah binatang pombawd pe-
nyakit, seperti serungga {nyamul malaria dan nyamk
damam bardarah), binateng pangerat (roden).

Ayat (4)

‘Tempal atau sarana pelaysnan umum Yang wnjilh monye-=
lenggarakan 1ingkungan yong sshat adnlah antara
lain, tompat utou surans yung dikeleln socuri o-
mareinl, memiliki risike bohaya kesehatun yang
tinggi, bempal pelayanan yang memniliki jumlah Lenngh
karja tertenlu, Lempat yang mudah torjanpghkil pa-
nyakit, alnu tampal yang intensitas jumloh, ©an
walktu kunjungnn tingol.

ayat (6)
culwup Jjelas

Pounl 23

Ayab (1)
Kasehalar kerja diselengyarulun ogar gatiop pukerja
daput hakerjn saeari sehal Ltanpa mamlahayekan diri
gandiri dan magyurakalt cukalilingnya, ouar tinarolah
pruduhtiViL"ﬂ karja yany pptimal, sejalan dangan
progrom parl indungun Lenads hmrjg.

Aynt (2)
Upayd popohntun kerjo pudn hakikatnyn marupalian pa-

pyaragion wonpasitea kerja, beban kardu, dan 1ing=

pungan kerjo. ) X

Fg1nyunuu.husahutnn kerja adalah paluyanan hesehatan
yani dibarikan hapacda paharja sosuni Unhuun ja- -
minan soninl Lunaga h?rju dan moncakup upaya
aringkatnn kasghatan, poncegahan ponyakit, ponyam-

i .
Lo “nnynh1t, dun pemulihan tasahakun.




Syaroal,  loosedso Gy

kerjo, moliputd persyaratan keso-
hatan pakerjo hoilk

Figik meupun peikis seeuai deangun

Jenis pelaerjaonnya, persyarotan behan balu, peralat-

on, dan prasen hdrjn sarko persyaratan hompat

pkau
linghungan kerjad.

Ayat (3)

Tempat kerja adaluh tompal yang terbuka atau Ler-
tutup, bergerak akou tidak bargeral, yang dipar-
gunakan untulk memproduksi barang atau Jaaa..u}ﬂh
satu akau beborapa orang pakarja. Tompok kerjo vang
wajil menyelengyarakan keschatan karje adnlash tempat
‘yang mempunyai risiln bLehnya kusehatan, mudah tar=
jangkit penyalkit, alau mampunyal karyawan paling
sedilkit 10 (sepuluh) orang.

Ayak (4)
culup Jolas.

Fasal 24

hrﬂ:uili paninghkatan kasshakan Jiwa ﬂiW““ﬂFu“ UTT:T
mawujutlkon Jjiwa ynng aghyty - GHoant EPL i
fntelektunl maupun empsional melalui npendekatan
pen nglalan kasehntan, penceyuhan dan FEH??thhﬂ“
penyakit, dan pemulihan kesehatan, agar ﬂjﬂﬂggﬂji
Japab heLup atou ltembali hidup secara hormonis, :
datam 1ingkungan keluargs, lingkungan kerja, dan
atau dalom 1 {nghkungan masyarahkok.

ayut (2]
Iﬁn'-lull : i : -
j: an yang Limbul gubogai akibat terjadinya peru
Wil

ps fhosos fal ndalolr masnlah psilis otou kae-

[railioin TR

3)
et a loinnyi adululh tempat taortentu yong mewberi-
ani : .
Sar pulU?“"“" rasehatan jiwa, antara lain, lembaga
Lan F

L |
sosinl dan angamoan.



Pazsal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Avat (2)
Cukup Jjolas.

Pasal 26 ,
Ayat (1)

Penderita ganyguan jiwa lWnrena keadeonnyo, munghin
saja melakulkan perbualan yang dapat manggangys
keamanan, lketerbiban umum, nbtau kaselematan dirinyn.
Oleh karena itu.lwnjih dirawat den ditempnthkan iR
ABCANAa n&iarannn.hasahnLan jiwn. Salnin itu k-
wajiban pengobolan dan perawatan di sarnann wenahabian
Jiwma dimatinudlinn agar masyarakat Lidak ma 1 akuknn
tindalkan yang hertenhangan deangan niinl lomanus i aan
akau berlanlanyan dopgan Gara pongobn o tlen ilsn
poravatan berdasarkan ilmu kadokteran dan ilmu ke-
peraowatan. Yang dimaksudkan dangan BArana pelayanan
kosahatan laoinnya, antars Jain, rumah sakit umum dan
pusitaemas.

ﬂ:i'".'lr.l {E}
Hakim pengadilan adaloh hakim yang sedang menusngan

perkara torsabub.

pasal 27 |
cukup jelan

pasal 20
Aynt (1)

Apvplea [amal] Lo arlaioh  wgkn pandaritn Bakit yony
parjadi diantora, panduduk solama porinde” waktu
tarbentu. Anghn kamakian ndaloh angka atau jumlah
yang monun jultkan  lkemal ban penduclil dalom masa Lor-

fankd.



Anglis leunk oo i nnghn kemoLian  marctpalion

Lealeal
Ll Linggl  rendabnya

cdurnjat,. kesehabion.
Upaya pamirvnan angha kesnliban tjﬂlll bomaLian off-
Takukaw g LIihu}rH poncegahan dan  pamherantasan
peanynledh, Lol poenyokit, monular maupun panynlklt
Llelal memnlor yang dnpal. meniwmbullan  kemakinn

tlan
kasnlkltan Linpagl hagl masyaralondk

seportl malaria,
TN, hkolorn, gondok ondomik, Sinfeksd salurnn [var-

noapasan akub, kordiovankulor, dan panyakll Tnln yang
soajoanin.

Ayab (2) .
Culiup jelns.

Ayat (3)
Cultup Jelnn. ;

Pasnl 290

culup Jelas.

Pasal 30

cultup Jelns.
PFasal 31

culup Jolns.

pasal 32

ayat (1)

cacal mal ipul.l eacat hawoun ﬂ'ﬁl""l wnonl. yang
diparolah pnabingad  dmmpak  dnrd panynlil. ntnu E?ce—
Inkaan yung dapot. borsifal sementara alkou "m“ﬂ?ﬂﬂr
calnin lLu ahenk dapat barupa cacal padn organ
socartd ppa b fa alanl sacnr Fungsfnnnl 1'-"I"-’“'_'|'-l har-

jeurangnyl leamnnpuun mondangar atou malihnb.

o aynt (2)
Culsnp jelnt.



Ayal (5)

Pasal

Pembinaan o Manguwasan wlabh pemerintah tarhadap

Pengobatan dan bl au [ awal o tangan cara lain yang

dapat dipertangygung ol ki, dilujukan
tersabut dapat

Ngar cara
digunskan degan baik untuk membanty
tarwu judnys derajnl kasohnl an yang oaplimal, Tarhardup

pengobatan din alaun el an dangean anrn lnin yaog

o tum Cerbobd o wandmal e s lain o Takulkan itk A FTR R
dan pangawssinn  jugn pengknioan dan prena i inm guna
manantukan manfanl almi babayanya tevhadap hese-
lint an,

a3

Avat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2}

Hangingat bolwa orgnn alou jaringan tubub Cermasok
darah marupakon anugarcaly Toban Yang Maha BEsa, malba
aorgan &tau jaringan [uabul lermasulk darah toersolut
dilarang untuk dijadikon svhagni objek unluk moncur i
keuntungan stau komersial melalui jual boli, .
Larangan ini diporlukan untuk menjamin bohea  argan
dan atau jaringen tubuh termasuk darah yang akan
dipindahkan hetul-batul dimalk sudlkan untuk penyembuli=
an nen}‘ﬂkil tlan poemul fhan keschatan, Olah Karena itu
transplanlasi argan flan atnu jarinaan dan
transfusi doavaly honyn dbopal  diloelukan untuk fujuan

samal a=maklu. Ooreh dalam pengart isn
it datam posal ink, tidak tormpgualk

kemanusian

L.-,ﬂn'ﬂ.fuﬁ1
pangertian prodok plasma darab.

OITETIR IS

ayat (1) |

Lo Caiy kosohntan larienio dalam nayat ini ndalak

(iRl Fang Baan vz el persyaratan Lol wanagann
gan peralaton dan syl Tainnyn untuk melaksanalan
1

pindakan medis Lursolul. .



L )

Ayat (2)
Cukup jelus

Ayat (3)

Dalam Paraturen Pemorintal

alkkan diatur inengenaoi
syaral dan teta coara

pungomanan , pengambilan organ,
pungelahan, paenyimpannn, dan

penyeampaian kepada
pasian termosulk donor hoewan.

Paasal 35
Avat (1)
Culkup jelas.

Ayat (2)
Dalam Peraturann Pemarinteosh okan diotur mengenad
seyarat dan lata coro pongambilan, pengo'lahan,
panyimpanan, dan distribusi sertn sarane palayanan
transfusi darah.

Pazal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2} : .
Dalam Puroturan Pamarintah akon diatur mengenal
syarul dan taln cara pananaman obat dan alau alat
[cesohaton seria sarana keschatan Ltompat nan?nlang-
garaon t indakan medis Lerscbut.

pasal 37
ayat (1)
gedan plastil dan rekonstiruksi adalah suatu ronghapi-
an tindalkon medis yanyg dilakulkan untule memulinkan
wendaun fisik suseorang pada kondisi tubuhbnys luer-
asul badal plastik kosmet ikn dan estetika,



21

Ayat (2) - T

Norma yang her baka dalam mavyarakat adolalb norma

hukum, norma agnma, narma hosusilaan, dan norma
kesopanan.

Ayat (3)
Cultup jelas ' ,

Masal 30
Ayat (1) *
Panyulubun  lkesehial an misnynrakal merupakan kogiatan
yang molekat pada setinpg kegiaton Upayve kosohaltaon.
Penyuluhan kesahatan masyaralat disolenggarakan
untuk mengubah  porilnko tesevoranyg atav kalompok
masyarakat agar hidup sehat melalui komunikasi,
infoarmasi, dan eduknasi.

Ayvat (2)
Cukup jolas.

Pasal 39 )
FPengamarnan scdiaon Formesi doan alal kescheatean dilakulkon

sojak mulai produksi, poredaran, sampai penggunaan,
ngar tidak wmambahnyakan masyorcalkatl

Pasal 40
ayat (1)

Jngenesip. Apabila belum ditelapkan, digunakan,
etondur dari bubu Farmakeps Tain ataw Buku standas

Tnfn.

Ayat (2]
grandar untuk ohal Teadisional salninh buku WALt 1 a

M;H”:il'i.ﬂi. Blamdar aoelalk kosoct ks odalah bulku e el e b =t
Kosmaet ikn Tmlonesaa,  sStambaor wntuk alat lerseliaid ma

ditotapkan bardosn Ban perrsyaral an vang barlaku,



Standardisasi obal ;[rndinlnnui honya diberlakukan
bagl fimedustri obol tradisionn! yang diproduksi dalam
EkulF hesAar. Onagi industei rumah tangga, sepertid
jamu racilk dan jamu gomddong masih o dalam Lahap
pambinann dan balum iUh¢r1akuhuhnn ketantuon
pidana sebagaimana dialur dalam undang-undang ini.

Pasal 41

Ayat (1)
Sedinan fnrmnnt dnn alal kesohatan yang dapat dibari
fzin adar dalam bentuk persetujuan pandaftaran harus
memenuhi persyaratan mutu, konmanon,dan kemanfaatan.
ochat ¢on hahnn ohnat tradisional yang dibuat sachra
sadarhann oleh findustrd Fumah tongga seperti jamu
racik dan jnmu gundong tidak diwajibkan mum!l{ht
izin edar don belum dikanakan sanksi pidana
sabagaimana ditentukan talam undang=undang ini.

Ayat (2)
panandann dnn informaad dimaksudkan agar masyarnial

dapat dilindungi dori informnsi Yyong Eidink
objektif, tfdak lengkap, rdan ntau manyasatlkan karenn
dapnat mangak ibatikan panggunaan yoang salah, tidalk
tepat, atau Lidak rasional. Menpertian informnsi

termasul pariklanan.

L

Ayat (3)
anbnrlnn pwenangon pailo pemerintah dimaksurkan
ntult malindungi masyarakat dari sediaan fanrmasi can

n1nt kasohatan yang {idak momanuhi persysratnn muty
dan atady keamanan dnin ninu komanfaAt&n. Pamarintah
dapat -|rmmr1r-i|1'r.lrhlrmn Eopmdn  peeoduson dan ntau dis=
tributar unbuk manirik dori peroedaran sediann

farmasi dan alal keanhatan yaong tidak memanulh i
ngrs?ﬁrﬂ Enm.

pasal 42
cukup jolns.

o Lnmatnafiaid



Fasal 43

Khusus terhadap sadlinan farmasi' yang berupa nar-
ketika, psikotropilka, ohal

kerns, dnn bahan berbahnya
dilaksanaken sasnuni

dangnan kelentuan poaraluran
perundang-undangan yanmg berlalki,

Ponzal 44
Ayat (1)
Bahan yang mangondung zot ikt ff adalah bahaon vang

penggunaannya dapot monfmbulkan Kerugian bagi
dirinyn ntau masyarakat sekel{lingnya,

Ayat (2)

Panetapan standar diarnhkan agar zat adiktif Yang
dikandung eleh bahan tersebut dapat ditekan dan
urituk  mancegah berodarnya bahan palsu,
Penatapan persyaratan penggunaan balan yang
mangoandung zat adikiil ditujukan untulk menekan dan
mancagnh ponggunnan yong mengganggu atau marugikan
kagsahatan orang lain.

Ayat (3)
Cultup jolos.

Pasal 45
Ayat (1),

pgnyu1nnugnrnph kosahalan sekolah dimaksudkan unt uk
meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi pesarta
didik untuk memungkinkan pertumbuhan dan per-
kembangan yang harmonis ¢dan optimal menjadi sumbaer
dayn manusia yong lebih WGorkualitas, D samping
ftu kesuhatan saokolah Jugra diaralikan untul
memupuk kebinsanan hidup sehal agar mem{lik;
pangetahunn, sikap, dan kelvrampilan untuk ma)gk-
sannlean prinsip hidup sehal sarta akbiif borpary -
51|lﬂ=| gnlpes wsdha ponvingkalan H“*“"'Hnn.'lmllq o
sakolah, pumnly Yangpa, maupuan dalam 1i'1ﬂk1hlﬂn|1
masyurakal -

ayal (2]
Lemungnﬂuﬂnﬂluihnn Inin ndalah tempat pandidikan

Tuar S.Bh{ﬁllﬂl'l.
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Ayal (3)

Cukup jelns.

Fasal 46

Avat (1)
Kasahatan olalirags marupakan upoaya kKesehaton yang
momanfaalkan olahraga atau latihan fisik untulk
meningkatkan darnjat hasobaton. Dongan eloheaga ntau
lotihan Fisik yang henar akan dicapail tingknt
kasugaran jasmani yang baik dan merupokaon modaol
penting dalom paningkatnn pruatnsil

Ayat (2]
cearana olahraga adalah tempat yang secara khusws
disediakan untuk kegiatan oclshrega, antarn lain
pusal olahrngn, tapongan olohrogn, pusat kebugaran,
domn  tampal teortontu sueporti- stadion, kolmw ruonang,
klult burliatibh, kelompok Tatihnon fisik, dan lolompol
copam. Snrona lain  yany dimaksud adalab tempal
antuk menyembubken aliu momul fhkan kosehalan okibat
cadera olahraga, men ingkatkan kesahatan  kalompol
masyarakal tarlentu, misalnyn kelompok  ibu hamil,
malalui latihon Fisilk dan penycbarluasan cara
olahroga yanyg baonar.

Ayat (3) ) ‘ ]
cukup jolas. :

pusal A7
- ayat (1) :

pengobatan {radisional mancnhup_ﬂnru. cbat, dan
pengobatnya yang mangacu h?nada pangalaman dan
watorampiian, baik yang asli maupun yang barasal
dari luof Indonusia.

Aynt (2}

grintal malakukan pumbinaan dan pengawasan
Pain

wadan pgﬂgﬂhﬂlﬂ" trmdiaionnl, wogar dapoat diper-
‘I
Lol gunﬂj"”nhkn" mann lant  Jan keomanannya schingga

£
L dok murugﬁhnn mdisyhrakal s
i
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Arnt (3]
Cukup jelns.

Ayat (4)
Culup jelas,

Pasal 40
Ayat (1)
Cultup jalns,

Ayal (2)
tasghalnan lapangnin adalah kesehatan malra yong
barhubungan dengan palierjnan di darat yang temporer
dan sarhn berubah, misalnya, kesechatan hnjil, keso-
halan teansmigrasi, kesoholnn dalam bencann alam,
kesehatan di buni perkemahan. Adapun sasarnn pokolk-
nyn odalnh malalslean dukungnn keszehatan opurasionnd
dan pombinann torbadnp pnra porsainal yang SecErA
fangsung maupln tidoak lanpsung tearlibat dalanm

kegiatan di lapangan.

kazahatan Waloulan don boawah nir adalah kesehalan
matra ynng borhubungan dangan pekarjaan di lautl
. qlan yang perhubungan dengan headaan 1ingkungan yon
ol akanan Vinggi (hiperbnrik) dengan sesaran pokaok
ma 1 akukan dukungan kesehalan operasional dan pembi-
paai kagehal an  tarhatdap pars porsonel yany Secarn
langsuny mAupun t{duk lanusung terlibat dalam

Tt pﬂnuuparnﬁinn parnintan di Yoaul dan di bawah alr.

pesehatan kadirgantarnan adnlah kesehatan matra
udara ynni mancakap ruang lingkup kKesahatan penar-
pangan dan knaahalan vunnyg nngkasn dengan keadaan
| {nghungatl bor takanen roendonh (hipobarik) dengan
pampunysi sasnran pokolk melakukan dukungan kese-
hatan gpernsional dan ppemliinann kesehatan  Llerhadap
pare persaunel socara langsung maupun tidak langsunag.

L,

Ayal (3}
cukup jelas.” )




Pasal 49

Farangkatl keras (haegdwai o) ndalah  sarana, prasarana,

serta paralatan, woedanghun yang dimaksud dopnan
perangknt lunak (solfware) meliputi manajemen, pem
Linyaan, dan sumber dayn manusia yang diperlukan untul

mandulkung tersalongyaranyn upayn Kesahatan.

Pasal 50
Avat (1)
Cukup jelan,

Ayat (2)
Cultup jalas.

Pasnl 51
ayat (1)
Cculkup jelos.

Ayat (2) - '
Culiup julas.

Pasal 52

at (12
A?|}1ﬂm rangka upnya -tk momnratnken poloyanoan
il :

gk badi saluruh musyarakal, pendayngunoun

g O T

. aoh kosehnton sgenra jusional sangat dipariulkon.
i

z iplah  mengalur  pencmpicdan lenaga kescehalun
ol ¥

atalui maoga baktl dan cara Hain.,
m

A}rat [E]‘
cukup jelss.



Pasal 53
Avat (1)

CUhup jelas,

Avat (2)

Standar profasi odalalh podomon
pargunakan sebagai polunjuk
profusi secaru bnik.

yang harus oJi-
daltam monjoalankan

Tenaga kesahatan yang borbhadapan dengan pasiuon
saperti doklter dan purawnk, dalam melaksannkun
tugasnya horus moenghormati hak pasien.

Yang dimaksud dengan hak pasien antara lain inlah
hak informasi,

Rak untuk momborilkan porzoluejuan,

bk nlas robasin Bedokbei g dan ;

honk atns pondapat kedus (geceml_eninienld.

Ayat (3)

Balam upaya pembuktian, tenaga kesehatan daopat
diminta untult melakukan tindakan medis terhadap
sesaorany, buaik dalan porkara pidana moupun por=
kara lninnya. Permintasn  ini diajukan secarn ter-
tulis oleh pejobat yany berwenang menangani masalah
tarsebut. Meskipun unltuk suatu tindakan medis harus
didasarkan atas indiknsi mediu, namun dalnam kaitan
dengan pembukt ian tonagn kesehatan harus molukukan
tindakan modis bordasarkan poraturan perundang-
updaingann  ¥yang baortalku, kecuali bila tenogo [koso=
hatan monilei babwa podo arang yang di!uhuhnnltinn
daknn tersobut tordapat hal Y“PE m“r“P“E““ tndi-
e kontra  doari Lindakan medis yang i lakulkan.
onlom hal ini in dopal menelalk dan menghantikon
t indalan tersabul.

ayat (4]



=

Pasal 54

Ayat (1)
Tindakarn disiplin dalam ayat ini adalah salah amtu
bentuk tindakan administratif misalnya pancabutan
i untuk janghs wiaklu tortentu atau hukuman lain
sasuni dongom kesnlnhan ntau kelalafan yang di-
Takukap.

Ayot (2)
Untuk memberikan perlindungan yang sefimbang dan
objektif Laik Lepada lonagn kesehatan maupun pihak
penerima poalayanan kosehatan, pertimbangan ada
tidaknye kesalahan atau kolalaian atss penerapan
standar prefes! dilakukan wleh sebuah majelis,
Maianlis ini Lbtidak hanya tardiri dari tenaga keses-
halan snja Latapf jupn tennga bidang lain yang bar-
kaitan dangan masnlah yong dihadapl seperti ahli
hukum, ahli psikolegi, ahli aosielogi, ahli ogama,
yang dikeluai nleh saorang sarjans hukum.

Ayat (3)
cukup jelns.

pasal 55

avat (1)
pamberian hok atas ganti Fiig! merupakan suatu upoya
untulk momberilkan parlindungan bagl setiap orang

ras suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun
nanf1sik karona kasalehan atau kelalaian tenaga
n ghatan. Perlindungan ini sangat penting karena
hafbnt kelalnian atau kesalohan itu mungkin dapat
ak1?9bnbhﬁ“ kematian atou manimbulkan cacat yang
meat
an. :
p”munﬂimnknurj dangnn karugian Fisik odalah hi-
Y a ntau 1 1ok parfungsinya seluruly atau sa-
1nnqni srpnin Lubul, sodangkan kerugian nonfisik
:ag;:ﬂnu dlerpinin mip b ohal $asecrang.
al
Ayat ()

cukup jeins:
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Pasal Eé
Ayat (1)

tang dimabusid oeagin vomal sakil khusus dalam ayal,
tni adalaly rumah pakit, yong monyelengporokun  po-
layanan Luesehalan il salu bidang tertenlu mi=-
nalnya rumah sk 1L mwaba, rumaly sakit Jiwin, rumal-
sukit Jantomyg, cumoh sah (L paru, rumabh sak il kustba,

Yoang dimaksied ddengan pmuelagany besar farmosi adnlalh
sarana pelayinan keschalan penunjang yang borfungnid
menyalurkin sadinan Farmasi dan olat kesehabtan he-
pada sarani pelayanan kesehatan yang membutuh-
kannya. :

vong dimaksud dengon sarana kesehatan Ininnya
adalah antarn 1ain  buloi hkesehaban mata musyarnkat
(BEMM), balni pengolublan penyak it paru-paru [BP4],
pusat atauw LaTel atau sLasiun penalition Kesehalan,
rumah bersalin, halai kasohalan fliu dan anak
(BKIA).

IArnt (2)
Cukup Jelmni.

Pasal GF

Coayat (1) _ |
pada prinsipnya peloyanan  kasehatan diTnksanokan
socara herjenjang davi upayn kesehaton —dasur
sampai  uwpayi rujulian yang iatiih eangabh. Jika
pelayanan lketehakan THLLES snrana pelayanan hm‘,'&“
hatan dasar, seperld prakl ik dokter, Puskasmas,
Ehclal  mampLl womberilkan pelnyanan tersebub, maka io
wajib marujuk padn saarann pelayanan HI:E"EIL'IU‘;HH
rujukan yang Yabih mampu, misalnya rumah nakit,
doliter spusialis.
vand dimalonnd dangan wpayda konchatan panunjang
daiah upnyl yung diber ilnn n!ﬂh sarnnu. l‘rﬂ“wﬂnnn
:'“h"r‘ﬂ” penunjang ontarn lain laboratorium  dun

apotek.

Ayat (2} ;
_ <i sosial woarona kesehatun adalah babwa calom
Funy jenggurakan  kegintan satiap sarann kose-
:nef:-};i otk yoang dinnlenggarakan oleh pemerinlah
::L;pl.ll'l pleb masmynrakal, horogs mimparhal o Relw-

tuhan pnhly.'.-nmn hasahinlan yelongan masyarakal, yang

urant mampr dan Lol gomoka-mata moncari ko=
L At

untungan. )

[ -
s I e i, R e e
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Ayat (3)

Kata “"dupat -fugn”™ dalam ayat ini ialah bahwa tidal
samua marnna kesohalan dapat digunakan sebagai
tempat uvntuk hepantingan penelition .dan pendidikan
sarta pengambangan o pengatahunn dan toknologi.

_Fusnl 50
Avat (1)

Sarana hkasohatan tortentu yong dimiliki oleh ma-
svaraknt tormasul swoszla seporti rumeah sakit, pab=
rik obal, podagung besar formasi harus barbentul
baden husum dengan maksud sgor terdopat kepasbian
usaha, | emudnhan pengawasan, dan  penyalonggarann
usaha.

saronn kasohatan yang tidak perlu bearbentuk badan
hukum wmtara lain, praktik dekteor, praktik dekler
spasinlin, apolol,

snrana koesahatan yony diselengparakan aloh po-
marintul tidak porlu barbeniuk badan hukwn lkarond
pomorintah sondiri sydah morupakan badan hukum
publik. '

Ayat (2)

Cukup juins.

Pasal 59

ayat (1)

yang dimaksud duengan sarana kesohaton dalom nyal
ini adalah sarana kesehaton baik wang di-
calenggarakan oleh pomerintah maupun masyarakat.

ayat (2)

pemberian izin penyolenggarasan sarana kosehatan
dengan mumnqrhﬂtﬁhﬂ“ pomeratanon dan pemingkatan
nutu pelaysnon kosghatan sangat panting. Oleh ka-
rnﬁn itu, dalnm pamberinn iein harus memporhat §lkan
n. kobuiuhan dan komampuan mosyarakat doloam upnya
paninghatun derajut lkesehalung
b, fumlal dan jenis perhokalan kesehalan;
c. mutii pelayanan keschotan o seluruh Indonosio.

IMI.-;.T. (5} = W

Gulup Jur s,
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Pasal 60

Parbekalan la!nnynqnduinh para

Intan yang tidak seccara
langsung

digunalkan doalam pemberian pelavanan kesohalan
saperti ambulans, tempat 1 fdur.

Pasal 61
Ayat (1) '

Parbaknlan kesuhatan morupnkan unsur penting dalam
upays #esehatan khususnya obat, bahan ebat, dan
alat kesahaton. Oleh sebob ilu, jumlahnya harus mo-

madai, mudah dJdidepnt, mutunya baik, harganya tor-
jangkau.

Avat (2}

cukup jelas.

Ayat: (3)

Bantuan pemerintah dolam penyediaan porbokalan
kasahatan ¢npnt borups kemudohan dalam pendirian
unit produksi, perizinmn, dan sobogainya.

Pasal G2
Ayat (1)

potensi nasional adalah bahan vang tersedio dan
digali dari bumi Indonasia  wntwl Id?gunnknn s@=
bagai obat, bahean obat, obat lradisional, kosmo-
tika, tfan alat kesehatan. Dalam pemanfaatan po-
tensi nasional terschul tormosuk meningkatkan daye
sning terhadap produl luar negeri.

ayat (2)

L cara produksi yang baik ndalah cara produksi yang
distandardisasikan  yang maliputi saranao, tenaga,
oroses dan presedur produksi, proses dan prosedur

pengendnlian muly,

Katenlunn it dimaksudhan untuk mencegah terjoadinya
kesalnahun dan hokelivunn dalam nrﬂsu§ produksi dan
mun jamin produksi yong secars konsisten menpha-
«{1kan produk yang mumenuhi standar atau par-

gyaralin Tain yang dilelapkan,

ayat (3)

{:Uk‘”"' j.ll.l-l.l“-



Pasal ﬁﬁ
Ayab (1)

Cubup jJalas,

Ayal (2)

Culkup jelas,

Fasal 04 :

Cuhup Jjelas.

FPasal GO
Aval (1] ;

Culiup jelon.

hyml (2]

fNentuk bankuan pemezrinksh dapat berupo pembiaynan,
pavalatan, Lanaga yany diberikan kepado sarana
keachatan yanyg diselangyarakan oleh masyarakat yang
menyilengygarakan porawalan, terutama untuk ma-

syarnkat ranlan. , .

Magynrahkat rentan adalah penduduk yang dalam
berbagai motranyn GLidak ateu kurang mendapal ke-
semputan unlul mangembangkan potensinya sehogad
alkilbnt dari keadaon Tisik dan nonfisiknya.

Pazal BB

Ayat (1)

pemer inkall  mengembapngkan, membina, dan mendorong
penye lEnguaranm penaliharoan kasehatan yang pem-
Biaynannyn ol f takulian paRcora provpayn.

vanyg dimaksud dongan praupoya adalah pembiayaan
perups Turan yang dilnynr dimuka untuk Jangka wal-
Ly Lertentu. Pemelilaorann kesehatan yang dinahsud
dalam pasal Ini midalah sualu rangkaian upaya untul
mambarikan perlindungan kesehatan terhadap pesarta
dan toardiri durd berbngal jenis dan kegiatan pula-
yanan kasahalan yang hersifat peningkatan kese=

natan, penuagnban dun penyembuhan penyaskil, dan
pemul ihan kooeluw b,

*



Upayo pemelibaronn Foasohalon tarsabul mencakup
pemel iharaan hoaschalun dosar yang sifalnya wajib
tdiikul | setiap poasorta don painaliharaan kesehatan
Lambabiin yong waloopun sifatnya sukorela harus
Lotap merupnkan satu kesntusn yang tidak dapaet
Jdipisolikon dari pemnlibarasn kesehatan dasar,

Yong dimonkauwd dongan Yandasan bagi seatiap
panyatanggarian panal llacrian kesahatan yang Jdi~
biayni sacuarn proupnya adalah bahwa gagaln ha-
tenbunn Lonbkong Laks oore penyelengygarasn dan
pengalalpan pomal iharaan kesehatan bersoboal o=
patulii. '

Ayat (1)

Jaminan e ) ibargan Resehwalbon masyarakat adalah
cara pangrloliaan Gecarao l'.qrpudu antarn pa-
nyalenggaraun jominan pemaliharaasn kesehalan dungan
pambinyaannya, bLagi peserts pertaorangan, keluarga,
atau kalompak masyiarakat ngnr dapat dijomin la-
poripurnaon, kos inambungan dan mutu palayanan ke-
sehatannya schingga tujuan maningkatkan darajat lke-
gahatun masyarakat depet tercapaid.

Ayat (3)
vang o imadeud hadan hukum disini _antara lain ialah
badan timalin mivik  negoars ntnu dasrsh (OUMN, BUMD]) ,
swasta, lopecasd sabagail pongumpul  dan sekalligus
pengeluln dopna, berbangguny jowab atas npenyeleng-
garnan Jaminan pamalibharann kesehatan masyarahotb,

Adapun ponyelenggara  harus herbentuk badan  hulkum
yang wemilikl 1zin operasional dimaksudban unbuk
melimiungd, haik pamburi pelayanan kesshaban, -

gerbta, maupun hadan penyelanggara,

Yano dimakoud dengan hkupesartaannya baraifat. akkif
jalah mwasyurakat solaku peserlu Decara alktif mami-
1ih salah sabu penyalanggura yang ada.

Terhaidap pumeliharaon heﬁnﬁﬁhﬂn yang dibiayai
SeCArid Drisnyn dan devasa ini tolah berkembang i -
magyarihkak aurkn borpdn dulnm pombinaan dan ponga-
wosan pomer intab, kebentuan taontong badun hulum dan

parizinan tersabut belun diberlakukan.

ayat (4)
culup Julae.



ML
Pasal g7

Ayat (1)

Pengolulaan vanyg dimahksud dalam aﬁat ini moliputi
pengueloloan upuya husehatan pokok dan upaya kese-
hatan pendulivng barupa sumberdaya kesshatan,

Ayat (2)

Pangelolaan upaya kaschatan pokak dan upnys hoso-
‘hotan pondukunsg dilakukan melalui sistom mannjueman
kusalialan yong didukung oleh sistem informosi ho-
sehalas ngar Yubih bordaynguna don berhnsilguna.

Pasal GO

Parangkal kesehnlan dl tingkot pusot adalah Dsporieman
Kasahatan bosortn jajonrannya, sodongkan yang dimaksud
tlangnn baslan pemerintah Iainnya df tinpkat pusat ada-
lah doparlemen=dapartumen misalnya Departemon Poria-
hanan .dan Keamanan/ A0T, Departemen Pertanien, Depar-
tamon Poriombangan dan Enoergi, dan jJajarannya. Sadang-
kan ¢ tingkol dooeral misoinys Hnas kasaehatan | ingkal
1 dan dinns kaschatan tingkat 11.

Pasal 09
Avat (1)

Panalilian don pongumbangan  {1mu pengotahuan dan
teknologi kosehatan beriujuan uptuk moemborilan ina-
suken ilmu pengotahbuan dan Leknolegl serta ponge-
tahuan 1ain yang diperlukan untuk menunjeng  pon-
hangunan beschotan dalam ronghka meningkatkan du-
rajal | usuhalan minsyalrakat yang optimnl. Kogialan
panel sl inn gdun pengombangon ilmu pengotahuan dap
toknolugi kusahatan et dizalanggarnkng oloh
pemarintah ¢ion atnu masyarakal termasul Swasin.

penelil ian dan pangumbnngan  kosehatan: diparlukan
poner AR, panyusunian, dan poneiplann

untuk
topnt guun dalam rangka  menulijang upaya

tokne o) i
kasahal an.

ayat (2)
Pnnu“”“"‘i‘ pu“gumhﬂ”gmi.l ilan panorapan asil g
Aol itian pata manusin dilaksanakan dongnn mom-
ol 1han glikn ponulitinn dan norma yainyg burlahu
B mosyarakol ,yaily normi hukum, nermn agoma,
dn:;f h;suqi]ﬁﬁﬂ. tnn normn kosopnnan,
no

Ll
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Ayat (1)

Pene | it {nan ﬂnn Punyembangan 1 Tmy Pangeatalivan dan
teknoleai kesohalan yang monggunakan manusia sa-
bagni objelk penalitian hnrus dilaksanakan dengan
mumpaerhat iknan atika panelitian dan narma yang bor-
lTaku dalam mosynrakal. NHasil penelitian dan pa=
ngembangan §lmu pongetabunn dan teknologi kesahatan
yang nkan dilarapksn  nlau digunakan di Indonesia
harus disesunikan dongan kebutuhan pembangunan
kasahatan.

Avat (4]}

Cukup jelns.

Pasal 70
Ayat (1)

Bodph mayat yang Jdilakukan untuk mengetahui dengan
nasti diagnosis penyokit otau kelainan yang meanjadi
sebab kematian discbutl badah mayat kliniz. asil
panyalidikan ini{ dopat digunohkan untuk mengem-
banglan cara ponyembubhan paonyakil dan pemulfhan ke-

gahatan.

Bodah maynt dapat pula digunakan untuk kepentingan
pandidikan, yong ¢isuhut bedah mayat anatomis.

-

Salain itu bedah maynl dapat juga dilakukan untuk
pembuktinn, baik yang barkaitan dengan peristiwa
pidana maupun perisliwa hukum lalnnya, yang di-
gabul sebagai badoh mpyat (oronsik.

Ayal (2)

Bodah mayal adalah U bmdakon medls dengan malakukan
pembudahan Lubuh mayal sosuai dengan prosedur tek-

nis flmial Lortemlu.

glalh karena flu havus dilakukan oleh Lenaga ke~
. sahalan yang mempunyni koeahlian dan Hﬂﬂﬂhlﬂgqn
untulke itu. Palaksananon 1iuﬂgknn inadis tersebut di=
takukan dengan momperhatikan narma yang barlafu
dalam suriyarakat yailu norma hukum, narmn  AgnnG,
porme Lesusilaan, dan e r i kesopanan.




Ayat (3)

Cukup Julns,

Pasal 71
Avat (1)

Penyelenyigaraan upayn kesehaoton marupakan tanggung
jawab powmerintah daon mosyarakat. Masyarakat t+UahL
lah menjadi objok sumntoa, toetapi sekaligus me-
rupakan rubjek penyelenggarunn upoya kosehatan. Mo-
syarakul memperoloh kosempal an sp1uﬁs—1uu5urn -
Luk  borperan soria dalam nnnvnfnngéurnnn upnyan hke-
sohoatan Leserla sumbor Jayonys mulai dari inventa-
risasi masalwsh, peroncanoan, p_u-'iukg:}nugn, hingga
tahap pendiledion, sedangkan poran® sertas dupr.lt bor-
bentull wumbangan pemikiran, tonnga, atauw sumbaor
daya lainnyn seperti kolembngaan, sarana; sarta
dana,

Aﬁul [2)

Mosy¥nraknt, lem il Yoy lerorganisgsi maupun yang
tidak, swanpunyni potensi besar yang perlu digali,
dikembanghan, dan dikeloln dengan baik  unlulk ma -
ningkatkan kosejahtoraan tormosult kesehaloannya.
Pamarintah perlu mmbiing, mandorong, dan menyolenyg-
garakan wadayn masyi akat welolul pembarian ke-
sempatan, kemudohan, dan penciptaan suasann  yang
mandukung.

ayat (3)

culiup jelns.

pasal T2

Ayat (1)

Untuk nemabantu pomarint ol fdfnlam proses poroncannmn
program, porumusan kKebhi jakoonann, «dan hal lain yang
dipor Tulkin perlu adanya Dadan PMei bimbangan KBogoe-
patan Hasional yang tardiri dnri tokeh mayarakat,

. ahli okoweami, ab bl bmbayo . wlel D pondddilon, ahli
agama, peilar kesehalan serla vrfonlsas i profesi ko

sahatan o wrganizasi kumusyarakolan lainnya,



Ayat (2

Cukup jelog,

Pacal 723

Pembinann yang di lakukan olah pomarintah  terhadap upaya
kesehatan antarn lain meliputi pengaturan terhadap
standar, nkreditasi, pola taril, ponetopan kurikulum so-

kolah kecehatan, pelatl ihon Lenagn kosehatan, dan Ppunya=
baren tenngn kosehatan, I

Pasal 74

Outir n

Culiupp julns,

Butir b
Cukup jelaos.

Butir ¢ o .
Cukup jelas.

Butir o
Cukup jalas.’

Butir a
Culkupy jelas.

Fasal 75

Cukup ja]nu;

Pasal 76

Cukup jelas.

pPasal 77

Tindakan adminisgleal il dalom pasznl ini dapal berupa
pencabutan fzin usaha, izin praklik atau izin Iein  yang
dibarfkan, sertn ponjoeluhon bhukuman disiplin berdasorkan
ketentusn poraturan poerundondg- undangan yang  buerlaku,
Tindakan administrel if Lerhadap Lenaga Kesohntan
dilakukan setelah mendengnr perlimbBangan Majolis
Disiplin Tunapgn Kasohaotnan,

irasul T8

Cukup Jetas,



Pasal 78
Avat (1)
Cukup jelas,

Ayat (2) .
Butir &
Cukup jelas.

Outir b
Cukup jolas.

Butir ¢
Citlsuip jelos.,

CButir o
Culiup jelas,

Bullr o
Cukup jolas,

Butir I
Cikup jolns,

Butir p
filkup jolns.

Ayat (3}
Cukup julas.

Pasal 80
Ayat (1)
Culkup jnlas.

Ayvat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Culitip jalas.

a9



Avat (4]
Dutir o
Culevnga

HUE+r b
Cubtuig

Posal 01
Ayat (1)
Butir a
Cubtuige

Butir b
Cukugr

bButir @
Culiwnge

Ayat (2)
Butir =
Cukup

putir b
Culiugs

gutir &
Cukiuls

Butir
Culenije

Pasal 82
Ayat (1)
PBulir n
Cuillciige

Butir B
Culiinge

jn1n5,

jains.

jH‘ﬂEl
jonlas.

jeins,

jolas.
jolas,
julns,

joles.

FELE N

julng.



Butir e
Culkup jolas.

putir o
Cubkup julas.

Butir =
Cukvp joelas.

Ayat (2)
Butir &
Cukup jelas.

Butir b
culiup: Julis.

Prusol Ol
Cukup jolas.

ffnsal B84
Butir a
Cuileun jelnm.

Butir b
Cukup jualus.

PButar €
Cukup joles.

futir d

Culkup jelas.

Dutir a
Cukup julns.

Franl B4
Ayat (1)

Culiup juolus.

Aynt (2)
Cukup Julds.

i -
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Pasal 06
Cukdp- jalas.

Fnuﬁl:a? % 4 o A '
cuﬁqﬁ_}alnni _ .

Pasal B8
Avat (1)
Cukup jnlas.

Ayat (2) _
Culkup jelas.

Pasal B9
" Cukup, jelas.

& [} 7 H - ¥ 'l . % W '
~Pasal 80 .. ' ’
Guhuﬁqjﬂ1ulffq
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